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ABSTRAK

Nama : CHATRINE PASU PANJAITAN, SH
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GIRIK SEBAGAI

PEMILIK HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 1930 K/Pdt/2007)

Tesis ini membahas mengenal fungsi girik. Sebelum berlakunya UUPA hukum tanah
yang berlaku bersumber hanya kepada hukum adat. Girik digunakan sebagai bukti
pemilikan hak atas tanah adat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terjadi perubahan secara fundamental
dibidang hukum tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang berlaku di
Indonesia.Sebagian masyarakat Indonesia saat ini masih ada yang beranggapan bahwa
girik adalah sebagai penunjuk atas pemilikan hak atas tanah. Seperti permasalahan dalam
penulisan tesis ini mengenai sengketa tanah girik yang telah mendapat putusan
Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2007. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif
analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci : Girik, Bukti Pembayaran Pajak Tanah.
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ABSTRACT

Name : CHATRINE PASU PANJAITAN, SH
Program Study : Magister Kenotariatan

Title . Legal Protection For Girik Holder as The Owner of Rights On Land
(Case Study Decision Of Supreme Court Number: 1930 K/Pdt/2007)

This thesis discusses about function of Girik. Before Act Number 5 Year 1960 regarding
Agrarian Law, the prevailing law on land was based on common law. Girik used as an
evidence of customary land ownership. Since Act Number 5 Year 1960 regarding
Agrarian Law promulgated, land law and persona rights on land in Indonesia
fundamentally changed. Some of Indonesian people still thought that Girik is an evidence
of land ownership, as shown in land dispute case on Supreme Court of Indonesia
Decision Number 1930 K/Pdt/2007. This research uses a method of a descriptive analysis
with yuridis normative approach.

Key Words: Girik, Land Tax Payment Receipt.
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BAB |

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa
Indonesia, merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan
penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapa sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. M aka tanah adal ah untuk
diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan
dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan  dan
pemeliharaannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan
dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi
rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan
kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang
berkelanjutan.” Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah
satu sumber daya alam utama, yang selain mempunya nilai batiniah yang
mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi
kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada

tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.?

! Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, cet. 3.,
(Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hal. 3.

?|bid., hal. 3.

Universitas Indonesia
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Perihal hubungan manusia dengan tanah, terdapat berbagai asas yang
melingkupinya, antara lain asas perlekatan horizontal (horizontale accesie
beginsel) dan asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Hukum Tanah Nasiona disusun
berdasarkan Hukum Adat tentang tanah. Sebagai hukum yang hidup dalam
masyarakat Indonesia asli mempunyai ciri-ciri sebagai suatu sistem hukum dan
dapat dibedakan dengan sistem-sistem hukum lainnya. Sebagai hukum yang hidup
dalam masyarakat, hukum adat cenderung mempunyai pengaruh penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan  (wettelijk  regelingen) nasional, sudah seharusnya
memperhatikan hukum adat. Keberagaman hukum adat tidak boleh menjadi
penghambat pembangunan hukum nasional, karena dalam keberagaman tersebut
sebenarnya terdapat konsep dasar, asas dan |embaga hukum yang relatif sama.*

Hukum adat mempunyai sifat dinamis, ia dapat mengikuti perkembangan
masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan. Perwujudan sifat ini dapat
dilihat pada pola pengambilan putusan (vonis) hakim, yang dimungkinkan
mengambil putusan berlainan dengan masalah hukum yang sama, tetapi diadili
dalam waktu yang berbeda berdasarkan asas-asas hukum yang selau berkembang
menurut perkembangan masyarakat. Disamping itu hukum adat juga bersifat
elastis yang berarti pula bahwa, hukum adat dilaksanankan dengan
memperrhatikan hal-hal yang bersifat khusus dalam suatu peristiwa tertentu

sebagal suatu masalah hukum. Hal ini disebabkan karena hukum adat berpangkal

3Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis,
(Bogor: GhaliaIndonesia, 2010), hal.52.

“DhaniswaraK. Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), hal.14.

Universitas Indonesia
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pada asas-asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya sgja, sehingga ia
dapat dipelihara secara elastis.”

Hukum adat yang berupa konsep dan asas serta lembaga hukum akan
menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum tanah nasional sedangkan
norma-norma hukum adat dari berbagai daerah akan menjadi sumber pelengkap,
terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit. Pengakuan hukum
adat yang beraneka ragam sebagai sumber hukum agraria nasiona telah
menempatkan pada kedudukan istimewa bahwa hukum adat diterima sebagai
dasar hukum agraria nasional tetapi dengan pembatasan-pembatasan.

Salah satu perspektif normatif dari hukum adat adalah hak-hak penguasaan
atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah menurut hukum adat ini sangat relevan
dengan kaidah-kaidah hukum pertanahan nasional menurut UUPA yang
bersumberkan pada hukum adat. Penentuan tanah wilayah masyarakat hukum adat
sebagal objek hak masyarakat hukum adat, pada umumnya berdasarkan pada
batas-batas wilayah, sering berupa batas alam dan para penguasa adat, atau pada
umumnya dapat menunjukkan batas wilayahnya apabila diminta. Objek hak
masyarakat hukum adat tidak hanya atas tanah-tanah yang belum diletakkan hak-
hak individual, tetapi juga atas tanah-tanah yang telah melekat hak-hak individual
warga persekutuan. Hanya sgja, kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah
yang belum melekat padanya hak individual, lebih kuat daripada kekuasaan
masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang melekat hak individual.

Hukum tanah dalam sistem hukum adat meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu

bidang-bidang hak atas tanah, perjanjian tanah, dan perjanjian yang menyangkut

®Irham Fahmi, Analisis Investasi dalam Pespektif Ekonomi dan Politik,
(Bandung: Refika Aditama, 2006), hal .xx.

Universitas Indonesia
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tanah. Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum adat dapat dibedakan dalam dua
golongan, yaitu masyarakat hukum adat dan hak-hak perorangan.

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka
dalam penggunannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah
tersebut digunakan. Dalam Hukum tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti
yuridis sebagal suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA.
Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan
oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan
dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika
penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi sga. Untuk
keperluan apapun tidak bisa tidak pasti diperlukan juga sebagal penggunaan
sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.
Oleh karena itu hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk
mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang
disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang
yang ada diatasnya.®

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) yang merupakan dasar
hukum utama dari hukum tanah atau agraria, menyebutkan bahwa “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penjelasan dari Pasal 33 tercantum dasar
demokrasi ekonomi. Produks dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah

pimpinan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan,
2008), Jilid 1, hal. 18.

Universitas Indonesia
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diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya kebijakan
pertanahan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa bumi, air dan
ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagal organisasi kekuasaan seluruh
rakyat. Kewenangan pemerintah secara substansia dalam mengatur bidang
pertanahan terutama dalam hal lau lintas hukum dan pemanfaatan tanah
didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
tanah.

Dengan ketentuan tersebut Pemerintah telah diberi kewenangan yuridis
untuk membuat aturan dan peraturan (bestemming) dalam lapangan agraria berupa
tanah, serta menyelenggarakan aturan tersebut (execution) yang menyangkut
subyek, obyek dan hubungan hukum antara subyek dan obyek tersebut sepanjang
mengenai sumber daya agraria.

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi, sebagal yang
dinyatakan dalam pasal 4 UUPA,, adapun hukum tanah adalah bidang hukum yang

mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yaitu:”

'Sunaryo Basuki, Mata Kuliah Hukum Agraria Pokok-Pokok Hukum
Tanah Nasional, (Makalah disampaikan pada mata kuliah Hukum Agraria,
Depok, Oktober 2009), Bagian I, hal. 5.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



1. Hak Bangsa Indonesia.
2. Hak Menguasai Negara.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
4. Hak-Hak Perorangan
a. Hak-Hak Atas Tanah.
b. Hak Atas Tanah Wakaf.
c. Hak-Hak Jaminan Atas Tanah.
d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Hak atas tanah tersebut dalam Hukum Tanah Nasional Mengalami
penyempurnaan dan tetap dipertahankan, yaitu:
a. Hak Milik.

b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan.
d. Hak Pakai.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, sering dimuat dalam berbagai
media massa baik cetak maupun media eletronik mengenai permasal ahan tanah
yang semakin hari semakin kompleks dan harus diakui masalah pertanahan
masih merupakan salah satu sumber sengketa dan keresshan dalam masyarakat
yang dominan.

Hal ini bukan hanya karena tanah merupakan bagian yang kodrati dan
magis religius dalam kehidupan bangsa Indonesia, tetapi juga karena
kebutuhan akan tanah saat ini semakin meningkat dengan bertambahnya
jumlah penduduk di Indonesia sehingga persediaan tanah yang relatif semakin

terbatas dan masuknya investor pada penanaman moda terutama dalam

Universitas Indonesia
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pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan soal yang paling krusial, baik
untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk kepentingan investasi. Rakyat
harus diberikan akses untuk membebaskan dirinya melalui  proses
pembangunan dari kebodohan, ketertinggalan, ketertindasan, sempitnya ruang
gerak kehidupan, ketergantungan, rasa takut. Rakyat harus punya aset yang
dapat dikelola dan punya akses pada modal, teknologi, pasar mangemen dan
seterusnya. Oleh sebab itu perlindungan hukum pertanahan nasiona terhadap
akses dan aset masyarakat atas tanah berdasarkan hak perorangan atas tanah
sangat penting artinya dalam pembauran hukum pertanahan nasional .2

Hambatan dalam pengadaan tanah di Indonesia antara lain adalah
ketidakpastian dalam pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Pada asasnya
dalam pembebasan tanah, perihal ganti rugi harus memberikan keuntungan
yang lebih kepada pemilik tanah sebelumnya, karena mereka telah rela
mengorbankan tanahnya untuk pembangunan. Disamping dalam pengadaan
tanah secara faktual, masih melibatkan instansi-instansi pemerintahan yang
sangat banyak, sehingga menciptakan birokrasi yang ruwet dalam pembebasan
tanah.

Perlindungan hukum pertanahan nasional terhadap hak perorangan atas

tanah dimaksudkan adalah perlindungan hukum melalui peraturan perundang-

8Joyo Winoto, Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, Makalah Dalam
Rangka Dies Natalis Universitas Padjajaran Ke-50, (Bandung, 10 September
2007), hal. 7.
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undangan terhadap hubungan hukum antara perorangan dengan tanah yang
menghasilkan hak-hak perorangan atas tanah.’

Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan
kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan
belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian
hukum akan tercapai bila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga
tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang
tindih antara peraturan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal.

Pada hakikatnya, negara yang menganut paham kesejahteraan modern
(welfare state modern) juga merupakan negara hukum modern atau negara
hukum dalam arti materiil yang selanjutnya dikenal dengan negara modern.
Konsep negara kesgahteraan ini lahir sebagai reaks terhadap gagalnya konsep
negara hukum liberal dalam mewujudkan kesgjahteraan warganya. Ajaran
hukum negara libera berpandangan bahwa fungsi negara harus dibatasi secara
minimal, sehingga membatasi kebebasan penguasa untuk melakukan tindakan
sewenang-wenang.™

Dalam UUPA juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP No. 24
Tahun 1997) mengatur mengenai kegiatan pendaftaran tanah yang pada
hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik
tanah. Dengan terbitnya sertipikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan

maka akan memberikan rasa aman kapada pemilik tanah akan hak atas tanah

*Muhammad Bakri, Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara
Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah,
(Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hal.3.

Darwin Ginting, Op.cit., hal.10.
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yang dimilikinya sehingga sertipikat tanah tersebut merupakan alat bukti yang
kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang
data tersebut sesuai dengan data yang terdapat didalam surat ukur dan buku
tanah yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh
Negara atau Pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di
wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi
kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum
dibidang pertanahan termasuk penerbitan tanda-tanda buktinya dan
pemeliharaannya.**

Pendaftaran tanah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,
karena pendaftaran tanah sangat erat kaitannya dengan pengamanan aset atau
kekayaan yang berupa tanah dari setigp orang atau badan hukum yang
memiliknya, karena dengan memahami arti dan fungsi pendaftaran tanah yang
kemudian mendaftarkan tanahnya, maka akan diperoleh beberapa manfaat baik
dari segi hukum maupun dari sudut ekonomi.

Tujuan pendaftaran tanah pada hakikatnya adalah untuk memberikan
jaminan kepastian hukum yang bermuara pada perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, sertipikat tanah merupakan alat
bukti yang sangat penting bagi subjek hukum hak atas tanah sehingga dalam
melakukan proses penerbitan sertipikat tanah harus relevan dengan bukti-bukti

yang kongkrit.

1 Boedi Harsono, op.cit., hal. 72.
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Di dalam praktek yang sesuai dengan kenyataan di lapangan ternyata
masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya sehingga sering
timbul sengketa tanah dalam hal kepemilikan atas tanah tersebut. Bukti-bukti
pemilikan hak atas tanah pada sebagian masyarakat masih menggunakan bukti-
bukti yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat, serta masih
menganggap bahwa petuk pajak bumi, girik, pipil, ketitir, dan verponding
Indonesia merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Akibatnya dengan
tidak didaftarkannya tanah tersebut oleh pemilik tanah maka tanah tersebut
tidak akan mendapatkan bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat sebagai
bukti hak atas tanah yang kuat bagi sipemilik tanah yang tidak dapat diganggu
gugat oleh pihak manapun.

Sebagian tanah-tanah yang ada di Jakarta dan disekitarnya, masih ada
yang berstatus tanah girik. Tanah girik adalah tanah bekas hak milik adat yang
belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebagai tanah bekas hak
milik adat girik bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah. Tapi
sebagian masyarakat kita yang masih buta dengan hukum beranggapan bahwa
dengan adanya girik tersebut status tanah yang dimilikinya adalah bersatus hak
milik dan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya. Girik
hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah yang dikuasai.

Selanjutnya berkembang dari latar belakang tersebut diatas penulis

mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GIRIK SEBAGAI
PEMILIK HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah

Agung No. 1930 K/Pdt/2007)”.
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B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka
terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni:
1. Apakah girik dapat dijadikan sebagai petunjuk pemilikan hak atas tanah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang girik atas tanah yang belum
didaftarkan tersebut apabilaterjadi sengketa?
3. Apakah putusan MA No. 1930 K/Pdt/2007 sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku?

C. METODE PENELITIAN

Didalam penulisan ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe
penelitian deskriptif analisis, dengan tujuan memberikan gambaran tentang obyek
penelitian dan melakukan analisis terhadap kepastian hukum atas status tanah
milik adat dalam bentuk girik dan juga memberikan informasi kepada masyarakat
agar mengerti proses pendaftaran tanah yang memberikan suatu kepastian hukum
dibidang pertanahan di Indonesia.

Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu jalan
keluar atau saran dalam memecahkan masalah secara sistematis dan factual.
Penelitian normatif ini akan dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan
data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan. Untuk
mendapatkan data sekunder tersebut maka penulis menggunakan alat pengumpul
data yaitu studi dokumen. Data sekunder yang berhubungan dengan judul

penelitian dan pokok permasalahan dalam penelitian ini berupa:
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

4. Peraturan Menteri Negara AgrarialK epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan berupa buku-buku karangan para ahli, artikel dan berita diberbagai
media massa yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier
Bahan berupa abstrak, kamus, ensiklopedia, internet yang berkaitan dengan
penelitian.

Penelitian kepustakaan ini akan dianalisis oleh penulis secara kumulatif
yaitu berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan dibidang pertanahan, buku-buku dan/atau daftar bacaan hasil
penelitian yang berwujud laporan serta tulisan-tulisan atau karya ilmiah yang
berkaitan dengan obyek penelitian ini, kemudian dikuaifikaskan untuk
memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan atau dokumen yang antara lain diambil dari putusan Pengadilan
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Negeri dan Mahkamah Agung. Lalu data yang sudah diperoleh dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif yaitu memberi arti dan menginterprestasikan
setigp data, setelah diolah kemudian dalam bentuk kalimat secara sistematis

kemudian untuk ditarik suatu kesimpulan.

D. SSISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, pokok
permasal ahan, metode penelitian serta sistematika penulisan.
BAB Il : TEORI DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang berbagal landasan teori, putusan
pengadilan yang menjadi objek penelitian dan analisis terhadap
permasalahan hukum.
BAB |1l : PENUTUP
Dalam bab ini merupakan hasil akhir dari penjabaran dan analisis yang
dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, dengan memberikan kesimpulan

dan saran-saran.
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BAB 11
PEMBAHASAN

2.1. TEORI DAN KAJIAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
2.1.1. Sgjarah Hukum Tanah di Indonesia

Seperti apa yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa
tanah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber
daya adlam utama, yang selain mempunya nilai batiniah yang mendalam bagi
rakyat Indonesia juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan
negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat oleh karena itu kehidupan
manusia selalu terkait erat dengan keberadaan tanah. Hubungan manusia dengan
tanah menjadi tidak terpisahkan meskipun terjadi suatu perubahan atas
perkembangan manusia. Untuk itu tidak jarang terjadi seseorang berani
mempertarunkan harta dan nyawanya demi mempertahankan sebidang tanah
miliknyadari gangguan pihak lain.

Prof. Boedi Harsono menyebutkan bahwa Hukum Tanah adalah
keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak
tertulis, yang semuanya mempunyal obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak
penguasaan atas tanah sebagal |lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-
hubungan hukum konkret, beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan
dipelgari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang
merupakan satu sistem. Oleh karena itu, Hukum Tanah merupakan satu bidang
hukum yang mandiri dan sebagar Cabang Hukum yang mandiri mempunyai
tempat sendiri dalam Tata Hukum Nasional .

Penergpan Hukum Tanah di Indonesia dalam kerangka mengatur
hubungan atau hak-hak penguasaan mayarakat atas tanah di wilayah Indonesia
telah mengalami berbagal tahapan perkembangan yang cukup signifikan. Tahapan
perkembangan Hukum Tanah di Indonesia dapat dideskripsikan dalam dua bagian

Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1. Cet. Xll. (Edis Revisi) 2008. Jakarta:
Djambatan, 2008, hal. 30.f1
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penting, yaitu dengan membedakan antara kondisi sebelum dan sesudah
berlakunya UUPA.

2.1.2 Hukum Tanah di Indonesia Sebelum Berlakunya UUPA

Sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan berbagal perangkat
Hukum Agraria bahkan masyarakat Indonesia sebenarnya telah melakukan
pengaturan terhadap hubungan manusia dengan tanahnya melalui sebuah
kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan dengan masyarakat lainnya
sehingga menghasilkan tata kehidupan yang tentram dan saling menghargai.
Perubahan pada masyarakat Indonesia pada saat itu terjadi setelah datangnya
Belanda ke Indonesia yang pada akhirnya merubah ketentuan yang berlaku
dibidang agraria sebelumnya.

Hak ulayat masyarakat hukum adat sebelum berlakunya UUPA mencakup
Tanah-tanah di wilayah masyarakat hukum adat seperti desa, marga, hutan, dusun
yang meliputi tanah-tanah hak maupun tanah-tanah ulayat yaitu tanah kosong
yaitu tanah-tanah yang belum dikuasai dan digunakan warga setempat.

Hak ulayat adalah hak bersama para warga suatu masyarakat hukum adat
tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para
warganya, untuk mengambil manfaat dari sumber daya aam, termasuk tanah
dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya sepanjang
masa. Adanya hak ulayat diakui dalam Hukum Tanah Nasional, sepanjang
menurut kekuatan yang ada. Eksistensi hak ulayat sangat beraneka ragam. Mulai
dari yang benar-benar masih ada, sampai yang pada kenyataannya tidak ada lagi.
Yang sudah tidak ada lagi, tidak dihidupkan kembali. Hak ulayat diatur oleh
hukum adatnya setempat. Hak ulayat masih ada, jika pada kenyataannya dipenuhi
tiga kriteria dibawah ini:?

a. Adanya kelompok masyarakat yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya, sebagai warga bersama suatu masyarakat hukum tertentu, dan
mengakui serta menerapkan ketentuan-ketentuan hukum masyarakat
hukumnya dalam kehidupan sehari-hari.

“Sunaryo Basuki, Mata Kuliah Hukum Agraria Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional,
Bagian | (Edisi Revisi), September 2009, hal. 15B.
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b. Mash adanya suatu wilayah berupatanah, air dan/atau hutan yang merupakan
sumber hidup dan kehidupan bersama (* |ebensraum” ) para warga masyarakat
hukum adat tersebut dan tempat mengambil kebutuhan hidupnya sehari-hari,
yang dalam hukum tanah disebut dengan tanah ulayat.

c. Mash adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan,
penggunaan dan pemeliharaan tanah ulayat yang bersangkutan, yang berlaku
dan ditaati oleh para warga, dan dilaksanakan oleh penguasa adatnya, yang
terdiri atas Kepala Adat dan para Tetua Adat.

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga yang merupakan
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bukan kepunyaan Kepala Adatnya.
Kepala Adat tersebut biarpun dibanyak tempat dijabat secara turun menurun,
adalah hanya merupakan petugas masyarakat hukum adatnya, yang bertindak
untuk dan atas nama masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hukum Tanah di Indonesia sebelum berlakunya UUPA terdapat dua
sumber peraturan yang dianut oleh masyarakat ada yang bersumber pada Hukum
Adat yang berkonsepsi komunalistik religius dan ada juga yang bersumber pada
Hukum Barat. Perbedaan sumber pada peraturan ini lebih pada pengaturan atas
tanah yang dimiliki bukan pada orang-orang yang memiliknya. Pada saat ini
hukum tanah yang berlaku di masyarakat terdiri atas yang tertulis dan lainnya
yang tidak tertulis.

Pada zaman pendudukan Belanda, antara tahun 1602-1799 dimana VOC
berkuasa, pengaturan, pemilikan dan penguasaan tanah merupakan hukum Barat
dengan tidak mempedulikan hak-hak tanah rakyat dan raja-raja di Indonesia,
tetapi secara umum hukum adat yang memiliki corak dan sistem sendiri tidak
dipersoakan oleh VOC, bahkan membiarkan rakyat Indonesia hidup menurut adat
dan kebiasaannya® Sedangkan pada zaman Daendels tahun 1808-1811 telah
terjadi perubahan yang cukup mencolok atas struktur penguasaan dan pemilikan
tanah dengan sistem penjualan tanah. Kondisi demkian menyebabkan munculnya
tanah-tanah pertikelir.

%Erman Rajagukguk, Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah Daerah Kebutuhan
Hidup, (Jakarta: Chandra Pratama, 1995), hal.8-11.
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Pada zaman pendudukan Inggris tahun 1811-1816, terutama masa Raffles
berkuasa, semua tanah yang berada dibawah kekuasaan Pemerintah dinyatakan
sebagai eigendom government, sehingga seluruh tanah dikenakan pajak bumi.
Zaman Culturstelsel telah melakukan penanaman komoditi tertentu yang hasilnya
harus diberikan untuk kepentingan penjgah. Dari hal ini, penduduk tersingkir ke
pegunungan untuk mencari lahan-lahan lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Segjak tahun 1870, setelah keluarnya Undang-undang Agraria Barat yang
disebut dengan Agrarische Wet 1870 menjadi pokok hukum dan semua peraturan
pel aksanaannya dalam pengaturan bidang agraria yang diberlakukan pada masa
itu. Ketentuan utama dalam Agraricshe Wet bahwa Pemerintah pada masa itu
memberikan kesempatan yang besar bagi perusahaan asing, terutama yang
bergerak dibidang pertanian untuk berkembang di Indonesia, dengan tetap
menjamin hak-hak pribumi atas tanah miliknya. Aturan selanjutnya yang
dikeluarkan adalah Agrarische Besluit yang merupakan ketetapan raja Belanda
untuk menetapkan bahwa pemilik atas tanah di seluruh Indonesia adalah
Pemerintah Belanda, kecuali tanah-tanah yang dapet dibuktikan eigendomnya.

Pada masa kolonial ini tanah-tanah hak adat tidak terdaftar, kalaupun ada
hanya bertujuan untuk bukti setoran pgjak yang telah dibayar pemiliknya. Dalam
hal ini terdaftar tanah tersebut bukan sebagai bukti formal hak atas tanahnya.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia
berusaha mengakhiri dominasi Hukum Agraria Barat yang ditinggalkan oleh
Pemerintah Belanda. Namun demikian sampai tahun 1950-an Pemerintah
Indonesia belum mampu menghasilkan suatu Hukum Agraria Nasional yang
secara tetap menggantikan Hukum Agraria Barat. Baru pada tahun 1954,
dikeluarkan Undang-undang No. 54 Tahun 1954 tentang Penyelesaian soal
Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat, Undang-undang ini hanya mengatur
secara parsial persoadlan tanah di Indonesia, sedangkan aturan secara umum
tentang Hukum Agraria yang akan menggantikan secara total Hukum Agraria
Barat warisan penjgah sampai tahun 1959 tidak dapat dibuat.

2.1.3 Hukum Tanah di Indonesia Sesudah Berlakunya UUPA
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada

Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan, yang kita
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sebut Hukum Tanah, dimana di kalangan pemerintahan dan masyarakat umum

jugadikenal sebagai Hukum Agraria

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-
TLNRI No0.2043. Undang-Undang ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA). Sgiak diundangkan UUPA, berlakulah Hukum Agraria
Nasional yang mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa
Pemerintahan Hindia Belanda, antara lain Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55 dan
Agrarische Bedluit Stb. 1870 No. 118.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka
terjadilah perubahan secara fundamental di bidang hukum tanah dan hak-hak
perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Jika pada masa sebelumnya
terjadi dualistik hukum tanah yang berlaku, maka setelah UUPA terjadi unifikasi
hukum tanah yang bersumber hanya kepada hukum adat tidak tertulis.
Konsekuens dari hal ini adalah secara tegas dinyatakan tidak berlakunyalagi:

a. Hukum Tanah Barat yang liberalistik yang ketentuannya terdapat dalam Buku
Kedua KUHPerdata Indonesia (kecuali tentang ketentuan hipotik yang masih
berlaku),

b. Hukum Tanah Adat Tertulis yang diciptakan oleh Pemerintah Belanda dan
Pemerintah Swapraja.

Sangat wajar apabila konsepsi, bahan, norma, sistem, asas-asas dan
lembaga-lembaga hukumnya ditetapkan sebagal sumber perumusan Hukum
Tanah Nasional, karena Hukum Tanah Adat tidak tertulis ini sangat sesuai dengan
kepribadian Bangsa Indonesia dan juga merupakan hukum rakyat Indonesia yang
adli.

Daam ha lain, unifikas hak-hak perorangan atas tanah (hak-hak atas
tanah dan hak jaminan atas tanah) yang sudah dikuasai oleh orang dan badan
hukum baik yang berasal dari Hukum Tanah Barat maupun Hukum Tanah Adat
(yang tertulis atau tidak tertulis), melalui diktum kedua UUPA, yaitu ketentuan
konversi dari hukum terhitung sejak 24 September 1960 dikonversi atau diubah
menjadi hak-hak perorangan atas tanah menurut Hukum Tanah Nasiona. Dari
konteks di atas, makafungsi UUPA adalah:
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a. Menciptakan unifikasi hukum tanah dan mengakhiri hukum tanah yang
dudistik,

b. Unifikas hak-hak perorangan atas tanah melalui ketentuan konversi (Diktum
Kedua UUPA),

c. Meletakkan landasan hukum untuk melaksanakan pembangunan Hukum
Tanah Nasional.

UUPA memiliki sifat nasiona dalam aspek forma maupun material.
Dalam aspek formal, UUPA merupakan Hukum Tanah Nasional yang dibuat oleh
pembentuk Undang-undang di Indonesia, dibuat di Indonesia, disusun dalam
bahasa Indonesia, berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan meliputi seluruh tanah
yang ada di wilayah negara Indonesia. Sedangkan tentang aspek material, UUPA
harus juga bersifat nasional dalam hal tujuan, konsepsi, asas-asas, sistem dan
isinya.

Perubahan tersebut bersifat mendasar atau fundamental, karena baik
mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya,
maupun isinya harus sesuai dengan kepentingan rakyat |ndonesia serta memenuhi
pula keperluannya menurut pemintaan zaman.

Tujuan diundangkan UUPA sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan

Umumnya yaitu: *

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan
bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil
dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
hukum pertanahan.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak
atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Konseps yang mendasari Hukum Tanah Nasional yang berasal dari
Konseps Hukum Adat adalah bersifat komunalistik religius yang berarti Hukum

4 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group). hal.1.
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Tanah Nasional memberikan kesempatan pemilikan tanah secara individual,
dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mencakup unsur
kebersamaan. Kesempatan hak kepemilikan atas tanah oleh individu masyarakat
memperoleh prlindungan hukum dengan ketentuaan dilakukan pendaftaran
terlebih dahulu. Dengan pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas kepemilikan
tanah juga, maka hak keperdataan seseorang anggota masyarakat terhadap

tanahnya memperoleh jaminan hukum.

2.1.4 Ketentuan Umum Pendaftaran Tanah di Indonesia
2.1.4.1 Pengaturan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh
Negara/lPemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-
wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan
rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan
termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.

Kata-kata suatu rangkaian kegiatan menunjuk kepada adanya berbagai
kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan
yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada
tersedianya data yang diperiukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.

Kata-kata terus menerus menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia
harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan
peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya merupakan data bukti
menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam
hukum-hukum negara yang menyel enggarakan pendaftaran tanah.

Cite-cita UUPA antara lain adalah menjamin adanya kepastian hukum
yang berkenaan dengan hak atas tanah. Dalam kerangka kepastian hukum itu pula
UUPA, terutama dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, menentukan kewagjiban untuk
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melakukan pendaftaran terhadap hak-hak tertentu atas tanah, termasuk di
dalamnya hak-hak atas tanah menurut hukum adat.® Secara lengkap Pasal 19 ayat
(1) UUPA menyebutkan sebagal berikut

“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peratruran Pemerintah”.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pada masyarakat modern merupakan
tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian
kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar,
dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum
hasiinya memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang, karena
akan digunakan sebagai tanda bukti.®

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 bidang, yaitu:

1. Data Fisik, yaitu mengenai tanahnya, lokasinya, batas-batasnya, luasnya,
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

2. Data Yuridis, yaitu mengena haknya, sigpa pemegang haknya, ada atau tidak
adanya pihak lain.

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum mengena hak-
hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan
diundangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:

1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.

2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak
atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang
dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan
calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah
yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi
Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya,
(Bandung: Alumni, 1993). Hal.8.
®Boedi Harsono, lbid, hal. 72.
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Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, Siapapun yang
berkepentingan akan dengan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia
baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya,
bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewagjiban serta larangan-larangan apa
yang ada dalam menguasa tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang
dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal
lan yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang
dipunyainya.

Di Indonesia penyelenggaraan pendaftaran tanah diklasifikasikan menjadi
duajenis kegiatan berdasarkan tujuannya, yaitu:

1. Rechts Cadaster/Legal Cadaster (Kadaster Hak)

Yaitu jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam
pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian
subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan
Sertipikat sebagal tanda bukti haknya.

2. Fiscal Cadaster (Fiskal Kadater)

Yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang
wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat
tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan
sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PBB).

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi kewagjiban bagi Pemerintah
maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA:’

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini melipuiti:

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah

"Urip Santoso, Op.cit., hal.3.
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b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebaga alat
pembuktian yang kuat

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara
dan masyarakat, keperluan lau lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan
bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-
biaya tersebut.

Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan
disini sudah dibuat, semula adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengena yang semula yang ditunjuk
untuk didaftar adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku
lagi dengan disahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Istilah pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997

Pasal 1 ayat (1), didefinisikan sebagai berikut:

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penygjian serta pemeliharaan data fisik dan
data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengena bidang-bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susunm termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik
atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebani”.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam
rangka rechts cadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat
bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku
Tanah dan Sertipikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat

Ukur.®

8Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga
Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2008, hal.81.
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Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mempunya kedudukan yang
sangat strategis dan menentukan bukan hanya sekadar sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administras
pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan dan Hukum
Pertanahan di Indonesia.’

Maria S. W. Sumardjono, menyatakan bahwa terbitnya Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilatar belakangi oleh kesadaran akan semakin
pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan
dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara normatif, kepastian
hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan
secara operasional mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan
peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan
konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.*

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 justru dipertegas dan diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 yang merupakan upaya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada
sekaligus penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan  masyarakat
sebagaimana prinsip-prinsipnya telah diamanatkan oleh UUPA. Ketentuan baru
pendaftaran tanah dimaksud secara substansia tetap menampung konsepsi-
konsepss Hukum Adat yang hidup dan berakar daam masyarakat, sehingga
dengan demikian memperkuat kerangka tujuan UUPA, yaitu untuk menciptakan
unifikasi Hukum Tanah Nasional yang memang didasarkan pada Hukum Adat.™

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan dengan Peraturan
Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasiona (Permen
AgrarialKepalaBPN) No. 3 Tahun 1997 tentang K etentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

®Urip Santoso, Op.cit., hal 5.

Maria S. W. Sumardjono, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam
Pendaftaran Tanah,(Y ogyakarta: Makalah Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah
dan Pgjak-Pajak Yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya, 1997), hal.1.

“Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung:
Mandar Maju, 2008), hal .15.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



25

2.1.4.2 Pengertian, Asas, Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah

Meskipun UUPA mengatur pendaftaran tanah, namun tidak memberikan
pengertian apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah. Begitu pula dengan
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak
memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah.

Menurut A. P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre
(Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman),
menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak)
terhadap suatu bidang tanah. Kataini berasal dari bahasa Latin Capistratum yang
berarti suatu register atau caoita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah
Romawi (Capotatio Terrens). Dalam arti yang tegas, Cadastre merupakan alat
yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari tersebut dan juga sebagal
Continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.™

Menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, dari segi istilah,
ditemukan istilah pendaftaran tanah dalam Bahasa Latin disebut Capistarum, di
Jerman dan Italia disebut Catastro, di Prancis disebut Cadastre, di Belanda dan
juga di Indonesia dekenal dengan istilah Kadastrale atau Kadaster. Maksud dari
Capistratum atau Kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau
unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis
untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan pada luas, nilai dan kepemilikan
atau pemegang hak atas suatu bidang tanah, sedangkan kadaster yang modern bisa
terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.®

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah
dikenal 2 macam asas, yaitu:

1. Asas Secialiteit
Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar
peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut
masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena
itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum

A P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal.18-19.
3 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op.cit., hal.18.
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terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas
tanah, letak dan batas-batas tanah.
2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas)

Asas ini memberikan data yuridis tentang sigpa yang menjadi subjek
haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadi peralihan dan
pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang
dapat melihatnya.

Berdasarkan asas ini, setigp orang berhak mengetahui data yuridis tentang
subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak dan pembebanan hak atas
tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan
keberatan sebelum sertipikat diterbitkan, sertipikat pengganti, sertipikat yang
hilang atau sertipikat yang rusak.**

Dari beberapa pengertian Pendaftaran Tanah yang dirumuskan di atas
dapat disimpulkan adanya prinsip-prinsip pokok tentang proses penyel enggaraan
pendaftaran tanah, yakni prinsip penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus, berkesinambungan, teratur, menghasilkan data fiskk dan hukum,
dan penetapan wilayah penyelenggaraan yang tertentu. Prinsip terus menerus dan
teratur memberikan maksud bahwa kegiatan yang dilakukan untuk
mengumpulkan dan menghasilkan data harus senantiasa dipelihara dan
disesuaikan dengan perubahan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah setidaknya harus memiliki asas yang
memudahkan bagi setiap orang untuk melakukannya. Dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa asas pendaftaran tanah adalah:
“Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau,
mutakhir.” Maka yang dimaksud dengan asas-asas dalam pendaftaran tanah
tersebut yaitu:

1. Asas Sederhana

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan terutama pemegang hak atas tanah.

¥Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, (Jakarta: Karunika-Universitas
Terbuka, 1988), hal.99.
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2. AsasAman
Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan
jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
3. Asas Terjangkau
Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,
khususnya dengan memberikan kebutuhan dan kemampuan golongan
ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan
pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.
4. Asas Mutakhir
Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pel aksanaannya
dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar
dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.
5. Asas Terbuka
Asas ini dimaksudkan bahwa setigp data yang tersimpan di Kantor
Pertanahan harus dalam keadaan nyata, dan setiap orang dapat mengakses data
tersebut setigp saat. Asas ini menurut dipeliharanya data pendaftaran tanah
secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lapangan.
Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah menurut
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:
a. Daftar Tanah
Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas
bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
b. Surat Ukur
Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam
bentuk peta dan uraian.
c. Daftar Nama
Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan

mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan
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dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh perseorangan
atau badan hukum tertentu.

d. Buku Tanah
Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis
dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah:™

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagal
pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama
dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA.
Maka memperoleh sertipikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan
hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Sertipikat
sebagal surat tanda bukti hak, ditebitkan untuk kepentingan pemegang hak
yang bersangkutan, sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan data
yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertipikat adalah
hak pemegang hak atas tanah yang dijamin undang-undang.*®

Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum
dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain
yang dikuasakan olehnya.

Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, melipuiti:
a. Kepastian Status Hak Y ang Didaftar

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status

hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna

Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.

BUrip Santoso, Op.Cit., hal.18.
1“Boedi Harsono, Op.Cit., hal .500.
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b. Kepastian Subjek Hak

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti

pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Indonesia atau

warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang
secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan
hukum publik).

c. Kepastian Objek Hak

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak
tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di
jalan, Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota, dan provinsi mana. Batas-batas
tanah meliputi sebelah Utara, Selatan, Timur, dan Barat berbatasan dengan
tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter
persegi. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang hak yang bersangkutan
diberikan sertipikat sebagal tanda bukti haknya.

2. Untuk menyediakan informas kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk
terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga
pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dapat dengan mudah
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
mengena bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah
terdaftar.

Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fislk dan data yuridis dari
bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk
umum.

Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat dengan
mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor
Pertanahan Kabupaten/K ota apabila mau mengadakan suatu perbuatan hukum

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar,
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misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah atau perusahaan
swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan.
3. Untuk Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan

Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib
Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan,
Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian
Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat recht cadaster.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara balk merupakan dasar dan
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.

Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan
satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas
bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan diselenggarakannya

pendaftaran tanah, adalah:
1. Manfaat bagi pemegang hak
a. Memberikan rasa aman.
b. Dapat mengetahui dengan jelas datafisik dan data yuridisnya.
c. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak.
d. Hargatanah menjadi lebih tinggi.
e. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.
f. Penetapan Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
2. Manfaat bagi Pemerintah
a. Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program
Catur Tertib Pertanahan.
b. Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang berkaitan dengan tanah
dalam pembangunan.
c. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa
batas-batas tanah, pendudukan tanah secaraliar.
3. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditor
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Bagi calon pembeli atau calon kreditor dapat dengan mudah memperoleh
keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang akan

menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah.

2.1.4.3 Penyelenggar aan Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA sebagaimana yang telah disebutkan di atas
dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia adalah Pemerintah. Namun dalamn Pasa ini tidak
menyebutkan instans Pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tanah
tersebut. Begitu pula di dalam Pasal 1 PP Nomor 10 Tahun 1961 hanya
menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran
Tanah.'” Pasal 19 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa ”Pendaftaran tanah
diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan
lalu lintas sosid ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut
pertimbangan Menteri Agraria’.

Dalam Penjelasan Umum Angka IV UUPA menyatakan bahwa:

“Pendaftaran tanah akan disdlenggarakan dengan mengingat pada
kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, lalu lintas sosial
ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personel dan
peraatannya. Oleh karena itu, akan didahulukan penyelenggaraannya di
kota-kota lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi wilayah
Negara’.

A.P. Parlindungan menyatakan bahwa pendaftaran tanah itu mahal sekali
anggarannya, sehingga tergantung dari anggaran yang tersedia, kepegawaian dan
sarana maupun prasarana yang diperlukan sehingga diprioritaskan daerah-daerah
tertentu terutama yang mempunyai lalu lintas perdagangan yang tinggi satu dan
lainnya menurut pertimbangan dari menteri yang bersangkutan dan urgensi yang
ada, sungguhpun pada waktu itu di seluruh wilayah Republik Indonesia di tiap
kabupaten sudah ada K antor-kantor Agraria dan Pertanahan.™®

YUrip Santoso, Op.Cit., hal.23.

8A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, cet. 2., (Bandung:
Mandar Maju, 1991), hal. 115.
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Atas dasar ketentuan Pasal 19 ayat (3) tersebut di atas, penyelenggaraan
pendaftaran tanah diprioritaskan di daerah perkotaan disebabkan di daerah ini lalu
lintas perekonomian lebih tinggi dari pada di daerah perdesaan. Selanjutnya,
pendaftaran tanah diselenggarakan di daerah perdesaan. Pendaftaran tanah ini juga
bergantung pada anggaran negara, petugas pendaftaran tanah, peralatan yang
tersedia, dan kesadaran masyarakat pemegang hak atas tanah.

UUPA menetapkan bahwa bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
biaya pendaftaran tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UUFPA, yaitu:

“Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan
bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya
tersebut”.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Pemerintah tidak mampu
membebaskan seluruh biaya pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban bagi
pemohon pendaftaran tanah, disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh
Pemerintah. Pemerintah hanya dapat memberikan subsidi biaya pendaftaran tanah
kepada pemohon pendaftaran tanah.

Dalam sgarah, pendaftaran tanah di Indonesia pernah dilakukan oleh
Menteri Agraria, Menteri Pertanian dan Agraria, Direktorat Jenderal Agraria
Departemen Dalam Negeri, dan terakhir oleh Badan Pertanahan Nasional yang
dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan
Pertanahan Nasional. Daam Pasa 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan
bahwa: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”.
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa:

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala

Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan

Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan

kepada Pgjabat lain”.

Yang dimaksud dengan Pegabat lain tersebut yaitu dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala

Kantor Pertanahan kabupaten/K ota.
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Badan Pertanahan Nasiona pada mulanya diatur dengan Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1988, kemudian ditambahkan dengan Keputusan
Presiden Nomor 154 Tahun 1999, diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 95
Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Dalam struktur organisasi, Badan Pertanahan dibagi 3 berdasarkan
wilayah, yaitu:

1. Di Tingkat Pusat (Ibu Kota Republik Indonesia) dibentuk Badan Pertanahan
Nasiona Republik Indonesia (BPN-RI).

2. Di Tingkat Provins dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi (Kanwil BPN Provinsi).

3. Di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
(Kantah Kabupaten/K ota).

Dalan melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/K ota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat
lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP
Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Peabat-pgjabat  yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
dalam pel aksanaan pendaftaran tanah, adalah:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Peran PPAT dalan pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal
pembuatan akta pemindahan hak dan akta pemberian Hak Tanggungan atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

2. Pegjabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW)
Peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal
pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik.

3. Pgjabat dari Kantor Lelang
Peran Pejabat dari Kantor Lelang dalam pel aksanaan pendaftaran tanah adalah
dalam hal pembuatan Berita Acara Lelang atas hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun.

4. Panitia Adjudikasi
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Peran Panitia Adjudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam
hal pendaftaran tanah secara sistematik. Semua kegiatan dalam pendaftaran
tanah secara sistematik dari awal hingga penandatanganan sertipikat hak atas
tanah dilaksanakan oleh Paniti Adjudikasi.

2.1.4.4 Objek Pendaftaran Tanah
Dalam UUPA mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang didaftar hanyalah
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Menurut Pasal
9 PP Nomor 24 Tahun 1997, objek Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:
1. Hak Milik
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 20 ayat
(1) UUPA, yaitu:

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh  yang
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal

2 E|ak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Y ang dapat mempunyai Hak Milik, adalah:

a. Hanyawarganegaralndonesia.

b. Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial (Permen
AgrarialKepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan).

2. Hak GunaUsaha
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun dan
dapat diperpanjang paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian,
perikanan atau peternakan. Diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA,
yaitu:
“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
langsung dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu

sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian,
perikanan atau peternakan”.
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Y ang dapat mempunyai Hak Guna Usaha, adal ah:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Paka Atas Tanah, jangka waktu Hak Guna
Usaha, adalah untuk pertama kalimya paling lama 35 tahun, dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat
diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.
. Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 20 tahun. Diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
UUPA, yaitu:

(1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

(2) Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu tersebut
dalam ayat 1 tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling
lama 30 tahun”.

Y ang dapat mempunyai Hak Guna Banguna, adal ah:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

Dari asal tanahnya, Hak Guna Bangunan dapat terjadi pada tanah negara,
tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. Jangka waktu Hak Guna
Bangunan atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan menurut Pasal 25
PP No, 40 Tahun 1996 adalah untuk pertama kalinya paling lama adalah
30 tahun, dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 20 tahun, dapat
diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan jangka
waktu Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik menurut Pasal 29 PP No.
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40 Tahun 1996, adalah paling lama 30 tahun, tidak dapat diperpanjang,
tetapi dapat diperbaharui haknya atas kesepakatan pihak pemilik tanah dan
pemegang Hak Guna Bangunan.

. Hak Pakai

Diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Adaah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pegabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjannjian sewa menyewa atau
perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal  tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-

Undang ini”.

Hak Pakal ada yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan dan ada yang diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan.
Hak Pakal yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada
Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah,
Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Badan Internasional, Badan
K eagamaan, dan Badan Sosial.

Jangka waktu Hak Peka atas tanah negara dan tanah Hak
Pengelolaan adalah untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun, dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat
diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Jangka waktu Hak
Pakai atas tanah Hak Milik adalah paling lama 25 tahun, tidak dapat
diperpanjang akan tetapi dapat diperbarui haknya atas dasar kesepakatan
antara pemilik tanah dan pemegang Hak Pakai.

. Tanah Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 jo Pasal 1 angka 3 Permen AgrarialKepala BPN Nomor 3
Tahun 1999 jo Pasal 1 angka 3 Permen Agraria Kepala BPN Nomor 9
Tahun 1999, adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pel aksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
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Y ang dapat mempunyai Hak Pengelolaan, adalah:

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah

b. Badan Usaha Milik Negara.

c. Badan UsahaMilik Daerah.

d. PT Persero.

e. Badan Otorita

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh
Pemerintah.

. Tanah Wakaf

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu:
“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-selamanya untuk
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai
dengan gjaran Agama Islam”.
Hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan atas
kepentingan umum lainnya menurut gjaran Agama Islam hanyalah Hak
Milik. Daam perwakafan tanah Hak Milik terdapat pihak yang
mewakafkan tanah disebut Wakif, pihak menerima tanah wakaf disebut
Nadzir, pihak yang membuat Akta Ikrar Wakaf adalah Pegabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf, dan pihak yang mendaftar tanah yang diwakafkan

adalah Kantor Pertanahan K abupaten/K ota.

. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan
utamanya digunakan secara terpisah sebagal tempat hunian, yang
mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Menurut Pasal 8 ayat (2)
dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, yang dimaksud
dengan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, adal ah:
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(2) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah hak milik atas
satuan yang bersifat perorangan dan terpisah.

(3) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (2) meliputi juga hak atas bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan
yang bersangkutan”.

8. Hak Tanggungan
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang
dimaksud dengan Hak Tanggungan, yaitu:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor
lain”.

9. Tanah Negara

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
yang dimaksud dengan Tanah Negara, yaitu:

“Tanah Negara atau tanah yang dikuasa langsung oleh Negara
adal ah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah”.
Dalan hal tanah Negara sebaga objek pendaftaran tanah,
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah
yang merupakan tanah negara dalam daftar daftar tanah. Daftar
tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas
bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Untuk tanah negara
tidak disediakan buku tanah dan oleh karenanya di atas tanah
Negaratidak diterbitkan sertipikat.™

Objek pendaftaran tanah apabila dikaitkan dengan sistem pendaftaran
tanah menggunakan sistem pendaftaran tanah (registration of titles) bukan sistem
pendaftaran akta (registration of deed). Sistem pendaftaran hak tampak dengan
adanya Buku Tanah sebaga dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik

Urip Santoso, Op. Cit., hal.30.
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yang dihimpun dan disgikan serta diterbitkannya sertipikat sebaga surat tanda
bukti hak yang didaftar.?

Sedangkan dalam pendaftaran akta, yang didaftar bukan haknya,
melainkan justru aktanya yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang
membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-
perbuatan hukum mengena hak tersebut kemudian. Pendaftaran tanah menurut
UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menganut sistem
pendaftaran hak bukan sistem pendaftaran akta.

2.1.4.5 Kegiatan Pendaftaran Tanah
Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang
dilakukan oleh Pemerintah meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat.
Kegiatan pendaftaran tanah tersebut diatas dijabarkan lebih lanjut lagi
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:
1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Opzet atau Initial
Registration).

Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah
yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 tentang pendaftaran tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Pasal 1 angka
9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk
pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan
pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftraran tanah
untuk pertamakali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa atau kelurahan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24

% A.P. Parlindungan, Op. Cit., hal 480,
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Tahun 1997). Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu
rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh
Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam
melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri
Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenal satu atau beberapa objek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian suatu desalkelurahan secaraindividual atau massal
(Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Dalam suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah
pendaftaran tanah secara sistematik, maka pendaftaran tanahnya dilaksanakan
melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik
dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah
secara sporadik dapat dilakukan secara perorangan atau massal.

a. Pengumpulan dan pengolahan datafisik.
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan
kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatannya meliputi:
1. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran;
4. Pembuatan daftar tanah;

Daftar tanah adalah dokumen dalam daftar yang memuat identitas
bidang tanah dengan suatu sistem penomoran (Pasal 1 angka 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan atau dibubuhkan
nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar
tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar
tanah diatur oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan
Nasional.

5. Pembuatan Surat Ukur.
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Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Bagi bidang-bidang yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta
pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran
haknya. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik
yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil
pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan
pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau
K epala Badan Pertanahan Nasional.

b. Pembuktian hak dan pembukuannya, kegiatannya meliputi:
Pembuktian hak baru;

Pembuktian hak lama;

Pembukuan hak;

Penerbitan sertipikat;

g c W DN BE

Penyajian data fisk dan data yuridis,

6. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Bijhouding atau Maintenance).

Y ang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisk dan data yuridis dalam peta
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian (Pasa 1 angka 12
Perarturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi
perubahan data fisk atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah
terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan
data fisk atau data yuridis tersebut kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah, terdiri atas:

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi:
1. Pemindahan hak;
2. Pemindahan hak dengan lelang;
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Peralihan hak karena pewarisan;

Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau
koperasi;

Pembebanan hak;

Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.

. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi:

o a0~ WD PF

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;

Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah;

Pembagian hak bersama;

Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun;
Peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan;

Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan;

Perubahan nama;

Perubahan data yuridis dapat berupa;

Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
Peralihan hak karena pewarisan;

Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau
koperasi;

Pembebanan Hak Tanggungan;

Peralihan Hak Tanggungan;

Hapusnya Hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun dan Hak Tanggungan;,

Pembagian hak bersama;

Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau
penetapan K etua Pengadilan;

Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;

Perubahan datafisik dapat berupa;

Pemecahan bidang tanah;

Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;
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c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

2.1.4.6 Pembuktian Hak dalam Pendaftaran Tanah

Daam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan
bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru
dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan dengan:
a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak
tersebut berasal dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. Penetapan
pejabat yang berwenang mengenal pemberian hak atas Tanah Negara
dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum. Pada
saat ini pengaturan tentang pejabat yang berwenang menerbitkan surat
keputusan pemberian hak atas tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan
diatur dalam Permen Agraria/K epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sedangkan prosedur pemberian hak
atas tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan diatur dalam Permen
AgrarialK epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengel olaan.

2. Adli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak
Milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai Hak
Guna Bangunan dan Pakai atas tanah Hak Milik.

Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik
disamping diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, juga
diatur dalam Permen Agraria/K epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997.
b. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak Pengelolaan
oleh pegabat yang berwenang.
Penetapan pemberian Hak Pengelolaan berupa diterbitkannya Surat
Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Kepala Badan Pertanahan
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Nasional Republik Indonesia. Mekanisme pemberian Hak Pengelolaan diatur
dalam Permen AgrarialK epala BPN Nomor 9 Tahun 1999.
. Tanah wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf

Yang dimaksud dengan Akta lkrar Wakaf adalah Akta lkrar Wakaf
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang perwakafan Tanah Milik. Ketentuan mengenai pembuktian wakaf
ditinjau dari sudut objeknya, pembukuan merupakan pendaftaran untuk
pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebenarnya sudah
didaftar sebagai tanah Hak Milik. Pejabat yang berwenang menerbitkan Akta
Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dijabat
oleh Kepala Kantor Urusan Agama (Kepala KUA).

. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan akta pemisahan

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah hak pemilikan individua atas
suatu satuan rumah susun tertentu, yang meliputi dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hak bersama atas apa yang disebut
dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, tempat bangunan
rumah susun itu didirikan. Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun
dilakukan berdasarkan akta pemisahan, yang menunjukkan satuan rumah
susun yang mana yang dimiliki dan berapa bagian proporsional pemilikannya
atas benda-benda yang dihaki bersama tersebui.

Y ang dimaksud dengan akta pemisahan satuan rumah susun menurut Pasal
1 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, adalah akta
pemisahan atas satuan rumah susun yang harus didaftarkan oleh
penyelenggara pembangunan pada Kantor Pertanahan setempat dengan
melampirkan sertipikat hak atas tanah, izin layak huni serta warkah-warkah
lainnya.

Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun merupakan pendaftaran
untuk pertama kali, biarpun hak atas tanah terdapat bangunan gedung yang
bersangkutan sudah didaftar. Pejabat yang berwenang mengesahkan akta
pemisahan rumah susun adalah Bupati atau Walikota setempat berdasarkan
Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989
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tentang Bentuk dan Tata Cara serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah

Susun.

e. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta Pemberian Hak
Tanggungan.

Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta
Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996. Akta Pemberian Hak Tanggungan menurut Pasal 1
angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah akta PPAT yang beris
pemberian Hak Tanggungan kepada Kreditor tertentu sabagai jaminan untuk
pel unasan piutangnya.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa
dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak lama dan untuk
keperluan pendaftaran hak dibuktikan melalui dua cara, yaitu:

1. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan
alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar
kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi daam pendaftaran tanah secara
sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak
pihak lain yang membebaninya.

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas
nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut
kemudian beralih, bukti hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak
pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang
dimaksudkan tersebut dapat berupa:

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings
Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan bahwa hak
eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi haki milik.

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings
Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), sgjak berlakunya UUPA sampai
tanggal pendaftaran tanah dilakukan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan.
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. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Swapraja yang bersangkutan.
. Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
AgrariaNomor 9 Tahun 1959.

. Surat keputusan pemberian hak milik dari pegjabat yang berwenang, baik

sebelum atau sgjak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk
mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban
yang disebut di dalamnya.

Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat atau Kepala Desa Kelurahan yang dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibbuat oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan.

. Akta Ikar Wakaf atau Surat |krar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Risalah lelang yang dibuat oleh Pgabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan.

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

. Petuk Pajak Bumi atau Landrate, girik, pipil, ketitir dan Verponding
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961.

Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pgjak Bumi dan Bangunan.

. Lain-lain bentuk alat prmbuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal |1, Pasal VI dan Pasal VIl Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi bukti

kepemilikan itu, dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan

yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat

Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud
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dengan saks adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui

kepemilikan tersebut.

2. Dalam hal atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian hak
dapat dilakukan berdasarkan pernyataan penguasaan fisik oleh pemohon
pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. Penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan secara nyata dan dengan
itikad baik selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.

b. Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut tidak diganggu
gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat
hukum adat atau kepala desa atau kel urahan yang bersangkutan.

c. Kenyataan tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat
dipercaya.

d. Pihak lain telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui
pengumuman.

e. Kebenaran-kebenaran tersebut di atas telah diteliti.

f. Kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan
dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia
Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik, dan oleh Kepaa
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

2.2 Analisis Yuridis Sertipikat dan Girik Dalam Bukti Kepemilikan Tanah
2.2.1 Pengertian Tanda Bukti

Dari pembahasan di atas sudah sangat jelas bahwa tujuan pendaftaran
tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah untuk
memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan. Oleh karena itu pemegang hak atas tanah yang yang bersangkutan
setelah dilakukan pendaftaran tanah maka akan diterbitkan sertipikat sebagai
tanda bukti pemilikan hak atas tanah yang bersangkutan oleh Kepala Pertanahan
Kabupaten atau Kota.
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Tetapi saat ini dari kondis masyarakat Indonesia sudah jauh lebih
berkembang cara pikir sesuai dengan berkembangnya zaman baik di desa ataupun
kota, keberadaan sertipikat yang sudah jelas diakui merupakan alat bukti yang
kuat dan sah atas kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan, masih terdapat
dokumen lain yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia seperti ketitir,
girik, Verponding Indonesia yang dianggap juga sebaga tanda bukti pemilikan
hak atas tanah.

Meskipun pemikiran tersebut merupakan anggapan yang salah, akan tetapi
keberadaan girik dan jenis surat lain ternyata sampai saat ini masih berkembang di
masyarakat Indonesia tertentu. Bahkan cara pemikiran tersebut tidak hanya
dimiliki oleh masyarakat pedesaan bahkan sampai ke masyarakat perkotaan
terutama di kota Jakarta masih memiliki anggapan demikian. Dengan kondisi
tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bagian tersendiri.

Sebelum kita membahas mengenai tata cara pensertifikatan tanah girik,
saya merasa perlu untuk menjelaskan, apa itu tanah girik. Tanah girik adalah
istilah populer dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum di konvers
menjadi salah satu tanah hak tertentu (Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertipikatkan pada Kantor
Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam antara lain: girik, petok
D, rincik, ketitir dan lain-lain.

Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan dari tangan ke
tangan, dimana semula bisa berbentuk tanah yang sangat luas, dan kemudian di
bagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa bidang tanah yang lebih kecil.
Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan di hadapan Lurah atau
Kepala Desa. Namun demikian, banyak juga yang hanya dilakukan berdasarkan
kepercayaan dari para pihak sgja, sehingga tidak ada surat-surat apapun yang
dapat digunakan untuk menelusui kepemilikannya.

Seperti sudah diketahui bahwa sampal pada tahun 1961, di Indonesia
dikena terdapat tiga jenis pungutan pgak yang masing-masing dikenakan sesuai
dengan status tanah yang ada, yaitu Verponding Eropa untuk tanah berstatus tanah
hak Barat, Verponding Indonesia untuk tanah berstatus tanah hak adat yang
berada di wilayah Gemeente dan Landrente atau pajak bumi untuk tanah dengan

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



49

status hak adat yang berada diluar wilayah Gemeente. Dalam konteks pemungutan
pajak ini yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut adalah hanya
pemilik atau pemegang hak atas tanah yang bersangkutan bukan tanah hak barat
atau hak adat maka tidak akan diberikan.

Pengenaan pgak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas
pemilikan atas tanah. Dikalangan masyarakat istilah ini dikenal dengan sebutan
pajak, pipil, girik dan lainnya. Karena pajak tersebut dikenakan kepada pemilik
atau pemegang hak tanah maka sering terjadi kesalahan, anggapan oleh sebagian
masyarakat. Bahwa petuk pajak atau girik yang sebenarnya hanya merupakan
surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak oleh pemilik atau pemegang hak
atas tanah kepada Pemerintah, diartikan oleh sebagian masyarakat tersebut
sebagal bentuk pengakuan Pemerintah atas tanah yang dimilikinya.

Anggapan tersebut terjadi pada waktu sebelum tahun 1961 kemudian
terbawa sampai saat ini, meskipun telah diundangkannya UUPA bahwa kegiatan
pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagal alat pembuktian yang kuat dan UUPA tidak
menyebut surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.

Klasifikasi tentang jenis hak tanah (hak barat dan hak adat) telah
dihapuskan termasuk di dalamnya hak-hak yang ada dan jenis pungutan pajak
juga dilakukan konverss dalam bentuk lain. Tiga jenis pungutan pajak yang
sebelumnya dikenakan diganti dengan nama luran Pembangunan Daerah (IPEDA)
dan diganti lagi dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). IPEDA dan PBB
tidak berkaitan langsung dengan status tanah, sehingga antara status tanah dan
hubungan dengan wajib pgak bukan sebagai faktor penentu penetapan pajaknya.
Daam Pasa 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan, disebutkan:

“yang menjadi subjek pgak adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan”.

Jadi setigp orang atau badan dapat dikenakan pajak apabila memperoleh
manfaat dari bumi atau bangunan, dan bukan hanya mereka yang menjadi
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pemegang hak atas tanah tersebut. Dalam pengenaan PBB diterbitkan surat
pengenaan pajak yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pgjak Terhutang
(SPPT). Penerbitan SPPT juga Petuk IPEDA tidak mengaitkan dengan status
hukum tanah.

Dengan penjelasan tersebut di atas jadi dapatlah dismpulkan bahwa girik
atau petuk pajak atau surat pajak lainnya tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak
atas tanah. Tentang hal tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya pada
tanggal 10 Pebruari 1960 melalui ketetapan Nomor 34/K/Sip/1960 juga
memutuskan bahwa girik atau petuk pajak tidak diterima sebagal bukti pemilikan
atas tanah meskipun telah dikenakan pajak. Secara lengkap putusan Mahkamah
Agung tersebut adal ah:

“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa

sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk

pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda
siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”.

Penegasan lain menyatakan bahwa tanda pembayaran pajak bukan menjadi
bukti hak atas kepemilikan tanah adalah seperti yang tercantum dalam SPPT itu
sendiri, yaitu: “Tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti
pemilikan hak”.

Dalam kaitan pembuktian hak kepemilikan atas tanah, girik merupakan
hanya sebagal salah satu bukti untuk melakukan pendaftaran hak atas tanahnya
untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Hal ini selaras
dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

“untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan aat-alat bukti mengenai adanya
hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau
pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap
cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan pihak-pihak lain yang
membebaninya’.

Salah satu bukti tertulis yang telah disebutkan di atas adalah Petuk Pajak
Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Ketitir,dan Verponding Indonesia untuk hal
sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961. Jadi Girik bukanlah sebagai bukti
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pemilikan hak atas tanah melainkan hanya sebagal bukti tertulis untuk melakukan
pendaftaran tanah yang berasal dari tanah hak adat. Secara langsung atau tidak
langsung, sebenarnya pendaftaran tanah dari tanah bekas hak adat berkaitan
dengan konversi hak atas tanah tersebut, yang memang sgjak keluarnya UUPA,
tanah hak adat dan tanah hak barat harus dikonversi atau disesuaikan atau diubah
dari peraturan hukum tanah Indonesialama menjadi peraturan yang baru.

Girik juga tidak kuat dalam melakukan pembuktian dalam kasus sengketa
di Pengadilan, kecuali dalam melakukan penggugatan atas bukti lain yang tidak
sah, dimana girik masih harus didampingi oleh penguatan alat bukti lain, seperti
surat keterangan Kepala Desa dan atau tentang sejarah kepemilikan tanah tersebut
yang benar dan kuat. Girik juga tidak dapat menjadi jaminan untuk memperoleh
pinjaman dari lembaga perbankan, berbeda halnya dengan Sertipikat Hak Atas
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Dari keberadaan girik yang justru sangat sering mengundang sengketa dan
juga pemahaman yang salah dari masyarakat mengena keberadaan girik, maka
melalui surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/1993, tanggal 27
Maret 1993, yang kemudian dilakukan penegasan ulang melalui surat edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ.6/1998, tanggal 11 Nopember 1998,
dinyatakan bahwa Girik, Petuk, dan Ketitir sgjak dikeluarkannya surat edaran
tersebut dilarang untuk diterbitkan lagi diwilayah Indonesia.

2.2.2 Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan diri sebagai pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum, kepada pemegang
hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan
pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda
bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak
menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.
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Baru pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan
sertipikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu
bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang ditetapkan oleh Menteri Agraria

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kalinya menghasilkan surat tanda
bukti hak, yang berupa sertipikat. Pengertian sertipikat menurut Pasal 1 angka 20
PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

“sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,

tanah wakaf, hak milik atas satuam rumah susun dan hak tanggungan

yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkutan”.

Sertipikat ~ diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sedangkan Pejabat yang menandatangani sertipikat adal ah:

a. Daam pendaftaran tanah secara sistematik, sertipikat ditandatangani oleh
Ketua Panitia Ajudikas atas nama Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/K ota.

b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual
(perseorangan), sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/K ota.

c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat massal, sertipikat
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas
nama Kepala Kantor Pertanahan K abupaten/K ota.

Maksud diterbitkan sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa
dirinya sebaga pemegang haknya. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan
pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang
telah didaftar dalam buku tanah.

Pihak-pihak yang menerima penyerahan sertipikat yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan K abupaten/K ota, adal ah:

1. Untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dipunyai
oleh satu orang, sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang
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namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagal pemegang
hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
Untuk tanah wakaf, sertipikat diserahkan kepada Nadzirnya atau pihak lain
yang dikuasakan olehnya.
Dalam ha pemegang hak sudah meninggal dunia, sertipikat diterimakan
kepada ahli warisnya atau salah seorang waris dengan persetujuan para ahli
waris yang lain.
Untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan
bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang
diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis
para pemegang hak bersamayang lain.
Untuk Hak Tanggungan, sertipikat diterimakan kepada pihak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan atau kepada pihak lain yang
dikuasakan olehnya.

Ada bermacam-macam sertipikat berdasarkan objek pendaftaran tanah

dalam PP Nomor 40 tahun 1996 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

-~ o o 0 T @

> @

Sertipikat Hak Milik.
Sertipikat Hak Guna Usaha.
Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara.
Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengel ol aan.
Sertipikat Hak atas Tanah Negara.
Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Hak Pengel olaan.
Sertipikat Tanah Hak Pengel ol aan.
Sertipikat Tanah Wakaf.
Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Sertipikat Hak Tanggungan.
Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal

32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

1

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebaga aat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
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2. Dadam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad
baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai
hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam waktu 5 tahun sgak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengena penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

Pensertipikatan tanah girik tersebut dalam istilah hukum tanah disebut
sebagal “Pendaftaran Tanah Pertama Kali”. Pendaftaran tanah untuk pertama
kalinya untuk tanah garapan, dalam prakteknya prosesnya dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

1. Mendapatkan surat rekomendasi dari Lurah atau Camat perihal tanah
yang bersangkutan;

Pembuatan surat tidak sengketa dari RT/RW/Lurah;

Dilakukan tinjau lokas dan pengukuran tanah oleh kantor pertanahan;

Penerbitan Gambar Situasi baru;

o ~ w DN

Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai
dengan luas yang tercantum dalam Gambar Situasi;
Proses pertimbangan pada Panitia A;
Penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT);
Pembayaran Uang Pemasukan ke Negara (SPS);
Penerbitan Sertipikat tanah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat(1) UUPA PP Nomor 24 Tahun 1997,
maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi

© oo N o

negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat
kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini
berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat
mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan
yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan

sebaliknya. Dengan demikian, pengadilanlah yang berwenang memutuskan
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alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar,
maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagai mana mestinya.

23 KasusPosis
Tanah secara hukum memegang peranan yang sangat penting bagi

kehidupan utama manusia, bailk secara individual atau perorangan maupun
kelompok masyarakat, dimana tanah dapat menentukan keberadaan dan
keberlangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik bagi diri sendiri sebagai
individu maupun implikasinya bagi orang lain.

Salah satu kasus sengketa pemilikan tanah yang menjadi objek dalam
penelitian ini adalah mengenal sengketa tanah hak milik adat dalam bentuk Girik
C Nomor 1033 Persil 6.S.1 atas nama Tony Sugiri dengan luas seluruhnya kurang
lebih 133.950 M2 (seratus tigapuluh tiga sembilanratus limapuluh meter persegi)
yang terletak di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng,
Kotamadya Jakarta Barat dimana Penggugat sebagai ahli waris merasa dirugikan
dengan diterbitkannya sertipikat HPL Nomor 2 tanggal 24 Februari 1993 terdaftar
atas nama Perum Perumnas seluas 900.420M2 (+99 HA). Yang telah diputus
dalam Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1930 K/Pdt/2007.

2.3.1 Uraian Mengenai Duduk Perkara

Uraian mengenal duduk perkara dalam gugatan ini adalah Para Penggugat
Nyonya Nelli Surijati adalah istri dari dmarhum Tuan Tony Sugiri, Nyonya
Astrid Sugiri (Astrid Winarko) keduanya ahli waris dari almarhum Tuan Tony
Sugiri bahwa berdasarkan Akta Keterangan tentang Hak Warisan Nomor 1/88
diterangkan bahwa dari perkawinan almarhum Tuan Tony Sugiri dengan Nyonya
Nelli Surijati telah lahir 2 (dua) anak perempuan yaitu Nyonya B. Inggrid Sugiri
dan Nyonya Astrid Sugiri.

Nyonya Bernadette Inggrid Sugiri telah menolak harta peninggalan dari
almarhum Tuan Tony Sugiri berdasarkan akta penolakan Hak Mewaris Nomor 35
tangga 21 Januari 1988 dihadapan Notaris F.J. Mawati, SH, sesuai dengan Surat
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 1986 Nomor
02/1988/Penol akan.
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Berdasarkan akta Pengikatan Jual beli Nomor 10 tanggal 10 Januari 1987
yang dibuat dihadapan F.J. Mawati, SH, Notaris di Jakarta, Penggugat telah
membeli sebidang tanah Berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Januari
1987 Nomor 10 yang dibuat dihadapan F.J. Mawati, SH, Notaris di Jakarta,
Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Jimmy Subagia Mulyadi (d/h. Lie
Goan Thiam), yaitu tanah hak milik adat dalam bentuk Girik C Nomor 1033 Persil
6.S.1 atas nama Tony Sugiri dengan luas seluruhnya kurang lebih 133.950M 2
(seratus tigapuluh tiga sembilanratus limapuluh meter persegi) yang terletak di
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat.
Dan pada saat ditanda tanganinya akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Januari
1987 Nomor 10 tersebut, telah dibuat dan ditanda tangani juga Akta Kuasa
tanggal 10 Januari 1987 Nomor 11, antara Jimmy Subagia Mulyadi (d/h. Lie Goan
Thiam) sebagai pemberi kuasa (penjual) dengan amarhum Tony Sugiri sebagal
penerima kuasa (pembeli).

Pada tahun 1998 ada kebijakan Pemerintah yang memerintahkan agar
semua tanah atau lahan kosong dimanfaatkan untuk warga yang tidak mempunyai
tempat tinggal, dan sgjak saat itu lahan milik penggugat tersebut didirikan
bangunan tempat tinggal oleh penduduk. Sehingga tanpa sepengetahuan
Penggugat bahwa tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan sertipikatnya oleh
BPN Jakarta Barat yaitu sertipikat HPL Nomor 2 tanggal 24 Februari 1993
terdaftar atas nama Perum Perumnas, seluas 900.420M2 (+99 HA).

Dalam sertipikat HPL Nomor 2 tersebut tercatat ada beberapa buah Girik
Hak Milik Adat yang dimasukkan kedalam sertipikat tersebut, tetapi tidak jelas
apakah ada yang sudah dibebaskan oleh Tergugat I, karena yang jelas tanah
milik Penggugat yaitu Girik C. 1033 persil 6. S| tersebut sama sekali belum
pernah dibebaskan dan dilepaskan haknya oleh Penggugat kepada Tergugat |.
Sehingga tindakan yang dilakukan oleh BPN yang memasukkan tanah milik
Penggugat kedalam sertipikat HPL Nomor 2 atas nama Perum Perumnas seolah-
olah tanah tersebut telah dibebaskan, adal ah suatu tindakan yang melawan hukum,
yaitu suatu perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman berupa penggel apan.

Pada pertengahan tahun 2003, Walikota Jakarta Barat telah
memerintahkan agar seluruh tanah yang ditempati oleh para penggarap atau
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penduduk di wilayah Cengkareng Timur segera ditertibkan dan dibongkar untuk
dikembalikan dan diserahkan kepada pemiliknya, termasuklah tanah milik
Penggugat Girik C. 1033 persil 6. Sl seluas 133.950 M2 (seratus tigapuluh tiga
sembilanratus limapuluh meter persegi).

Setelah selesal pembongkaran bangunan-bangunan tanpa izin tersebut
tanah itu langsung dikuasai secara fisik oleh Perum Perumnas dan dipagar tembok
sekelilingnya.

Penggugat melalui Kuasanya pada waktu itu Bapak Makmun  Sitanggang
telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat | (Perum Perumnas) agar
tanah milik Penggugat tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Akan tetapi
Tergugat | dengan itikad yang tidak baik tidak bersedia mengembalikannya
dengan alasan tanah tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat | kepada penggarap.

Sesuai  dengan Surat Tergugat | (Perum Perumnas) tanggal 27 Februari
2003 Nomor Dirut/080/62/11/2003. Tergugat | mengatakan pada butir Nomor 3
sebagai berikut: “Atas tanah C. 1033 persil 6.S.1 seluas 133.950 M2 (seratus
tigapuluh tiga sembilanratus limapuluh meter persegi) telah diserahkan
pengelolaannya oleh Lien Goan Thiam kepada Tony Sugiri (Penggugat)
berdasarkan akta Notaris F. J. Mawati Nomor 10 tanggal 10 Januari 1987, adapun
pembayarannya oleh Perum Perumnas diserahkan kepada beberapa penggarap
yang secara phisk menguasal tanah tersebut sesuai ketetapan dari BPN dan
pel aksanaannya melalui Panitia Pembebasan Tanah”.

Karena tanah tersebut masih dalam penguasaan phisik oleh Tergugat |
maka untuk menjamin gugatan Penggugat ini, Penggugat mohon kehadapan
Bapak Ketua Pengadilan Negeri, berkenaan kiranya meletakkan sita jaminan (CB)
khusus terhadap sebidang tanah seluas 133.950 M2 (seratus tigapuluh tiga
sembilanratus limapuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Cengkareng Timur,
Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta dan Penggugat mohon agar
mebongkar kembali pagar dan tembok yang telah dipasang tersebut dikembalikan
kepada keadaan semula

Secara juridis Penggugat telah sah memiliki tanah seluas 133.950 M2
(seratus tigapuluh tiga sembilanratus limapuluh meter persegi) tersebut sejak
tahun 1987 sesuai dengan akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 10 januari
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1987 dengan Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 10 Januari 1987 dan Terguggat Il
dengan permintaan Tergugat | telah menerbitkan sertipikat HPL Nomor 2 pada
tahun 1993 seluas 990.420 M2 (sembilanratus sembilanpuluh empatratus
duapuluh meter persegi) dimana tanah milik Penggugat tersebut telah dimasukkan
dalam sertipikat HPL Nomor 2 tersebut, sehingga Penggugat telah dirugikan
karena tidak dapat mengelola dan mengerjakan tanah tersebut sebesar
Rp.8.000.000.- per Hektar untuk setahun, berarti jika 133.950 M2 (13.5 Ha) =
13.5 x Rp.8.000.000. x 11 = Rp. 11.880.000.000.

Tergugat | sendiri mengakui dalam suratnya tanggal 27 Februari 2003
belum ada pembebasan atas tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat |,
menurut pengakuan Tergugat |, Tergugat | hanya pernah membayar ganti
kerugian kepada penggarap-penggarap (penggarap bukanlah pemilik), oleh
karenanya Tergugat | salah sasaran (jika memang benar pernah membayar ganti
rugi kepada penggarap-penggarap).

Penerbitan sertipikat HPL Nomor 2 atas nama Tergugat | tidak memenuhi
syarat formil dan material dan ditinjau dari segi juridis formil adalah tidak sah dan
cacat hukum oleh karenanya berakibat fatal demi hukum.

2.3.2 Putusan Pengadilan
2.3.2.1 Pengadilan Negeri Nomor : 417PDT.G/2004/PN-JKT. BAR., tanggal
19 Juni 2005
- Daam Konvensi:
- Daam Provisi: menolak tuntutan Provisi Penggugat;
- Daam Eksepsi: menolak Eksepsi Tergugat;
- Ddam Pokok Perkaraz Menolak Gugatan Penggugat untuk
selruhnya;
- Daam Rekonvensi:
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa adal ah sah milik Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan
selebihnya;

- Daam Konvens dan Rekonvensi:
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- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvens untuk
membayar biaya perkara berjumlah Rp. 2.234.000.- (dugjuta
duaratus tigapuluh empatribu rupiah).

2.3.2.2 Pengadilan Tinggi Nomor: 180/PDT/2006/PT.DKI

a. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/Para
Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi;

b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Juni
2005 Nomor: 417/Pdt.G/2004/PN. Jkt. Bar., yang dimohonkan banding
tersebut;

c. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat Konpensi/Para
Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
300.000.- (tigaratus ribu rupiah).

2.3.2.3 Mahkamah Agung Nomor: 1930 K/Pdt/2007
a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
1. NyonyaNELLI SURIJATI;
2. Nyonya ASTRID SUGIRI (ASTRID WINARKO) tersebut;
b. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasas ini sebesar Rp.
500.000.- (limaratus ribu rupiah).

24  Analisis Terhadap Permasalahan Hukum
Dari penulisan yang sudah dilakukan Penulis, analisa terhadap
permasal ahan hukum dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Apakah girik itu dapat dijadikan penunjuk pemilikan hak atastanah?

Alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dari suatu peristiwva
hukum yang telah terjadi. Tanpa alat bukti, peristiwa hukum yang telah terjadi
tidak diketahui dan tidak diakui oleh umum. Hal ini berlaku dalam berbagai segi
kehidupan, begitu juga segi hukum pertanahan. Dalam hukum pertanahan, alat

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



60

bukti hak atas tanah bukan merupakan alat yang harus dimiliki oleh setiap
pemegang hak atas tanah, balk itu perorangan maupun badan hukum yang
memiliki sebidang tanah.

Mengenai alat bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA Pasal
19 ayat (2) sub ¢ menyebutkan:

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebaga aat
pembuktian yang kuat.”

Kuat berarti, bahwa selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan
kebenarannya, maka keterangan yang terdapat dalam surat tanda bukti tersebut
harus diterima sebagal benar adanya dengan tidak perlu ada bukti tambahan.

Pembuktian hak baru ates tanah diatur dalam Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas tanah harus dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari Peabat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak
tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan.

2. Adli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak
milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenal Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

b. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak tersebut oleh
pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila
mengenal Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

c. Tanah wakaf dibuktikan dengan aktaikrar wakaf

d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

e. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian Hak

Tanggungan.

Pembuktian hak lama atas tanah diatur dalam Pasa 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konvers
hak-hak |ama dibuktikan dengan alat-alat butki mengenai adanya hak tersebut
berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saks dan atau pernyataan yang
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bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam

pendaftaran tanah secara sistematik atau okeh Kepala Kantor Pertanahan

dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar
hak-hak pihak lain yang membebaninya.

b. Dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan
kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20
(duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran
dan pendahul u-pendahulunya, dengan syarat:

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh
yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh
kesaksian orang yang dapat dipercaya;

2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pemgumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh
masyarakat hukum adat atau Desa/lKelurahan yang bersangkutan atau pun
pihak lainnya.

Jadi pembuktian dalam suatu hal hukum dan peradilan adalah suatu
peristiwa dan hak. Contoh hak yang dimaksud adalah hak kepemilikan atas tanah.
Hak atas tanah sebagal suatu hubungan hukum antara orang atau badan hukum
dengan suatu bidang tanah tertentu yang dimiliki, dimana di dalamnya diatur
tentang hak dan kewajiban. Hak disini diartikan sebagai kewenangan untuk
mempergunakan tanah bagi kepentingan pribadinya dengan batasan tidak
merugikan dan mengganggu pihak lain sesuai yang diatur dalam UUPA.#

Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah di masyarakat sehingga
kegjadian akan sengketa tanah dimunkinkan akan semakin tinggi untuk berbagai
kepentingan yang cenderung semakin meningkat sementara luasan tanah bersifat
tetap. Kgadian penyerobotan dan pemalsuan tanda bukti kepemilikan tanah,
merupakan salah satu jenis sengketa yang muaranya pada pengambil alihan secara
paksa atas hak kepemilikan tanah orang lain yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan akan tanah. Keadian tersebut merupakan suatu peristiwa yang

2john Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta; Sinar Grafika: 1993),
hal. 184.
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melawan hukum, tetapi seringkali masyarakat yang terlihat di dalamnya dalam
posisi yang lemah secara hukum apabila bukti dan pengetahuan hukum tentang
alat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki tidak sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini masyarakat perlu
mengetahui dan memiliki pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-
undangan yang berlaku dibidang pertanahan, terutama sekali mengenai tanda
bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui oleh hukum.

Dengan demikian maka dari kasus yang diambil oleh Penulis berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2007 mengenai tanah hak milik
adat dengan bukti Girik C.1033 Persil 6.S.I penulis memaparkan bahwa girik
merupakan bukti pembayaran pajak di dess-desa. Sebelum berlakunya UUPA
pencatatan-pencatatan dilakukan untuk memenuhi  bidang-bidang tanah atau
pekarangan-pekarangan berikut pohon-pohon yang telah diberikan kepada orang-
orang tertentu, yang diserta dengan pencatatan nama dan pemiliknya masing-
masing. Pencatatan-pencatatan ini bertujuan untuk menetapkan bagian masing-
masing pemilik dari bidang-bidang tanah tersebut dalam pajak umum yang telah
direncanakan, serta untuk menyelesaikan perkara-perkara tentang batas-batas
yang timbul diantara para pemilik tanah satu sama lain maupun antara pemilik-
pemilik tanah dengan Pemerintah saat itu

Adapun kegunaan girik adalah sebagai pegangan bagi wajib pajak dalam
rangka untuk mengoreksi ketetapan pajak yang dikenakan terhadap nama yang
tercantum dalam girik tersebut. Apabila perhitungan pajak tidak sesuai dengan
luas tanah yang dimiliki, maka dapat digjukan keberatan-keberatan pada kantor
pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Jadi dari dari apa yang telah dikemukakan di atas bahwa girik bukanlah
sebagai tanda bukti penunjuk yang sah atas pemilikan hak atas atas tanah, karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya mengatur bahwa
tanda bukti yang kuat berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah yang dimiliki
oleh s pemilik tanah dengan diterbitkannya sertipikat tanah oleh Badan
Pertanahan Nasional.

Penjelasan di atas memberi penegasan bahwa girik atau petuk pajak atau
surat pgjak lainnyatidak dapat dijadikan sebagai bukti hak atas tanah. Tentang hal
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tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 10 Februari 1960
melalui ketetapan Nomor 34/K/Sip/1960 juga memutuskan bahwa girik atau petuk
paak tidak diterima sebagai tanda bukti pemilikan tanah, meskipun telah
dikenakan pgjak. Secaralengkap putusan Mahkamah Agung tersebut adalah:

“Surat petuk pgak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa
sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk
pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda
sigpakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan.”

Sampal sekarang ini di sebagian masyarakat |ndonesia yang saat ini sudah
berkembang masih sgja ada yang beranggapan salah bahwa girik yang dimilikinya
adalah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang diakui oleh Pemerintah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Psajak: SE-
32/PJ.6/1993 tanggal 10 Juni 1993 sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor: SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 surat tanda bukti atas tanah
dalam bentuk girik tidak diterbitkan lagi sampa sekarang. Pemerintah
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak-hak
atas tanah. yang merupakan pel aksanaan dari ketentuan Pasal 19 UUPA.

Pendaftaran tanah selain suatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah bagi
masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi pengukuran, pemetaan
serta pembukuan tanah, juga memberikan manfaat bagi pemilikan hak atas tanah
yang antara lain adalah untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini diwujudkan
melalui pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai aat pembuktian
yang kuat yaitu sertipikat tanah.

- Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi :
“Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat

di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
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Dari kasus yang diambil oleh Penulis berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1930 K/Pdt/2007 penulis memaparkan bahwa dari aspek yuridis
seperti apa yang telah dikemukakan di atas bahwa girik bukanlah tanda bukti yang
kuat dan tanda bukti yang sah atas hak pemilikan atas tanah, karena peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya mengatur bahwa tanda
bukti yang kuat berkaitan dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh s pemilik
tanah yaitu dengan diterbitkannya sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan
Nasional. Sampai sekarang ini masih sgja ada sebagian masyarakat berkembang
beranggapan salah bahwa girik yang dimilikinya adalah merupakan tanda bukti
hak atas tanah yang diakui oleh Pemerintah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2.4.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang girik atas tanah
yang belum didaftarkan ter sebut apabila terjadi sengketa?

Dengan adanya keberadaan girik bagi pemegang girik atas tanah yang
belum didaftarkan masih sangat lemah sekali untuk mendapat perlindungan
hukum, karena tanah yang dimilikinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang
kuat dan pasti bagi pemegang girik atas tanah hak milik adat yang bersangkutan.

Penyel esaian pendaftaran tanah terhadap tanah bekas hak milik adat dalam
bentuk girik yang diperolen setelah berlakunya UUPA dalam praktik harus
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut UUPA, bukti atas tanah adat yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA
tetap diakui keabsahannya, dengan ketentuan harus disesuaikan dan dimasukkan
ke dalam sistem pranata hukum konversi. Dalam hal ini konversi atas dasar
pengakuan Hak, barulah dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk
selanjutnya diproses untuk medapatkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas
tanah yang kuat.

Oleh karena itu bagi orang-orang awam yang belum paham dengan
peraturan perundang-undangan mengenai hukum tanah yang berlaku di Indonesia
yang dalam praktik sering sekali timbul sengketa atas tanah dalam bentuk girik
dikarenakan peraturan perundang-undangan yang belum kondusif dan belum

terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisen maka alangkah
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baiknya Pemerintah melakukan penyuluhan hukum atau sosidlisasi hukum
mengenai status tanah hak milik adat dalam bentuk girik tersebut untuk
memperoleh kejelasan mengenai status hak atas tanah dan kepastian hukum yang
sah dan mengikat mengena tanah yang dimilikinya.

Untuk keperluan tersebut, peranan pendaftaran tanah untuk memproleh
informasi tentang pemilikan tanah sangat membantu pemerintah, baik dari segi
data bagi pengenaan pajak, juga untuk kepastian hukum dari pemilikan hak atas
tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:

“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang
diatur dengan udnag-undang”.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa pendaftaran tanah selain suatu
kewgjiban untuk mendaftarkan tanah bagi masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia yang meliputi pengukuran, pemetaan serta pembukuan tanah, juga
memberikan manfaat bagi pemilikan hak atas tanah yang antara lain adalah untuk
menjamin kepastian hukum. Hal ini diwujudkan melalui pemberian surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagal alat pembuktian yang kuat yaitu sertipikat tanah.

Ada 3 (tiga) ha mengenai kepastian hukum yang ingin dicapai UUPA
melalui pendaftaran tanah, yaitu:

1. Kepastian Hukum Mengenai Subyek Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
Jika pendaftaran tanah sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib, maka
melalui daftar buku tanah dapat dengan mudah diketahui siapa pemegang hak
atas suatu bidang tanah tertentu. Hal ini akan memberikan kepastian hukum,
pertama-tama bagi pemegang haknya itu sendiri, kedua bagi pihak lain yang
mempunyai  kepentingan atas tanah tersebut, misalnya pihak yang akan
membeli tanah yang bersangkutan. Pihak tersebut memperoleh jaminan
kepastian hukum bahwa dia akan membeli tanah dari orang yang benar-benar
mempunyai hak dan kewenangan untuk menjual tanah yang bersangkutan.
Jaminan kepastian hukum semacam ini sangat diperlukan untuk tanah
menunjang kelancaran roda perekonomian. Begitu juga dalam sengketa tanah
milik adat dalam bentuk girik dimana tanah sengketa adalah benar-benar atas
Tony Sugiri, namun karena status tanah yang dimiliki adalah tanah dengan
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hak milik adat dengan bentuk girik maka status girik yang dipegang tidam
mempunyai kepastian hukum maka dapat dengan mudah dimiliki oleh pihak
lain.

. Kepastian Hukum Mengenai Obyek Hukum

Hal ini mengena status tanahnya itu sendiri yang meliputi letak tanah secara
pasti, luas tanah berikut batas-batasnya yang jelas dan pasti. Jaminan
kepastian hukum mengenai obyek hukum ini sama pentingnya dengan
jaminan kepastian hukum mengena subyek hukum. Banyak kasus dalam
berbagai peristiwa yang diberitakan oleh media massa yang menyangkut tanah
fiktif yang menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Hal ini bisaterjadi karena
pendaftaran tanah belum dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib

. Kepastian Hukum Mengenal Hak Y ang Melekat Atas Tanah

Kepastian hukum mengena hak yang melekat atas tanah tersebut menjadi alas
hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum. Jaminan
kepastian hukum mengena hak yang melekat atas tanah ini merupakan hal
yang penting karena ada beberapa hak atas tanah yang tidak boleh dimiliki
oleh subyek hukum tertentu atau tidek boleh dipindahtangankan. Begitu pula
dalam sengketa tanah milik adat dalam bentuk girik tersebut yang mana
kepastiam hukum mengenal hak yang melekat atas tanah tersebut tidak kuat
sehingga menimbulkan terjadinya permasalahan atau sengketa dengan pihak
lain.

Kepastian mengenai ketiga hal tersebut di atas merupakan unsur yang

sangat penting untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak

atas tanah, karenanya harus didukung oleh fakta yang sebenarnya. Untuk

memperoleh fakta yang benar mengena segala sesuatu yang menyangkut bidang-
bidang tanah tersebut, pendaftaran tanah menurut UUPA yang dijabarkan dalam

peraturan pemerintah yang menggunakan sistem penelitian riwayat tanah,

pengukuran dan penetapan batas-batasnya, yang diikuti dengan pengumuman di

lokasi tempat tanah itu berada untuk memperoleh pengakuan dari pihak-pihak

yang bersangkutan dan kesaksian dari warga masyarakat setempat.

Ha ini dapat dikemukakan pula bahwa kegiatan pendafataran tanah

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada prinsipnya meliputi 3
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(tiga) kegiatan utama. Pertama adalah registrasi berupa kegiatan pencatatan data
bidang dari aspek hukum dan fisik yang dikenal dengan teknik kadaster. Kedua,
pengesahan hubungan hukum antara subyek dan obyek hak, yaitu bertujuan untuk
memperoleh pengesahan secara yuridis mengenai haknya, siapa pemegang haknya
(subyeknya) dan kondisi tanahnya (obyek hak), serta ada atau tidaknya hak lain
yang membebani dan atau permasalahan dimana alat pembuktian berupa dokumen
dan lainnya merupakan instrumen utamanya. Ketiga, penerbitan tanda bukti,
berupa sertipikat hak atas tanah.

Dari uraian diatas bahwa apabila kegiatan penyelenggaraan pendaftaran
tanah dilakukan dan terselenggara dengan baik maka sengketa tanah milik adat
tersebut dengan diterbitkannya sertipikat HPL Nomor 2 atas nama Perum
Perumnas seperti kasus dalam tesis ini tidak akan terjadi. Mengingat pendaftaran
tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai
bidang-bidang tanah.

Istilah pendaftaran tanah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, didefinisikan sebagai berikut:

“Pendaftaran tanah adal ah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengol ahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengena bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun,termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.”

Menyangkut pentingnya pendaftaran tanah yang bertujuan meneliti masih
ada atau tidaknya masyarakat pemilik tanah yang belum mendaftarkan tanahnya,
harus ada sikap pro aktif dari Pemerintah dalam ini BPN untuk terciptanya catur
tertib di bidang pertanahan. Menurut PP Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Pel aksanaan Penagturan Masal ah Pertanahan tercakup dalam catur tertib di bidang
pertanahan yang melipuiti:

a. Tertib hukum pertanahan.

b. Tertib administrasi pertanahan.

c. Tertib penggunaan pertanahan.

d. Tertib pendaftaran tanah dan lingkungan hidup.
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Dari uraian diatas bahwa apabila kegiatan penyelenggaraan pendaftaran
tanah dilakukan dan terselenggara dengan baik maka sengketa tanah milik adat
tersebut dengan diterbitkannya sertipikat HPL Nomor 2 atas nama Perum
Perumnas seperti kasus dalam tesis ini tidak akan terjadi. Penulis berpendapat
bahwa untuk menjamin kepastian hukun dan kepastian hak-hak atas tanah yang
dimilikinya maka atas tanah hak milik adat dengan bukti girik yang belum
didaftarkan maka terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran untuk pertama
kalinya di kantor pertanahan setempat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan
yang diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA untuk memperoleh alat bukti hak atas
tanah yang telah ditetapkan oleh UUPA yaitu sertipikat. Sertipikat mempunyai
kedudukan yang kuat dalam memperoleh kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi si pemegang hak atas tanah yang dimilikinya. Jadi girik bukanlah alat
bukti pemilikan tanah menurut hukum tanah nasional Indonesia, melainkan hanya
merupakan alat pembayaran pajak bagi tanah-tanah hak milik adat yang terletak di
luar wilayah gemeente, sekalipun wajib pajak adalah pemilik atas tanah girik
tersebut serta pendaftaran tanah atas girik tersebut yang menjadi salah satu cara
untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang kuat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.4.3 Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1930 K/Pdt/2007 sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Berdasarkan hasil penelitian dan andisis kasus yang telah dilakukan

sebelumnyaterhadap permasalahan hukum tersebut secara garis besar penulis

berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 180/PDT/2006/PT.DKI
telah sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah
diperkarakan di Pengadilan Negeri Nomor 417/PDT.G/2004/PN. JKT.BARAT
dan dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1930 K/Pdt/2007 dengan
menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan, Maelis Hakim

menjelaskan bahwa akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 10 Januari 1987

yang dibuat dihadapan Notaris F. J. Mawati bila dihubungkan dengan pernyataan
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Penggugat merupakan pengakuan yang mengada-ada tanpa dasar hukum, bahkan
terkesan sebagal suatu pernyataan yang bohong yang tidak semestinya terjadi.
Oleh karena Penggugat mengaku memperoleh hak tahun 1987 sedangkan
pembebasan telah terjadi tahun 1988, dimana tanah girik tersebut sudah
dibebaskan oleh Pemerintah dengan diterbitkannya sertipikat HPL Nomor 2 atas
nama Perum Perumnas, akan tetapi dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat
tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga dalil-dalil gugatan dianggap suatu hal
yang mengada-ada, maka Penulis berpendapat gugatan para Penggugat tersebut
yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
tanpa diketahui oleh Para Penggugat bahwa tanah hak milik adat dengan bukti
girik C.1033 persil 6.S.1 telah terbit sertipikat HPL Nomor 2 atas nama Perum
Perumnas sehingga para Penggugat menuntut ganti rugi kurang beralasan

Menurut Majelis Hakim apabila para Penggugat memperhatikan terhadap
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hak
pendaftaran tanah serta bertindak cermat seharusnya oleh Penggugat dapat
membuktikan seluruh dalil gugatan dan dapat dibuktikan sesuai dengan fakta
hukum di Pengadilan maka Hakim akan memberikab keadilan yang seadil-adilnya
bagi Penggugat.

Bahwa menurut Penulis berdasarkan penjelasan di atas dalil Penggugat
tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa tanah milik adat dengan bukti girik
tersebut adalah miliknya karena seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya
bahwa mengena girik dan surat pgak lainnya bukan merupakan suatu bukti
sebagai penunjuk pemilikan hak atas tanah. Sebagaimana telah diputuskan oleh
Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 10 Februari 1969 melaui
ketetapan Nomor 34/K/Sip/1960 juga memutuskan bahwa girik atau petuk paak
tidak diterima sebagai tanda bukti pemilikan tanah, meskipun telah dikenakan
pajak.

Penegasan lain menurut Penulis Mageis Hakim daam menetapkan
putusan dalam perkara ini mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
sampai Mahkamah Agung atas dasar ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :
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- Pasal 3 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi :

“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.”

- Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi :

“Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Untuk Perkara ini, pada semua tingkat pengadilan, mulai dari putusan
Pengadilan Negeri, kemudian banding Pengadilan Tinggi dan kasasi Mahkamah
Agung Jakarta, Majelis Hakim menintikberatkan pada data Fisik dan data Y uridis
atau asas pembuktian kepemilikan dari masing-masing pihak yang dapat
dibuktikan secara otentik kebenarannya.

Oleh karenanya hakim dalam memutuskan berpatokan pada Pasal 3 Huruf
A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam rangka memberikan kepastian hukum
kepada pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan
penegasan mengenal sgauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang
dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Oleh karena itu
ditentukan selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis
yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai tanda yang benar, baik
dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan
sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan
buku tanah yang bersangkutan.?? Oleh karena itu Perum Perumnas sebagai
pemegang sertipikat HPL Nomor 2 atas hama Perum Perumnas terbukti sebagai
pemilik atas tanah Hak Guna Bangunan yang bersangkutan dengan melihat data
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan.

%2 Boedi Harsono, op. cit., hal. 555-556
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam perkara ini
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menitik
beratkan pada pengertian sertipikat merupakan sebagai alat bukti yang kuat dan
dibuktikan dengan kebenaran data-data fislk dan yuridis yang dimiliki oleh
pemilik tanah yang bersangkutan apakah sama dengan date-data yang tersimpan
pada Kantor Pertanahan atau tidak. Sehingga hakim sendiri dapat membuktikan
bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik pihak yang memiliki data yang
sama dengan yang di Kantor Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pendaftaran Tanah.
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BAB |11

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka
Penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pokok permasalahan yang
ada di dalam tesisini, yaitu sebagal berikut:
1. Apakah girik dapat dijadikan sebagai penunjuk pemilikan hak atas
tanah?

Girik disini tidak dapat dijadikan penunjuk pemilikan hak atas
tanah karena girik hanya berfungsi sebagai alat bukti pembayaran
pajak atas tanah adat atau tanah garapan, atau bukti bahwa tanah
tersebut telah didaftar sebagal objek paak. Menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya mengatur
bahwa tanda bukti yang kuat berkaitan dengan pemilikan hak atas
tanah yang dimiliki oleh si pemilik tanah yaitu dengan diterbitkannya
sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional .

2. Bagamana perlindungan hukum bagi pemegang girik atas tanah yang
belum didaftarkan tersebut apabilaterjadi sengketa?

Perlindungan hukum pertanahan nasional terhadap hak perorangan
atas tanah adalah perlindungan hukum melalui peraturan perundang-
undangan belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian
hukum. Sebagian tanah-tanah yang ada di Jakarta dan sekitarnyamasih
ada yang berstatus tanah girik, dimana tanah girik adalah tanah bekas
hak milik adat yang belum didaftarkan pada kantor pertanahan
setempat. Oleh karena itu girik bukan merupakan suatu aat bukti yang
kuat sehingga sering sekali masyarakat yang terlibat di dalamnya
dalam posisi yang lemah secara hukum apabila bukti dan pengetahuan
hukum tentang alat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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3. Andisa Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1930 K/Pdt/2007 sudah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor.
1930 K/Pdt/2007 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu pada Pasa 3 huruf A dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa apabila telah dilakukan
pendaftaran pertama kali di kantor pertanahan setempat atas tanah bekas
hak milik adat dengan bukti girik, maka akan diterbitkan sertipikat oleh
Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengena data fisik dan data
yuridis yang terdapat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis
tersebut sesual dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak
yang bersangkutan, sehingga memberikan kepastian hukum kepada
pemegang hak atas tanah yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang
kuat oleh UUPA.

B. SARAN

Dari simpulan diatas, maka Penulis ingin memberikan saran
kepada masyarakat khususnya Kelurahan Cengkareng Timur serta instansi
yang berkaitan dengan permasal ahan ini, bahwa:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi oleh Instansi Pemerintah, baik itu
Kelurahan, Kecamatan atau Badan Pertanahan Nasional tentang
peraturan pertanahan yang khususnya mengenai pemahaman
masyarakat mengenai tanda bukti yang sah atas hak kepemilikan tanah
menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga
terbukanya akses masyarakat terhadap pemilikan dan penggunaan
tanah secara adil.

2. Mewujudkan kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien
sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan
optimal.

3. Bagi masyarakat yang masih memegang girik sebagai dokumen tanah
yang dimilikinya, maka sebaiknya perlu segera melakukan pendaftaran
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pertama kali untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hak atas
tanahnya dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah oleh Kantor
Pertanahan setempat.
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terjadi banjir terbesan, dan tidek bisa digsahe; lagi maka

feesebut diserahkan untek dijags kepada 3 ArAng wa, g

s Pemerintah (seperti [peda o n PRRY tetnp dibavar gleh

W ada ketijakan Pemerintah ¥ang memerintah<an agar semgs

- imanfantkan uniak wargs yang tidek mempun 1 fempat
B 5,

“itu, lahan milik Penggugat tersebur, didiritan bangyman

enggugat sangat kuaget sekali serelal;

B sampai tahun 1993 (bukyi P-VIIIA, VUIB, VIIC, VITID) .

Hien2utahut balvea tansk
|
I

932 persil 6.5.! terseby| tefah o erbitkan Sertitiketnyg izl

' Barat) yaito Sertifikat HPL N 2 langgal 24 Februari 1903

sPerum Perumnas {Termigat 1) splne 00,420 M2 0+ 90 |14,

'No.z seleag 900 420 M (199 HA) lersebut, selatn tanah milik

- 1033 persil 6. 8.1 seluas 133 95p M2} termasuk Juga tanah

i lzinnya, dan sengat mengherankan sekali kenapa dan apa dasar

8t 11 menerbitkan S, HPL No_2 atas nama Perum Pemmnas pada

sama sekali tidak perrah menjual, melepaskan haknva atay
1l

i tersebut kepada Tergugat ! (Perym Perumnas) atay kepads

.'J_'ﬁkat HPL No 2 atas nama Perum Peiunmas, seluas 99{}.42(} hii
wtal an antara lain |

erian Hak Pengelolaay’
Kepala BI'N Noy I3 7HP) 50m o

L S LR R N ol

g & T ) e TN TR Bas Lise 2 Jan f‘
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m dipergunakan untuk Proyck Perumy han Magicnal

R adat (antzra lain Tanah adar ex ¢

’Semfikat

HIG3 persid & S.13 |jkse

kal HPL iVo.2 seluas 990 470 M" Jlercatat ada heberapa buah

‘:'?ldat yang dimasukkan kedalam Smiﬁkm tersebut, tetapi tidak

g studah dibebaskan vleh Tergugar T, korena yang jelas tanah

Girik C. 1033 persil 6. 81 sefuas 13390 M 2 sama sekali
by skan dan dilepaskan haknya ofeh Perupugar kepada tergugar 1 :

Jetguyat 11 {BPN) yang meimastkkan tanab milik Pejgpuwn selaas

ik C. 1033 persilé. 5.1 kedalam Serti%ka HPL No2 an. Parm
[} seclah-olah tanzh tersehyt refaly dibebaskan, adalah syt
AR hukum, yaitu suatu perbugran pdang yang dapat dic cqn

B pengselapan
masukannya tanah milik Penguuweat seluas | 3,950 M2 Leda:

N ,__.Nu.Z, Penggugat sanyat diragikan sekali. baik nnoree) 0 FIR

gngan adanya perbuatan ini, sepiah-olah Fergupat | nerasa Aitio «

B dari 1anah Girik C 1033 persil 6. § | sclugs 133,950 M2 ;

gnhan tahun 2003, Walikorm Jakarty Larar gl nemerintahiyan

31, taneh yany ditlempati aleh pard penggarap/penduduk « Wilayah

 Tirur segera ditertibkan dan dibongkar untuk dikembalikan dar

sda pemiliknya, termasuklah tanah milik Pengeugat Girlk C 033

L

selesal pembongharan banyunan-bangy- :n tanpa izt tersebut wansh

.:_i:nasai secara phisik oleh Tergugar § (e Peruminas) dan dipagar
AENYA |
e it melalui Kuasanya pada wakiu ity Bapak Mzkniun Sitangygary,

klh mengirimkan surat kepada Tergugat ! (Parum Perumnas), agm

Penggugat tersebut {seluas 133.950 M2) dikembalikan szﬁda

Prsn. ha.-ll?fl"di.ﬁfﬁfli#PN..l'kLBm. liln 5 s 4% f
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Bieri Terqupat | dengam itikad yang tidsh haik (idak bersediz

'-'_"'- Geetgan alasan tanah tersebir telah di ebaskan oleh Tergugat i

Surat Tergugat 1 (Perum Perumn: 5) jangeal 27 Februan 2003
2007 (bukti P-X), Tergugat I mengatakan pada butir No.3
bdtas tansh C.1033 persil 6.5.2 seluas 133.950 M2 telah diserakkan
'i.:--- Lie Goan Yhiam kepada Tony Sugiri ( Pengrgugat ) t;erdasarkan
-_:,Hmnti No. 10 tanggal 10 Janvari (987, adapun pembayarannva
Wmnas diserahkan kepada beherapa pengaia)y yang secars nhisik
. tlmubut sesuai Ketetapen dari RPN dan pelak sanannya melaiu
g Tanah™

t pengakuan Tergugat |, tanah Girik ¢ 1073 persil & 5 1 selugs
ehaskan oleh Tergugat [ dari Pengeario-pengraran dan hukan dari

;_:l;a:ima‘:nya {Pengeugat) dengan demikian jelas Termugat 1 telai

" n vang fatal, yang akibatuya metugikan dirinya sendit .

I mengakui adanya Girik C.10373 persil 6.5.1. seluas 133 950 M2,

fwila Girik C.1033 persil 6.5.1 rersebu adalah hak milik dari Tony

\ 1}, lhat butic No_ 3 dari Surat Tergugat | tanggal 27 Februad 2003 -

: - pengakuan dari Tergurat | tersebur, Jjelastah dan tidak dapns
gketa Girik C.1033 persii 6.5.1. seluas 133.950 M2 adalah m il
"

oA taneh tersebut masib dalam pengnasann phisik oleh Terpugg ©
in gugatan Pengguget ini, Pensgugdl mohon l:etiadepan Bapa!

n Negeri, berkenan kiranya meletaikan siiu aian (UB) ks
idung tangh sehras 133,950 M2, terlernl o0 et oo- nekarene Tl
+ Kee, Cenglareng, Jakarta Baral selaas 2 133 930 A2 vabu tanad

% :-'-:'- ﬁ. Sr. 5

.pﬂik Penepugat tersebut sekarang. i dalaw,  kexdaas i pagar

Fisi, Mo £ 7L G004 PN Tk Bar, [ 6 dar +3
s -

b

_ 'ngan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



oleht Tergugat | depysn tembok setinzgi - M. dan

5 fembok tersebut dibongkar kembali dan dikembalikan

Penggugat telah sah memiliki tnah selias 133.95C M2
T sesuai denpan Akte Pengikatan ‘ual Beli ND.H}TH:IIggaI 14
.: e Kuasa Nu_.ll tanggal 10 Januar Iﬂﬁ? dan Tersugal b
et uat 1 telah menerbitkan Senifikar HIL ?'.\m 7 pada akun

M:M2, dimana tanah milik Pengeuat seluas 133.950 M2 iela’

depat trengelola dan mengerjakan tanah tersebut sebesar
_Fktar untuk setahun, berari jika {33.250 M2 {135 Ha) = (3.5
P tabvin = Rp. 11,880.000.000. -

suatu instansi Pemerintah dibidang Pertanahan/Agraria
Jrang hati-hati menerbitkan suatu Sertifikar (i.c. HPL No2),
Penggugat Girik C.1033 persit 581 seluas 133950 M2 oleh
_mrtnkar'. untuk dimasukkan kedalam Sertifikat HPL Ne2 atas
‘ as, padahal tanzh milik Penggugar tersebut sama zekall belum

ged belum ada pelepasan hakfuai beli aara Penggugat dengan

1 sendiri mengakui dalam surainva tanswal 77 Pebeuars 2000
: mbubas-an atas fanah tersebul antam Penguugat dengdn Terguge: ©
n.n Tergugat I, Tergugat | hanya pernaiv moeboygr i H-;_:'ugia-'
: pnf.nggamp {penggarap hbukaolah  enulik)  oleh Larenames
SREATAN {thn memang benar permh raernbava - ganti nuyl kepads
apy
i akibar tindakan dan perbuatan Tevgowat | -lan Tergosm 1] dalan.
k ;nggugal mengalami kerugian yang samgat husar, Baih moree] metpun

: :_' harus dibayar dan dibebankan % pada Tergusat { dan Terpuzar it

Prsa. Mo 1P G 2end N Tk Rar him 7 Con $2

: -ngan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.
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: : R {anggung menangeung kepads Penuongat

i wraian diatas, jelaslah penerbitan Sertifikar BPL No 2 aro,
:ah dan cacat hukum, tidak melalui prosedur serta rak
tdan oleh karenanya harus djl‘il[fir§1|I1‘JI:!1l dimvarahan bk
m;
fikal HPL No.2 atas nama Cereaeas | g miemenshy sral
b -— izl dan ditinjau dari segf juridiz © onil adalab tidab g=a S
esanya berakibat fatal demi hukum :

: gugatan perkara ini menyangkut tentang bak kepernilizan
tanah sengketa dalam penyuasaan Tervupat L serlz lertinist
e cacat hukum, mohon putusan ini dapat dilaksanakan dengan

W ada perfawanan, banding atau kasasi

Phalhal sersebut diatas, Pengyugat rnohon  berkenan kiranya

shan;

ei memerintahkan kepada Tergupat | unuk tidak melakukan

iai phisik atas tansh Girik C. 1033 persil 6 § 1 seluas 133 950 M,

:hn berharga sita jaminan {CB) yang ciletakkan dalem perkara ini
Eiirik C.1033 persil 651 seluas 133950 M2 rerdetsh o

.'-Timur RY....,Rw._ . lakartn Barat :

iw&an berkekuatan putusan provis: yang dijatuhkan dalam perkara 1l

Sehwa Pengpugat adalah satu-salaryr pemiis vare sah nias tual Gk

 §.5.0 seluas 133950 M2 sosuai dempan Altc Pongikaten fusl el

Plsn, Mod | WPAULE 20BN Tkt Bar, hilon ¥ dan 45 f

ndungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



erbuatan Tergugat 1 yang melakukan tindakan pakss menguasai
x _ !
persil 6.5.1 seluas 133,956 m2 ericrakedi Cenghareng Timwr dar

gArAN yaitu perbuatan metawan hitkum yang sangat merugikan

ertifikat HPL No.2 tahun 1793 selurs 990 520 M2 atas nama
Reah turut didalamya tanah milik Pengpnga. seluas 133950 A2

nbitkan aleh Tergugat 11 tidak sah. cacat hukum dan harus

t [ Tergugst 11 dan Tunn Tergugat untuk mematuhi by i
ind, dan menghukum Tergugai 'l untus seoera mengeluark <o/
;nggugal_ seluag 133,950 M2 dari Sertifikat HPL No.2 tala-
atas nama Tergugat 1 {Perum Perumnas)

| untuk segerc dalam waktu 8 bari sejabk putusan divcankan
| dan mengembalikan lanab terscbul dadany keadsan baik dan
RTUZAt |

gat 1 dan 1! untuk membayar ganis koo e kepada Peagaza

L

ﬁlﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ,- karena selama 11 tahun Pengpugst tiduk depat
5 euntungan daril.tanah tersehu ;

gat [ uatuk membayar uang peksa sehesar Rp. 4.000.000, -Aiap
ﬂimpicam apabila Tergugat | lalai dan tidak mengosongkan serta
th tersebut pada Penggugat dalam keadaan baik dar kosong

ini depat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada
g atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

gugat I dan 1] untuk mombayar biava-biaya yang timbul dalam

Pist N1 7Pge G004 B Bar. hito 9 dari 45

FrRdungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



A berpendapat lain, ahen key utusan yang seadil-adilnya

i hari Persidangan yang 1efah ditetapkan Penggugat datang
djaan Hasibuan SH dan ‘:!aureen Walingkas, SH.
B %emsl 16 September 2004, Tergugat 1 datang menghadap
: ;r ng. SH. Berdasarkan Surat Kuasan:;'a tanggal 10 Januan
-mcnghadap Kuasanya Sunardi sedang Tvrut Tergugat tidak

dan tidak pula menyurmb - rang lain sebagai wakilnya vang

pangyil dengan pater -

; Majelis Hakim telah benusaha mendamaikan kedua belah
sil, lah: di mulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih

zatan Pengyngat, dimana Pemugupit aonvatakan tetapr pada

atas Gugatan penggugat, Paa Terwugat 1 engajukan jawaban

1 menolak sehinth dalii-dalil vare o dikemnkakan Pettgpuuat
unli yang diskui kebenarannya. '
N PERSONA.

yang diwekil oleh Ny Neily Surijai dan Ny. ngerid Sugiri
" Gugatannya poin 1 $/d 6 amal sang diragukan kapasitas ..
: I indak urlituk dan atas nama seria mewakili kepentingan Ahli wari:
‘watisan alm Tony Sugini. Cleh karena dalam Gugatan Penggugat
Tony Sugiri, mempunyiai lster, Ny.Nelli Surijati dengan 2
ak perempuan yaitu, Ny, Asirid Sugiri dan Bernadette Inggrid Sugir!
- B. Inggrid Sugiri telah menolak warisan maka ditempat’ 1 sebaga
_ -1 ; |
;: Pizn. No.4 17Pd G20G4PN et Bar. il (0 dari 45
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Dl

Inggrid Sugiri sebagai Turat Tergugat I dalam perkara

penolakan yang bersangkutan terhadap harta warisan

sebagaimana dimaksud Akts No 55 yang dibuar dihadapan
di Jakarts. Pembuatan Akta %;ﬂl'akan tersehut sangar
e Oleh karena, Alm Tony Sugiri, meninggal tanggal 18
. kta Kesnatian No. 51/P/1988 tanugal 2.;_..Januari 1988, dan
“ ditandatangani akta penolakan harta warisan tanggal 21
'f.‘._ :jmta iain Turut Tergugat Il mesih datam Susang berkabung
menandatangani Akta penalakan hak waris? Apakah telsh

oryn ketika pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal

,. ' __g_ ditamhah Akta No 1Y38 1anggal 24 Maret 1988 yang
- anto, SH Notaris di Jakarte tentang penjelasan penolakan
in menimbulkan kecurigaan, dan terkezan sengaja dicintakan
B Turut Tergugat 1F dar Penganeat Karena Turat Terutigar 1§ tdnk
-_ bukan haknya. Oleh karena itu maka Tergugat i memohon
kepada Para Pengguzzt mengtadirkan Turut Ter_gugat
yirid, dalam sidamg ini. dan atan menvataka betnen Gugaran
Wiz scmpurna karena kurang pihak oleh karenanya me;u.ratakan

i tidak dapat ditzrime ;

AT

o

sagpupal sangal tidak jelas Gbscuwr Libel. Olsh kaﬁna Penggugat
Ajuk tanah sengketa secara jelas, baik alamat I1.aup1.|.n objek yang
E di dan dengan berbatasan dengan siap.. Oleh karena Penggupat
bnjuk secara jelas tanah ysng digupatnys se-ta batas batasnya yang,
ot mutlak dalsm sueto Gugatan maka nenpikatkan Gugaten it
crena tidak memenuhi syarat (Vide Petusan Mahkamah Agnng R

K1/ tanggal 7 Juli 1973 Jo No 565 KRS I973 wangeal 21 Agu tus

PR No TSN ey B Tl 0 s 12

hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH UI, 2011.
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5 Hakim berpendapal fain nmkn_’-'l'crgugal I densan 1a,
_ :~ erta bantahan atas Gugaian Fenggugm.l sehaeai beriliut

g pimana dalama surat Gugatannya poin 7 afd 10 yang intisen
ilik atas tanah Girik C No. [033 Peesit 6 §.1 reluae 133,930
witatan fual Beli No. (0 tanggal 10 'onuari 1987 Jo. Kovasa
_L. ari (987 yang dibual oleh dan dinadapan F.J. Mowati, SH
: iﬂ seictah I’JB terselut menumyt Penggigat lelah mengusza;
it penggugat diates tidak berdasarkan hukum. Oleh karena Akta
: i No 10 tanggal 10 Januan 1987 Jo. Kuasa Mo il ranggal 'C
g dibuat oleh dan dihadapan F.L Mawa: 8H Novards di Jakaoie
;; _selaku Pembeli dan Lie Goan Thiam, sebagai Penjual adaiah
g.cacat hitkuin. Sebab penjual ic. Lie G[;ran Thiam. telah hapy
Staatsbiad 1875 No 179 {Vervreemdings Verbod) sesuei
peaghapisan hak-hak diat: ;. Alas casar penghapusen tersebus
kis, Lie Goan Thiam, bukanlsh sebagui pemilik atas tanah
e tidak mempunyai kapasitas uniuk melakukan pelri_'.fua!an
pash aquo . Oleh karens Alta No. 10 tanggal 10 Janua.;i 1987 dibuat
vang tidak berhak membawa konsekuensi logis bahwa aita
nyn itu menjadi bata!l demi hukum dan atau setidsknya dinyatakan
mpunyiai nilai pembuktian secara yuridis, |

erhatikan Akla No 10 tangeal 1 Jaumn (987 Jo, Kuass Mot
Fenuari 1987, sangat diragukam Leabsalwnnve Sebab. Lie Cooan
y Subsgia Mulvadi) ::thelLlu'.w.}'a MR e TRGE R w*r'ﬁj.';i

surat Pajak Bumi Mo 1035 (Bukd T ') Namwen dalem Akla

P bio 4 U8Rl Gro be s Bl Bar hlm 12 dan 42

RS R ngan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.
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B3¢ Goan Thism, yang dinyataka: selaku pemilik bertindak
By, untuk dii sendiri dan sebegai kuzsa dari dn oleh
' Lﬂas nama Antorius, dkk (Mohon periksa Akta No 10
b selain itu, Lie Goan Thiarmn, ta:mtat beralamat di Van
sterdam, Nederland, sungguh mengada ada. Sebab yang
_'\iaﬂaluh bertempat tinggal di 32 Stevenson Wiy, Hawik,
_.;ﬂland.{Bukti. T-2). Berdasarkan pack fakta fektz diatas
- bahwa Akiz Pengikaten Jual Beli tersebut cenderun:
dan/stay maksud gambling yang dilasukan Penggugar
bmk Hal ini tersimput mefalui Penpakuan Hendra Mariz
pnda Gugatannya dalam Porkara Noo 1600 G200/
i id F;annh menerima gantt ruw atas tanab Gink ¢ No 102
Te;'gug,at 1. Akan tetapi oleh karena C 1033 sudah hapus
ti"-l‘nfu'lggugat pun ainyatakan sebagai nrany vang tidak berhak

sran atas ganti rugi tersebut dinyatakan scbagai salah aiamal.

ity Tergugat [ memlalui Panilia Pembebasan meminta

imilcn pengembalian atas garti rugian dintas merupakan pengakuan

suh menurst hukum yang tidak dapat disanghal fagi kebenarannya.
i tecbukti bahwa pengpugat mengakui tidak mempunyai hak atas

 maks Tergugat 1 mohon agar Majelis menolak Gugatan

d;!um Gugatanays poin | 1 &d 13, menyarakan, hahwa sejalk tabin _-:

=i tanah sengketa demgan menanam tanam (anaman. Karens

b Pt Bleek VP CRom/PRE Ik B, il | 3 dar A5
dungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



B tanah sengketa tidak bisa diusaha; lagh, se

hinigga

g .‘ jaga. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB}

s

adanys kebifakan Pemerintah pada tabun 1998
kosong dapat dimanf’autkﬁn warga vang tidak
ikan tempat tinggal cleh penduduk.

"__;u-_. tersebut (iatas mer.upakan ;:emgakuan yatia
e hukum, bahkan terkesan sebaysi suaty pernyataan
.;'-'=--.' inyn tetjadi. Olek %arena Pe.ng@ém menuak

' sdangkan Peinbebasan telah toradi tabu

.nae‘n[masai ianah senueeta diowan Lerceeoh tinam”
dadian Kopro Banjir DKI Jakarta Banjir Besar ity terjadi
ks:mnan pembebasan aas Laaah mapsh va’ni_r terkens
Piimahan atas banuan Bank Duniz pada tabun 1973 .-

igm tahun 1996 aleh Tergugai I sesuai pernvatean dan

Smaiti 4) Oleh karena pengakuan | nguuuat cChatas tidak

a3
i

meren serta tidak didasari fakts vozicie make Termenn
erkenan menolak Gu;gatan penggussat.

"» ada hinbawan dari pemerimah sgar tan.h tanak kosony
ek mengambil hasilnya. Ha! it dapat terjadi atas s&ifh
yang berhak. Olch kan:nﬁny:- renuasean tanah seagk el
._" diatas lanah sengkets tidak berani seolnl olah ‘atas HI
: _;‘pemanfaatnn oleh masyarakat alas ranah vang lang sy
"“I.ra.rma diketahai bahwa tanah bokes milik adat No_ (003
Tmknya. Oleh karena tanah tanah wany fangsuny dikuasasi
fisik oleh mas;ran;lmt maka sesuni ketemuan yang bedaku

ANk r.ugi it Hdﬂhﬂ"l PERBEArRY PRk o (araudras ovats

fir tersebut Tergugat | dengan itil.ad baik telab meldkukan

i atas tanah yang terkena Provek Pencaneunan Perutighan

Fien. bo A 1700 CEREN R S, B 12 B 7S

52 hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul 2011,
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__ Mo fisik melalui Tim Pembebasan tanah Jakarts Barat tabyn
KE.-5) Dengan demikian nyata dan erbukti bahwa Tergugal !
I\ _-hmgk:tn dari tangan penggarap fisi% adalah beritikad baik.
' ~yang dilakukan dengan itikad bail a-:lia]ah sah menurt
. npat pertindungan hakum.

| 3 --... poin 14 3/d 17 Gug-atannya mengaki kaget dengan
ok Pengelolaan No.?2 yang dikelvarkan dan atau diterbitkan
m Tergugat 1, diniana menurut Penggugat belum pernah

junl tnnah sengketa kepada Tergugat 1

alas kak Girik € 1033 Sebab diketahui bahwa Girik
himya berdasarkan Stb Nop 1875 No 179 fo_ Undang Undang
£h. Permuran Pemerintah MNo. 1% Tahun 1958. Olsh kerenanya
. pgai dimaksud dalan Akta Mo 10 tanogal 10 Januari 1987 Jo
gari 1987 vang dilaskukan pada hari dan tanpgal yang sarna
tingpal 10 Januari 1987 Jo. No.13 tanggal 10 fdnueri 1987

htm bertentangan cderugan ketentuan hukum yang berlaku,

iy

__'. gobzbarnyn telah diakui oleh pemilik Akta No.12 tanggal [0
Waiiirnans disinggung diatas. Pengal-uan ketiadann hak atas tanah

_'_Fi- dalsm Perkara Mo 416/P4GR200:0PHN.JKT Bar.  melahi

1 -
5 i rugi yang diterimanya atas tanah beka: Gink £ 1033, Persi!
e penpakuan ini adalah fakta hokum yeag fidak dapat disanwks’

i diniss adalah juga bagian dari pengakuan dalam perkara ini yan::

i sustu pengakuan yeng tulus iklas bahwa ianya benar-bear

s Oleh karenanya Tergugat T memohon kepada Majelis v ok

* jpenggugat poin 183d 22, yang popkoknya menyatakan, bahwa :

tan, HPL No.2 oleh Tergugat 1 denjan memam:ikan tarah

Prsn, No 41 MEds G/2004 PN Bar. hlm 15 daei 35

an hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



adalsh melawan hukum. Begitupun penertiban olek

ks 1 atas tanah sengketa deri penghuni vang kemodian setelah
nan distasnyn Tergugat 1| meniuasai dan melaku’an pemagaran
':"--'_4 - ;

;.anga: tidek konsisten bahkan terkesan kurang :.emahami
i _-;.-Pengg.ugat telah mengakui bahwa Sertipiks - HPL No.2 vang
: - gat [T uniuk dan alas nama Tergugst | adalah tahun 1992 Dan
i dvinh sosuai dengan ketentuan bukum sebagaimana dimaksud
; Ag Pokok Agrana Jo. PP No. 10 tahus 1951 Oleh katenanyn
.I bangunan liar diatas tanah sengketa pada tahun 2003 oleh Tim
%ﬂikata Jaknriz Barat adaleh sah sesvni ketentuan yaﬁ'g berlaku,
e yang ditzrtibken itv adalah hak milik Tergugat T sesuat sura:
éukti-T#ﬁ] Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL} Mo 2 tabun §992
p_karenanya seandainya Peng:ugat dajal membuktikan adarmya
'_1\.hukum dan atau penerbitan Scrtibiknt Hak Pengelolaan HPL
hi ketemtuan, tidak selayaknya dalam sidang yang mulia ini
pi dalam peradilan Tata Usaha Negars Oteh karena apa vang
.I ot tidek didasasi hukum ;_.rang bertakue maka Mohon agar
aten Penggupal.

pg surat Direktur Uiama Perume Peiuminas No. Dirut 080/62/2003
?zmz ( Bukti T-B ) adalzh penjelasan, bahwa tanah™tanah yang
.ihangunan Perumahan ic termasuk tanah sengketa telah
t ketentuan yang berleku saat itu. Oleh karena tanah bekas Girik
1. adalagi, hapus karena undang undang maka tanah tersebut
) dilk.uasai oleh negara. Oleh karena tanah sengketa yang dikuasai
uieh masyarakat penggarap mska sesuzi ketentuen hukum ];-ang
.m dilakukan kepada penggarap yanu nyata mcnguasai fisik:

i -

: ;- Pengan: demikian maka jelas dan terang surar Diret tersebut

Pisn. Mo d 1 1Pdy G200/PA Tke Bar, wlin (6dan 4

a hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



mah tanab itu telah dibebaskan secira 55k mengrut

Bk ada hok atas Girik C.1033 lawi pula t'dak dapat

_’ jelas dan pasti maka se]ayakf;}-alah menurut hukum

B untuk meletakkan Sita Jaminan aia. tanah sengketa

ogi. dimana selain tidak ada hak Scbagalil'nana disinggur,
¥ ngan sehingga harus ditc lak.

Whadvl pun yang terbukti dan lagi pula tidak dipat dibuletikan

: t, makn sangat wajar dan adil menurut hukum menclak

o _' duebut sebagai Penggugat Rekonvens: tethadap Penggugat

. dmebut scbagai Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan “adalah

mukanan dalam Jawaban dalam Konvensi diatas mnhon juga

da!um Rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak

mitan Bekonvensi ini.

"'- omvensi/Tergugat 1 Konvensi adalah say sety satunya pemilik

hd:u hak milik Adst Girk C II}JJ yang terletak dan thikenal

Fusn Mo 17/PaL GLMHPN o Bar. Bl 17 dasj 4%

0 :rl;gan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



R103 Rwolg dengan batas batas sebaga’ berikut |
7. Kamal,

Perum Perumnas
Perum Perumng,
PerumPerymnas

G Rekonvensi sebagai Perusabaan Llnum Pen'iu'angunan Perumahan

meneritna hak secarg derivatif PTR berdasarkan penyerahan tanah

KDK! Jakarz seluas 130,2652.65 Ma yang terletsk di Dasrah

bng Timur Jakarta Barat seqypi dengan Berita Acarg tanggal 3 Febroari
kan oieh Gubernur KDKE Jzkarta xepada Dlrﬂktur Utatna Pu'um
itu Ir Radinal Muchtar (Bugr: p. =)

4can Keputushn Gubernur DK Jakara Mo 202 (ahus (979 (Bukti P2y

¥ onvensi telah mendapat ijin penguasaan at: s tanah seluzs 130 Ha g

Ut (yang sekarang dikuassi oleh Penggugat Rekonvensi) tanah tanah
Pembangunan Perumahan atas bantuan Bank Dunsa pada tahun

mnys telah dibehaskan olek PTB, yong kemudian Tergugal sec. ra

peroleh hak daci PTR sehingpa Pengungar Rekenvensi -nelantiikan
Y sisa yang belum terbebaskar Bada tahun |987-1996, melaly; ?Anitta

It Iakaria Bamt {Bulm P-2.

tanah  yang didebasian oleh Penggugat Rekonvensi adatah

Bsuai dengan kerentuan hukum sebagaimana dimaksyd ks TUndang

. ﬂgruna Jo. Feraturan Pemerintah No |9 whun 1961, oieh LBrens

tersebil  maka Pengougal Rekomvens telah  memohonkan

:__ atas tanan milik Penggugat Rekorvensi kepada Badan Pertanahan

kartd Barat (Tergugat 11} yang berhak penuh daiam admrmstmm

kem:udlan seslai denpan syarat syarat vang dilcrtuian nerundang

§ alui proses panjang Badan Pertanahan Nasional (BPM) Jjakarn -

Sertipikar Hal; Pengelalazn N{::.Z'{_‘mJg,karmg untuk don aras

Pisn. Mo, AVTPALGiL g ey, Bar hlwi 1% 230 15

: 'r;;gan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.

gkareng, Kalurahen Cengkareng Timuyr dzhula Kelupahan Cenghkareny

f



w3

2 _' 3 Oteh karens kepemitikan Penggugat Rekonvensi
irkan pada bukti vang kuat dan benar maks
emiliion atas tansh sengkets adalah sah milik

fanjutan yang dilakukan P:nggug:t Rekanvensi
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana pelaksansan
ertingan negara (umum) adalah dilakukah oleh suatu
i _'_hm'tin Pembebasan Tanah Jakarta Barat. Oleh karena
mirtersebut adalah berstatus tanah yang Ia;lgsung dikuasai
Wt itu memberikan kesempatan bagi penggarap untuk
Girik Garap melalui redistribusi maka Penggugsi
4 qtdakukan pembebasan tanah sengketa dad penggarap

rap, dan sepantang pelaksanaan pembebasan tersebut,

yang dikelvarkan olely Penguugst Rekonvensi untuk

antara lain, Biaya Operasional sebesar 300000000 {Tigaratus
A L]

ap Bank Dunia, yang tidak temilai. Namun untuk mempermadah

b diperkirakan kerugian sebesar Rp.7.000.000.000 fTujuh mils ar

Asn. No A 17/PL G PNkt Brr, Rl 19 dan 45

<

¥Ungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



B

' ¥ yang sangat beralasan, bahws Tergugat Rekonvensi.
..;‘_’ menghindar dan tidak mau menurut terhadap putusan
in tuntutan Pengyugel Rekonvensi tidek menjadi
gat Rekonvensi memahaon krl:puépan Majelis Hakim
Bita Jaminan {Ccnservatoir Beslay) atas = nah dan

'.____:fang ditempati oleh Ny Melfi Surijati. terletak dan

]
i

~. Abang t[ Mo, 67A Rt 081/004 Kelurahan Petojo Selatan
' ﬂml TONY SUGIRI (suami dan ayah Penggugat).
. Rekonvensi teleh tetbukti secara sai'j telah meiakukan
. yang merugikan Pengpugat Rekonvensi, maka
‘ w#l’enggugat Konvensi asal, dihukum uniuk
Penggugat sehesar Rp 1.060,000 (Satu Juta mpiah
i melaksanakan putusan ini.

Rekonvensi ini did~sarkan p :da ikti -bukti vang kuat
dapat disangkel lagi kebenarannva maka, Penggugat mohon
;uu Putusan yang dapat dijalinkan terlebih dahulu, meski

T

tau Kasasi (uit voerbasr bij V oomad)
r hal hal terurai dintas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat
memohon kepada Majelis Hakim vang memeriksz dan

urtuk memutuskan sebagai berikul

Penggugat Rekonvensi untuk seturmehnva

. 2 ga Siln Jarninan yang telal dilctakkan tersebut |

ol o it s ik Pesiignngat ikonvensi'

i lukum Akta Pengikaten Jual Bel: N3 05 langpal 10 Tanuari
;._,Nu 11 tanggaliQ Januari 1987 ;

b Rekonvensi teiah metakukan perbuatan mel -nggar hukum,

Prsi a4 E L Ce BN bk Bar, Wila 200 it 45

##¥rtgan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



Rekonvensi  unpul membayar

B2ie rugi  sebesyr

-,'- b milyar delapan ratys luta rupiak}

Rekonvensi untuk membayar Dy gsom/lenda sabesar

Juta rupiah) setiap hapi kereﬁanjaatan kepada Penggugar

8. ini dapat dijalankan terlebih dahyly me.-skapu_n ada Vzzer,

psasi { uit voer by voorrad) ;
' ERONY]

G gat Rekoﬁvensifl’enggugat Konvensi asal, untwl menthaya

fakim berpendapat Izin, maka Penggugat Rekomvensi/T ergigat
%n ini memghan Putusan yang seudi| wilnye fet Requo et

B U meaolak dan menyangkal seluruh dalii-dag;; penggueat kecuai;

' “  dinku; dan dibenarkan oleh Tergupat i -
il - ' i

; penggugat keberatan terhadap keberadaan Pengelolaar,
2/Cennkareng Timur atgs fiama Perusshaan Umum Pembangunar, |

LH{PERUM PERUMNAS) berkedudukan df Jakarta ;

lulu.nﬂ No. 2/Cengkareng Timur dapat kami kemukakan shb -

_' ﬂuk Pengelolaan No, ﬂCcng,karcng, Timur diterbitkan berdasarkar

#nipikat tersebut diatas, diproses sesua; ketentuan dan prosedur

gan kata lain tidak ada unsur perhuatan rmelivan hekiem Jawen; -

Msn. hn-“.r LR B oy I Bar lem 27 i *

-' Fdungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



pramatan pembukiian yang SEmpurny |
. Psome dadil Penggugat untk membuktikan dalilnya berupa

e : ¥
W yang telab divraikan lerselad i aras Teraugat H mohen

s berkenan memutuskan der 2an seadil-auilayg

prEnggugat ditolak selurubnyg ;
._ untuk membayar biays perkarg :
Ef. dajutnys Penggugat menyajukan Peplik .angga! 24 Febryar

pliknya tanggal 93 Aarer 2005 sedap Tereugar 11 tidak

guna- menguatkan dalil Gurgatannys Penyuugat mengajuks ,

yang telah diberi materai cukup vauu

utipan Akle Kematian NO.S14P8R tanggal 23 Januars |ugg
B (bukti P-1) :

‘Akte Penolskan fiak mewaris tangeal 21 Januari 1988 No 33

purat keterangan tentang hak warissn No, }/88 tanggnal 24 Maret

,'Synt keteranuan ahli waris fangeal 30 fuii 2004 {bukii ™4 ¥

hddilegalisir oleh Nataris Mertyana Survana, SH. Ketetapan tpeda

Kota Jakarta Raya atas nama Lie Goan Thiam Cs £ Orang No.

Akte Pengikatan Jus! Beli No 10 tanw Al 18 Janwari 1987 (ks

Ptsn, Nﬁ.-tinFdl.{:-?fH}-l.-’PN.Jkl,Ear. him 32 darg 4 *

6ungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



Kuasa tanggal 10 Jamasi 1987 Nt yang disurat
Wcvati (buksi -7)

¥ sesudi ashi Surat Ketetapen ipeda talwin 1983 dan tabun

Buici (bukcti P-5.2 dan P-8.b) |
] F
Py sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang
Bl 1987 atas nama wajib pajak Tong Sugiri (bukti P8 ¢ dan
itt Tanah Hak Pengolahan Ne 2 tercatat atas nama pemegang
BB trericedudukan di Jakarta (bukti P.) .

bl Surat dari Makmun Sianggang tanggal 14 Pebruad 2003 (bukii

EE2003bukti P- 11},

Svrat Ketus Pengadilan MNeweri Jakara Pusat tanggal {3

WT. DC. HL 47671/1%/98. G3 (bukti P.12) :

# " Surat Keterangan dari Direktur Talanegars dan Mukum Lnter

sli Ketetapan Hakim Pengaditan Neweri instimewa Jakars
anggal | 1 September 1959 (bukti P-15; -

.
h dicocokan dengen aslinva oleh Paniteia Pengadilan Ne -e-

rat  Pernvataan  Keterangan  Melepaskan Kewarga  Newsraan

Pisn, Mo I PALCH 200N, Bt Bar, Ilm 23 a5 %

Py -
i 'aungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.




Meokkan dengan asli oleh “fotaris Hasiholan Siagian, SH.

:*'-'- fama pemegang hak Hy, Serdirta Napitupulu (bukti P-

tan Tuad Beli No.67 tanggal 28 Juli 1978 (bukti P-22)

bulcti Surat, Pengguaat telah puls mengajukan saksi-saksi

¥ yang mengurus jual beli Tanab antara Toni Sugin dengan Lis

g dibeli Toni Sugiri dan Lie Goan Thiam adalah terlewh i
. eng Timur Jakarta Barat |

gksi jual beli Tanah tersebi dilakukan i halapan Netasis o« ¢

B saksi tanah tersebut helum pemah dijual Tony Swgts kepada pib.t

s, Mo 3 LRGSR T Bar, hlm 29 gane 3 k

aUngan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



it Beli No.002/7BE/V/1984 tanggal 20 Met 1984 (buict

Bact Beli No.003/JBE/V/1984 wanggal 23 Mei 1984 (buksi.

. . #
1
‘t
b

v dengan asti oleh Notanis Hasiholan Siagian, 8E.
Bt riema Pemenyang Hak Lhs. Sabang Sinaga (bukti P-20)
okkan dengan asli pleh “lotaris Hasibolan Siagian, SH.

Mm nanma pemegang hak Hy. Serdirta Napitupulu (bukti -

mtan Tuad Beli No.67 tangga) 28 Juli 1978 (bukti P-22)

n bukii Surat, Penpgugat ielah pula mengajukan saksi-saksi

 dibiwah sumpah yany pada pokoknya menerangkan sebag, :

b jrﬁng mengurus jual beli Tanah antara Toni Sugirt dengan Lis

g dibeli Toni Sugiri dari Lie Goan Thiam adalah terleh
areng Timut Jakorta Barat ;

s jual beli Tanah terseln. dilakukan di halapan Metas's + -

+

“elum pernah bertemu langsung dengan Lie Goan Thiam ten.

baik melalui Fax maupas teliepon.

A Mo 4 LA QAP T Bar, Blm 24 dane 3 k

v""- hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



ngurusi penjuatan tanak terset ui,

dimana Lie Goan

Makmun Stanggany untyk menjual tanah tersebur

_- %1 hanya membanty Ma.l:mun Sltnnggang dan diber,
tenah tersebut ke Instansi SE‘]JE’.I‘H Camat, BPN an

) mealakukan pengikatan fual beli atas tanah tersepy-
Kuass No.11 tangga! 10 Tanuari 1987

'llmh seftgketa itu adalaly Scbelgh Utara dengan Jalan
: Jalan Bang, Sebelah Selatar dengan tanah wirga

h Barat dengan Jalan Raya Duta Wriag Road.

b kepadn Tony Sugiri pada tahn 1987 dengan Aice

dibuat dihadapan Motads tJ Mawati, SH yan ha!

5 péiberitahy tabu melalui Foy

Ay menguacai tanak sengketa terschut adainh Perum

ilknru Berat dan sudah dipagar tembok oleh Perym

. yang menjadi Paniiiq Pemberbasan Tangh adalah

et ity Gk C. Mo, 1033 persil £.5.1 Seluas 133950 m2

iri kepada Rakortanas

Lie Goan Thiam karens saks; pernah bekerja pada Lie
"‘__19?4.' :

~ bmkm oleh Lie-Goan Thiam adalah mengurus taneh-
. yang terletak di kelurahan Cengicareng Timur |

4 cleh Lie Goan Thiam untuk mengunis tangh yang

pcareng Timur yang luasnya +130.000 pMz

80 yang terletsk di Keluralay Cengkareng Timur telah

:"_--;- tpada Tani Sugiri disekitar rahyi, 1987

.
.

Prsn Nood F 1P (g, PhKCHi Wim 35 dag 45 k
ot ' gan hukum... , Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



ma Lie Goan Thiam dengan Tani ‘Sugin

i, SH. Motaris di Jakaita. bal Lorsebnt saksi

.

vz termasuk Uririknya yaity Girk © o, 1033

e ngketakan adafah Utara adalah herbatas
i sebelah Timur. berbilas tengan tanah Haji

Jaya Hutani - Haji Suberu dan Tangkin,

Cengkareng Kapuk;

KRt i.i‘:".:_‘\\.‘.'&-" e R - ""s.‘"l-'..“‘."\!".

Blclon 10 s s

hﬁ:!‘.!: hoapaeas Tpay dee U oL ety

u Akta Kuama oleh F.i. Mawali Notaris i Jakatta No )i
7 (bukti T-5) :

wa Surat Keterangan PBB No Ris 323/W/PJ.I0/K13106 tho
anah C 1033 Perplehan Thn 1951 tbykti T-) :

.inya Surst permohonan SIPPT dari Yayasan Merdeka
30 September 1996 (bukti T-7) -

'?dinya Surat penolakan PHB dar kan-or Pelavanan PBB a.Té;c. :

xan Merdeka Kertaraharia tanggal 25 Oktober 1996 (buldi T-8} ;

Prsn. Mo~ | 1/Pdt G NPH thi Bar. hlm 26 dori 35 E

C ﬁéan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



B Menteri Datam Negeri No 592/10161/8]

nter: Dalam Negeri No 5927577 1/Agrtal 12
K

PN kepada Kanwil BPN No $70/5328 tgl 22

 Kepnlg BPN Jakarta Barat No 1.711.5/319/03
i T-12) -

konsultasi Kepala BPW fakarte Barat dengan
P 1 Juli 1989 (bukti T-13)
g1

§Recits Acara Penyitaan 3( tiwt) Girik No. €. 1033

§:Mo |5 tgl 07 Februari 1994 tentang penyerahan hak

Simbarsono Sulanto oleh Spekami, SH Notaris di

Pengoperan Hak dari Pengparap Madali bin Saimin
mbang Supryadi) tgl '9 Maret 197 dan Kelerangan

an Surat Keterangan Giarapan Tanah Negara tanggal 3

i Surat Pengoperan Penverahar Tarah Hak Oargp an
! L]

§ 33 Maret 1973 dan Kate angan Surat Keterangan Garapa~
r 1973 dan Surat Keteranuan Gurapar Tanah Ne; are
{bukti T-16bY

ya Surat Pengoperan Penyerahan Tanah t'ak Garap an 8 ©

ki ‘2.'! Maret 1973 dan Surat Keterangan Garapan ‘Fanah Negare

wkti T-16c)

- Ao Pisn. No. 4 HPAL G20 PA Ikt Bar. . din 27 dai 45
gamgan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



Blacet Pengoperan Penyerahan Tanah Hak Garap a.n Samid
F-dan Surat Keterangan Garapar, Tanah N-gara tgl 29

i)
1 Surat Ketetapan lpedafTreda No. € 18] terlanggal 2

L. . ’
"

- --.. m'

._.TL**- at Surat Ketetapan |peda/Treda Wo. C 174 tertanggel 1
. ?IITh] ;
B Surat Surat Ketetapan Ipeca/ireda No, C 81 tertanggal 6
) ':' bi H. Djibong (bukti T-17¢) | |
' Bentn Acare serah terima tanah dari Gubemur DK1 Jakarta
_: 1 Febriari 1978 (bukti PR-1)

Su.'mt Keputusan Gubemur DKI fakarta No 202 thn 1974

dan Pengelolaan tanah di Cengkareng seluas 334 Ha

Surat Dinst Perum Perumaes No-020/6211112003 tgl 27

penjelasan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan kepada

hraan perundang undangan {bukti PR-3)

linya Berita Acara Pelepasan Hak No» 7d- 7476 ROB RVVHCT-

ang (PT Queen Beel kepada Perum Perumnas (bukti PR-4),

Blinya Surat penyataan No.ow STV CT-OBG 1990 bukt: PR-

aglinya Surat pemyataan N T4+754 ?&.’;{}4-' PEBRIAVICT.

s 75.c)

i iﬁya Risalah Pemberian Cranti Rigs o A% Munasik tanggal !
PR-7) :

; astinya Risaiah Pemberian Ganti Rugi an Kz« bin Jaerip tanggal

ety PR—E:I i

Pism No.417/Pdt G/2004/PN Tk Bar, bl 28 dar, 55 t

@¥Gan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ui, 2011.



' ...itenmggaf 10 April 1990 {hukti PF-9} ;

i Surnt Penyerahan Garapan Tanah Sawah 2.n Mzemunah oin
istier 1972 (buikti PR-10] : 5

rya Surat keierangan dari HM. Muhasjiim kepada M. Sabeni

(bukti B-11) ;

2 Surat IPEDA Th. 1279 WNo.chir N-3-|15-04-00-02-70

fay Risalah Pemberian Ganti Rugi a n HM. Muhasjim tangzal
ficti PR-11) . _
I ya Pelepasan hak NoB6/S1/1-WCT-OBG/1989 1] ~3 Oktober
'.Muhisyim (bukti PR-14} .

slinya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nn.z .yang diterbithan tg]
ikt PR-15) B

- 8 selaim bukdi surat Tergugat | teih pula mengajukan saksi-

terangantiys dibawah sumpah yang pada pokolnya menerangkan

ipat tinggal sekarang ini di 1. Kamal Raya Cengkareng

X pernah tinggal di Kelurahan Cengkare 1y Timuer yaiu tanah yang
" sekarang ini |

mmpan tanah sengketa dikelurahan Cengkareng Timur tersebut
__ 2 bersama-sama dengan Penggarap latnnya _

B scksi pemilik tansh di Kelurahian Cengakareng Timur adaiah

h tersebut ditanami kebun sayur-sa, uran, bavam. singkong |

Prsn, So CERPGE 00200 PSR Bm Dl 27 sl 47

ngan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.
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i ita mendapat uang ganti v 3 dac Ve Perumnas ;

'i':'

endapaikan nang wanti neel dar T2nim Perumnas kemudian

990, peniilik tanah di Kelurahar Cengkarene Timyr yang
ng i setahu saksi pemiliknya adalah Perum Perumnas
ang mendapat vany ganti rugi pada wakty itu selain saks:,
anynk lagi vang lainnys -
ggal ditansh yang terletak di Kelarahan Cengkareng Timur
arkan tuan tanah, Sotahu saksi ten "i'l!'.!ihﬂf‘.fﬂ..:"ﬁdil ‘u‘.-':‘ﬂkﬂ.' i

i’

A saksi beli dari tuan (aneh Lie Guan §hiam sebagai tar .

tli tanah garapan tersebut sekiar twhon 1972, dari  Lie ean
Wbeh. sebagai tanak garapan saksi membel] kira-! ira LOGO B2 [ebi
il

waktu itu mendapat ganti rirgi dari Poruny Perurmnas sekitar =
P

mengetahui apakah Lis Goan Thiam perngh menerima ang gantt

mnas pada waktu Hu ;
k tahu berapa luagtanah garapan seluruhnyva pada tabun 1972 ;

kst status tanah yang pemah ditenipati i Kelurahan Cengakyeng

u ity adalah tanah MNegars |

keadaan (anab pada waktu iu  lanah ersebui adalah persawahan

tinggal ditanah tersebut rekiia tahun 1980 Sejak saks:

tahun 1980 ditanah erscbul, pod wahue G Gdak ada vany

by agkei tanah tersebart sudah dipagar keliling ajeh Perum Perimmas -

Pisre Mo 11/PdU G 204 Tior Bar Tilam 346 2ag) -4

1gan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



; laitinya belum pemah bertemu langsung dengan Lie Goan

'_-s i ..tl.lal'l tanah :

i -
s

nah ada surat resmi yang dikeluarkan aleh pemerintah yaity

s
Jy:tanah yang pernah saksi lempati bersama yang lainnys yang

mram . tni perneh dibebaskan ole!. Bank Dunia ;

ol

'ensiunan Lurah Kapuk ;

_ ra.h di Kapuk sejak tahun 1972 sid Ifﬁ{l, setelah ity saksi
. atan Cengkareng ; -

getahul pernbebasan.tanah-lauah di Cengkareng Timur, dan

g disengketakan sekacang ini fuga dibebaskan dan jusa ranah-

]

+1

- ‘Lurah ikut menjadi Panitia dalam penibebebasatt tanab-tanah di
% _ :;an di Kapuk ; \

; ".'- ade 32 Keluarga yang tanahnya dibebaskan diwilayah
. . eng Timuyr

g .j:uindah dari t@ah tersebut diﬁeri ganti rugi, dan pada wakty in
akan untuk membayar ganti rugi tersebut

saksi membayar pami rugi kepada warga‘ yang tanahnvs
waktu itu tidak ada yang keberatan, malah warga datang kepada
njual tanabnys termasuk pada wakty itu FI.Lim Kotony dan Lim'a ;

itu tidak pernah ada datang x2pada saksi orang yang bevnama

i, Njﬂ.B.Iﬂggrid Sugiri dan Ny Astrid Supid, dan saksi ¢,

t.saksi Para penggarmp mempercleh anal i Kelurahan Cengkareny

kira-kira tahun 1064 -

: Pise, Mo PO GRZNKEN T Bar. s M dan 43
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. ’ .|' ' .
iuas tanah yany disengketakan sekarang ini yang terlatak di

g Timuir luasnya kira-kira 130,000 M2 ;
fsk ingat lagi batas-batas tansh yang terdetak di Keturahan
>
e deng nam Lic Goan Tek dan Lie Goan Thiam, Lie Goan

i r
=3

;. ﬁmn Tek, dan Saksi bary mendengar nama tersebut setelah

ngar Lie Goan Thiamt mengaku adalah pemilik tanah di
o Timir setelsh tahun 1980-an
: _'Imtuk tanaly-tanah tuan tanah dibatasi haknya oleh ketentuan

"flandreform untuk tusn tanah, tansh pertanian sekitar 5000

g-.bahwa Bank Dunin pernsh membebaskan ianah-tangh dj

g Timur sekitar tshun 19?4

N, pada tahun 1974 Tanah tersebut tidak semus dibebaskan, hanya

dan baru tahun 1989 8/d 1990 ada lagi pembebasan tanah

i bat ;sebuga'i. _Luruh di_ Kapuk kira-kira 9 whun lamanye, dan saksi

::nbehﬁ'sun tanah-tangh tersebut adalah Seijin Camat,

ko tansh garapan .I:mdn dengan Girik, setahu saksi tanah yang

tanah Girik adat . |

tahu apakah tansh yang disengketakan sekarang ini pernah
!'erur.n Perumnas kepada Lie Goan Thiam

Pisn, No.4 1 7/Pd G/20040/PH 1k, Bar, hiin 12 duri 45
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Jabwa guna menguatkan dalil-daliinya Tergugat 11 mengajukan
-,* & copy yang telah diberi materai cukup v uiw

i #sti surat tanah hak penielntazn No 2 ter :atar ptas nama pemegang,

BN berkedudukan di Jakarta (bukei T 11-1) -

PN/92 tanggal 26 Oktober {buikti T.11-2)

. bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan di *empat okjen
ik selengkapnya telah tercantum didalam Berita Acara Persidangan

singkat dianggap telah tercanturn dalam puasan ini.

bahwa selanjutnya para Perggugat mengajiukan kestmpulan
.":= 2005, Terguguat ! dengan kesimpulan tanggal 0 Jl_mi 2005 sedang
B mengajukan kesimpulan.

g bahwa selanjutnya telah terjadi segals sesuatunya sebagimana
Mam Berita Acars Persidangan yang untuk mempersingkatdianggap telah
prutusgan ini.

bahws akhirtyn kedua belah pihak tidek mengajukan sesuatu lagi

F
prya mohon putusan,

PERTIMBANGAN HUKUM

bang, bahwa Pengpugat dalam tuntutan SroVisinys meaniohon  agar
B Negeri memerintahkan kepada Tergugat | untuk vidak melakukan lindakan
puasai phisik atas tanah Girik C.1033 Persil G 5.1 seluas 133.950. M2 sena

semuoa kegiatan pemagaran dan pembapuman atas tanah tersehul dan

y-dalam keadaan status quo.

e

Fign. No B 7/Pdt (U200 Bar. Tlm 13 dars 45 t o
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‘ ;: v tan provisi Penggugat tergebut harusiah dinvatakan
S aak diuraikan alasan-alasan tuntutan provisi dalam Postta

gorvisi tersebul sudah menyengkal fokek perkara teslang

hntus dlbuktlkan dan di putus bersama-sama dengan pokuk

Tergugat mengajukan Eksepsinya aias gugatan Penggugat
W21 berikut

oo
yong diwakifkan oleh Ny. Melly Surijai dan Ny Inggrid Suein

kufpa.mls dare itikad baiknya untuk mewakihi kepertingan abili

-3 warlsan alm. Ton)r Sugiri ;
akan anny Sugiri mempunyai ister Ny relly Surijafi ;iéngan:

=

Ednity Ny, Astrid Sugini dan Berdenette Ingyrid Supini |

farenu Ny, B. Inggrid Sugiri menolak warisan maka ditsmpatkan

'-‘ T ] ,
Ny B. Inggrid Sugiri sebagai Turut Tergug't 1l atas dasar

s

; .'bersangkutnn {erhadap harta warizan datam Akt No 33

: - tan Akla Penotakan lerschui sanpal diragukan scabsahnya olch
Porry Sugini meninggat padae tanggat 18 Jaruari 1988 sesual Akta
s 70 anggal 23 Januari 1988 dan tiga han kemudian ditandatangani
harta wansan tanggal 21 Januari 1988 yang verarii masih dalam

Bbung mampu memikickan dan menandatangani Akta Perolakan hak

telnh dipersiapkan sebeluronye ketika pembura:an Akta Pengikatan

11 anggal 10 Januan 1987 2.
n!.an tersebut di tambah Akta No. Uﬂﬁhanggal 24 Maret 1983

O - Sl

elasan penotakan hak mewaris itu semakin menimbulkan kecurigaan

el [

Prsn. No.417/Pdt.G/2004/PN Nl Bar. him 34 dari 33 1‘ 4}
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ity Turut Tergugat ! mohon agar memerintahkan Penggugat

B Tergugat 11 dari Penggugat dengan Astrid dalam sidang ini

.'_4».: tidak dapat menunjuk tanah sengketa secara jelas, baik alama
- yang pasti dengan batss-batasnya - |

,b aréna Penggugat tidek mampu meaunjuk s:cara jelas tanah yang
_::._.--batns-huta.snya yang merupakan sysrat muilak make pengikatan
E_'mjadi 5uguf- karena lidak memcnuhi svaral dan karenanya hams

_. ... iapat diterima,

; bahwa atas Eksepsi Tergugat i, Penggugat mengajukan tanggapan
‘ et In Persong

Pren gt adslah ahli waris dari Alm. Tony Sugiri yanz jugs digkui aleh
:.'T.: -nl.eh karenanya Para Penggugar adalah bertindak atas nama Alm Tony
betalt meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1988 | "

-Tergugat tefah membuat pernyataan Penolakan techadap harta warisan
- L"_v_ sebagaimana tercantum dalam Akta MNo.35 tasggal 21 :Tanuari 1948
:'_mgadilan Negeri Jakartn Pusal tangeal 15 Maret 1988 Np 0271903/
Ean Alce keterangan Hak Warisan No1/88 tangyal 24 Maret 1958 -

:"lakan untuk tidak menerima warisan oleh seorang akii waris adalak biasa

g diatur dalam pasal (057 KUH Perdate jadi tak ada keanshan dan

_f_'hsf:rtﬂ tidak ada yang perlu dicorigai dalain hnj petiolakan haria warisan ;

Prsn. W 4 §7PdLGRONETN S bar Yan 35 dari 45
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I ketentuan hukum yang mengatur bahwa Akta

Penuakan warigan

bari atau 14 heri sesudah meningealnya pewarisnya ;

i Obonur Libel

.,t' )

¥ ’ ;

s Penggugal telah dengan jelas menunjukkan bahwa tanah milik Pars
. sdaiah Girik C.1033 Persil 651 seluas 133950 m2 terletak di
_:Cengkmng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sesuai yang
-- pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan Akte Pengikatan Jugl Beli No 10
;: Januari 1987 -

3. bahwa' atas eksepsi Terpugat [ dan tanggapan eksepsi Para

B, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikus :

Ming, bahwa Eksepsi Tergugat 1 pada No.| dar No.2 bukanlah Eksepsi
":"=~ dalam pasal 134 HIR, lagi pula Fksepst wersebu semuoanya sudah
» kok perkara yang akan dipertimbangkan dar diputuskan bersama-serma

bpeckara (pasal 136 HIR) dengan pertimbangan sebagai berikut -

g, babwa untuk mengetahui apakah Alm. Tany Sugiti mempunayai ahli

B Ny, Nelly Suriiati dan Ny. Inggzrid Sugiri harusiah di buktikan dimuka

1'1

bang, bahwa demikian pula apakah Para Tergugat dapai ateu tidak dapat
Bth senuketa secara jelas termasuk baras-batasnya das apakub tanah sencketa

B

B-Girik C.1033 Persil 6,51 seluas +133.950 w2 hatus diperiksa dan

ks persidangan ;

ot

hanp, hahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berulasan Mkum wmuk
liksepsi Tergupa | ;

PERKARA ;

ha |.1g. bahwa maksud dan tujuan gugalan Para Penggugal  adalzsh
__.:diuraikz-n dialas ;

Bram Ne 23 TPAL GG, TN B Ty e B s+ - fr
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Penggugal d\letakkan kewajiban untuk mem*ukiikan dalil

.. bihwa guna membuktikan dalil gusaiﬂ""-;ﬂ pare Penggugat
ai yang diberi tanda P-1 s/d P-22 dan dun orang saks’ i-rang didengar
ah sumaph, sedang Torgugat-| guna menpugathan dalil sangkslan-
f 2 bukti surat yang dibers tanda T.{-1 9 T.J-"5 dan dua orang sak
ngannya dibawah sumpah dan tergugat 1} guna measuﬂtka"' dalil-

R

L
‘ukan bukt surat yang diberi tanda T.1i-1 dan . 11-2,

. hahwa berdasarkan bukti P-1. bew! Tony Sugir telah men lggal

13 .lum 1988 dan herdnsarkm Bukti P-4 Alm. Tony Sugiri memp-.m;,rm :

& asing bernama:

fati (isteri) sekarang Penggugal T:

boyiri (unak) sekarang Turut Tergugat | ,

jrh (anak) sekarang Penggugat I ;

ng, bahwa beidasarkan Bukti P-7 dap P-3 loperid Sugird o Tuned
h Hrk wans dari AI:ﬁ.Tuny sugiri ;

g, batwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugalan point No.7, Mo,
0, behwa bedasarkan Akte Pengikatan ]l;..l-Bﬁ.!.i N §0 tanggat 10 Januari
;_':- telah membeli sebidang tanah dari Jimmy Subagio Mulyadi (d/h Lie

vanah Hak milik adat Girik €.1033 Persil 6.5.1 seluas 133.950 m2 |

i fiubang, bahwa uhamsnya dengan ditandatangani Alite Pengikatan Jual-Beli
i §l 10 Januari 1987 tanah tersebut telah diadekan penyerahan {tevéring) oleh

i Suhagiu Mulyadi als Lie Goan Thiam kepada pembel: Tony Sugir ;

Rmbang. bahwa selanjutnys para Penggugat dalam Replikaya pada No.t0

Akte Pengikatan Jual-Beli No. 10 tanggal .G Jenuar. 1987 Lie Goan Thiam

Pyen Pin 41PN CFa B Ik Bar, hilive 37 dari 43
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lyadi} bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dars Antonius
b y.Inawati Remli, Meriatie Ramli, Ny. Su-vam Oarmadi karena Girik

i it terdaftar atas § oTAnY ;
pbarnig, bahwa didaiam Bukt P-6 dan P-7 yang sama dengan bubti T-4 dan

J Pengikatun Jual-Beli No.10 tangpal 10 Januari 1947 dan Kuasa No. 11
-;. uari 1287, pihak pertama atau pihak peajual adalsh Jimmy Subagia
._: bernama Lie Goan Thiam yang datam hal ini bertindak untuk diri sendiri
.-._ sasa «Jeri Drg. Antonius Adi -Sukadani, Ny, Inawar: Ramt‘i, Mn. Meriatie
_:.11 Suryani Darmadi dalam hal ini diwakili selaku wnik diri sendiri dan
cleh kirena itu bertjndak untuk dan atas iama auzk-anaknya yang masih

vaitu Iskandar Diaja, Agus Iskandar, Anita Mulyadi, Ny. Sutryani

skandar Djaja/Agus Iskandar dan Anita Mulyani adalah para ghli waris d-ri

3 ‘usuf Mulyadi sedang pikak kedua atau pembeli adatah Tony Sugiri ;

enimbang, bahwa pihak pertama/penjual {Jimmy Subagio MulyadifLie Goan

oz, Antonius Adi Sukadans, Ny. Inawati ramii, Nn. Mariatie Ramli, Ny fanda

By

ads, (Iskandar Djaja, Agus Iskandar, Anita Mulyadi} netigaku memaunyai
% taneh bekas Hak Milik Adat Girik C.1033 terlctak di Daerah Khusus Ibukota

B Barai Kecamatan Cengkareng, Kelurahar Cenpkarens Tiror

denimbang, bahwa didalam pasal | bukti P-6/T-4 ditegaskan pihak pertama
_ ini mengikat diri sekarang ini btk kemudian sari unrgk m}:njuu[ dan
‘: ahkan kepada pihak kledua yang menerangkan dengan ‘ni mengikat diri sekarang
otk kemudian hari, uniuk membeli dan menerima peniualan untuk memiliki dari
pertama yailu sebahagian dari sebidang tanah bekas ka' milik Adat Gmk €.1033
didaerah Khusus Ihuknta Jakarta, wilayah Jakara Barat Kecamatan Cengkarenz

han Cengkareng Timur “ersﬂ 6.5.1 seluas + 133,950 m2 -

Menimbang, babwa dari Bukti P-&/T-4 tersebui timhul permasalahan hukims

]

Pisn, No. 41 PaL G0GHEN ki Bar, klm 38 daii 45
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1. Apa hubungan I mmy Sﬁtmgia Mutyadi {d/h Lie Goan Thiam) dengan Drg. Amtonins
-Adi Sukadani, My, Inawati Ramli, Nn. Meriatie Ram}i, Ny Janda Suryani Darmadi,
(Iskandar Djaja, Agus Iskandar, Anita Mulyadi selahu ahli waris dari Ages Mulyaai)
terhadep kepemilikan tanah bekas Hak mi!ik Adat Gink C.!ﬂ:ﬂ terletak di<laergh

' ’
Khusus lbukota Jakarta, wilayah Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng, Keluraban

Cengkareng Timur ;

2. Berspa luas keseluruhan Tanak Girik C. {033 sehingg dijual hanye sebahagian dan
sebidang tanah bekas hak milik tersebut yaitu + 133.950 m2 kepada Tony Sugici
tanpa menyebutkan batas-batas tanah tersebut di Rt. mane Jdan Rw. mana letak 1anah-
tanah sebahagian yang dijual ilu ;

Berapn luas tanah msing-masing atas nama

Jimmy Subagia Mlyadi (d/b Lie Gonn Thiani)
Dokier Gigi Antonius Adi Sukadani |

Nn. Inawati‘ Ramli ;

My Meriatie Hamii ;

Ny. Suryadi Darmadi ;

Menimbang, babwa dari ketiga hal-hal tersebut tidak divraikan, tidak dijetaskan

drdalam Bukti P-o/T- 4 ;

Menimbang, bahwa didatam Bukti P.4/T 4 yang dibuat dihadapan Notars F.§

Mawati pada tanggal 10 Januari 1987 bila dihubungzkan dengan okt -3 vang sa.nm

dengan Bukti T-3 yaitu surat ketetapan [uran Perbanguran Daerah. daerzh } fsus
[bukota lakarta Raya ternyata sebahagian dari tanah Gk U033 perdasar Berits Acara
Serah ierima din Pelepasan Hak tangge! 23 Seriember 1978 =cluas 927% ms telh
dilepaskandiserntban beponfa Mepui®Peme onrab DE 1 b iy sl cgead f s

ielas tanah yang mana ang diperjual beltkan ity -

Menimbung, bahwa selain itu Bukti P-5/T-3 terdapat ketidak pastian sebab $

Pisn. Mo d10PdLG2Z0/PN e Bar. Him 39 2 15

Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.
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Boimasalahan beberapa nasing-masing subjek pajak yang akan dibavar pijaknya
rhadap luas tanah yang dikuasainya masing-masing sedanghan masing—masiné; sub: K
? paiak tidak jelas berapa masing-masing luas tansh yang dikuasainya .
Menimbang, bahwa -Bakti P-S/T-3 adalsh dasar penerbitan MRukii P-6/T-4 dan
Mkl PTT-5
Menimbang, batwa dari Bukti P-6/T-4 pada pasal I, adulali terdapat hafimay.
pihak pertama dergary inf-dggikat diri sekarang int unnal dikemudian hari untel
menjual dan menyershkan kepada p:!mkkudundan lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 3

pukan jual-beli deri tanan bérsebul akan dilakukan secara resmi dihadﬁp:—:n pejabat vang

dimaksud dalam pasal 19 PP No.10/19%1segera satelah Sertipikai tanah tersehut

diperoleh atas nama pihak pactama dari Instansi yang bersa ghutan &

Menimbang, bahwa kalimat “umuk dikemudian hari” dan kalimat “akan
dilakukan secara resmi dihadapan pvl;jahat yang dimaksud dalam pasal 19 PP No.10/1961
ternyata sampai digj_ukan gugatan ini Para Penggugat lidak dapat 1nerealisasi atan tidak
ada tindak tanjut dari pengikatan juai-beli tersedut dan tidak adas puia penerbitan sertifikat

apapun jenisnva pada hal sudah berlungsung 18 tahun lamanya .

Meninibang, bahwa pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan ditemp.:ﬂt
obick sengketa Penggugat didalam renunjuk batas-batas tunah seng kela mengemukakan
balwva pada sebelah utara berbatasan dengan jalan wnum. somadl asun dani Lok A ke
titik B, panjangnya 252 m2 dari tiik B ke titik C {batas vohon keapa) vaiw pada s=belah
Bacal berbatasan denpan jalan Kapuk Raya (Kapuk Kamal} demean panjang 532 m
sedang pada sebelsh Timur dari titik A ke G ) Pemgaea tdak mengsiaii
panjangnya yaitu berbutasan dcﬁgan jatan, sedang pada sebelah Sclatan Jatan dari tiuk -
D1-D2-D} ke titik C juga Penggugat tidak mengetabui panjangmya api berbutasas

dengan tanat. H. Muchtar dan Subeni,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marion yang e eranghan oi bawal:

sumapah bahwa batas-batas tanah sengketa adalsh sebelal Utara Lerhatasan dengaa Jaian

Pusi. Mo 4 17Mdy Oramsis 1k Oar, fibm 3tk da < }r
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Rava Kapuk scbelah Tinur dengan Jalan Baru sebelah Barat dengan Jalan Rave Auto
Aima Azal sediry matmt RMeIngAt EE RET N eunL mene e Pt ey

bahwa batas-batas 1anah sengketa adalah sebelah utzra berbatas dengan tanah bengkok
kepunyaan Pemerintah. Timur berbatas dengan tanah M. Naw.. Selﬂ.l_:u.r borbatas dengan
tanah Jaya Hutan, H Suheni dan tanah Tanpkin, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan

Cengkareng Kapuk ;

Menimtang, bahws Buki P-14 yaitu gambar/denah sketl tznah sengketa adalah
tidak bersesuai dengan tansh yang ditunju oleh Penguugat pads waki Majelis Hakim

melakukan Pemeriksaan di tempal objek sengketa ;

Menimbang. Uahwa pada waktu Majelis Hakim menznyakan Bukt P-i4 e ada

saksi Kamin ditempal nhjek sengkera, bahwa adapun dari titik A 1-A 2-A3 adalah tansh .

K.chun Jahe sedang titik B-B1-B2 adalah tanah Royani (lihat hasil/uambar pada waktu

pemeriksaan ditermpat objek smgk;ta} 3 :

Menimbang, bahwa Tergugat | mengemukakan tanab yany, dikussai Tergugat [
fidak seperti pada Bukt* P-14 tapi masth ada ke Uftara dan (wik B ke B3 titk dengan

panjang 19 langkah dewass (H2 n.cer);

Menimbng,  Liehwa Ecrdasurkun fakia-fakia  torsehol  lerovain tidak  ada
persesumiam entara Busti P-14 dengan keterangan saksi-saksi Penpgugzal (Merion dan
Kamin) baik yang dilerangkan dimuka persidangan mav-un yany ditunjuk di lapangan
begity juga dengan ditunjuk oleh Penggugat hal mana puta karena didalam bukai P-6/T-4
tidak tercantum ketepatran letak baias-batas tenah yang dibeli Tony Sugin (kalau betul
Tony Sugiti membeli tangh tersebut) ; |

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbanghan diatas kalay betit ada
leveringfpenyerahan tanah yene dibeli Tony Sugiri daii Jiraney Subagia Mulvadi‘Lie

(Ghoan Thiam pada :saat penandatanganan Akta Pengihat juak-beli No ™0 tanggal 0

Japuari 1987 (Bukti P 6/T-4) keuaps Tony Sughi alow ai: vourrncs il membed tands

dengan cara memalnk atay mesmasart tuah vaey dibel inovae aado): Perdangseng 18

Pl Mo B UTP TRy 1 By b § 0 o L3
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tabun Tamanya dan kenapa pula pada waktu diadakan pembebasan tanah aleh Tim
pcml‘:ehasan tanah pada tehun 1988 Para Peaguugat tiduk mengtichan keberatan atas

nembehasan tanah tersebut ' I

Menimbang. babwa berdasarkan pertimbanzan terschut berafasan hukum bukti

P-5/T-3 - P-6/T4 - P-7/T-5. dikesampingkan

Menimbang, behwa bukti P-8a - P-8b — P-3c dan P-84 haruslat dikesampingkan
karena berupa Ipeda/PDB tahun 1983 ~ 1984 - 1986 dan 1987 yang hm‘tu;-lmngan Bukti P-
6 karena gengikatrn jusl-beli baru dibuat pada t'anggal 10 Janiari 1987 sedanykan

Ipeda/PBB diterbitker pada tahun 1983 atas nama Tony Sugiri

Menimbang, bahwa Bukti P-9 yang sama dengan Bukti T.11-1 malah mendukun.s
dalil sangkafan Tergupat [ dan Targugal H, bahwa Tergugatl 1 telah memperoleh |1k

Pengelolaan atas tauuh sengkela tersebus

Menimbang, bahwa bukri P-10 oich karcia hartya berepa iabagnan barus puts

dikesampingkan ;

Merimbang, bahwa BuktiP 1I2—PI13 . P15- Plo- P17— 18- P9 - P20-
P.2{- P22 gleh karena tidak ada relevansinya dengan Objek sengketa, harus pula

dikesampingkan

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut ternyata Parn Penggugat
tidak berhasit membuktikan Dali) Gugatan sehingea dengan detnikian beralasan hukurm

vniuk menotak seluruh gugatan Penggugar.

RALAM REKOINVENSI

Menimbang, bshwa maksud dan tujoan Penggueat Rekonvensi adalah

sebagaimana divraikan diatas ;

Menimbang, lahwa guna menguatkan delil gugatannya, Pengpuga: Rekoovensi :

mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P.R-1 &/d P.R-15"

Pts. Mo PP, G4k Pri kL Bar. hiin 42 dad 4% {.
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Menimbang, batiwa Bukti P.R-1 scalah Berita Acara Serah terima tanah di
Kampung Malaks Kelumhsn Malaka, Kecamatan Jatineyarz Jakartz Timur, seloas
1.509.199,36 m2 dan di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat seluas
1.302 652,65 m? ueuk Sites dan service tanggal 3 Pebruari 198 dari Gubermur Kepala
Daerah, sedang Bukti P R-2 adnalah keputusan Jubermur Kepalz Daerah Khusus Thukota
Jakarta Ng.202 tahua 1979 tanggal 2 April 1579 tentans penguasagn perencangan dan
Peruntukan bidang tanait seluas + 334 Ha terletak di Kelurahan Kapuk dan Kelurahan
Cengkareng Wilayah Jskarta Barat dalam rangka Pembangunan Perumaban oleh

Perumnas ;

Menimbarg, bahwa berdasarkan Bukti P.R-3 vang same dengan bukii P-1¢
perihal masalah Tanah Gin C 1033 Persil 31b 5.1 seluas 5,165 Ha dart Persil 6 5.1 seluas

13, 325 Ha di Kecamatan (‘engkamng Jakartz Barat ;

Menimbang, bahm Bukhi P.R4=F.RS‘F.RE:—P_R‘?—P.RE-F;.R& FPRIG-FRH-PRI3-
R4 adalah Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi techadap tanah
Girik Garapan No Gitik 815 Persil No.6.8.11 dan terhadap vanah Girik C 1033 Fersil No &
5.1 dan Bukti P.R-15 vang sama dengan Bukti 7.I[-1dan P-2 #dalah Sertifikat Hax
Pengelolaan {HFL) Ne2 tercatal Pemegang Hek Perum Peru nnas berkedudukan i

Jakarta ;

Menimbang, bahwz dan Bukti P.R-1 s/d P.R-i5 terbulii bahwa Penggryat
Rekonvensi memperoleh tanah tersebut berdasarkan penyeraban dari Gu.barnur k apadta
3 Draerah Khusus Mwtkote Jakarta dan berdasarkan Pelepasan Hak dan Pembayara: gani

rugi yang dilekukan oleh Tergugat [ sehingga beralasan Hukum untik menyzatakan be™

o

tanah sengketa adalah sab milik Penggugat Rekonvensi dengan Hek Pengelais (Buk:.

P.R-15T.1-1/P-9}

Menin‘ihamg. bahwa Petitum Penggueat Rekonvensi pada poin No 3, No.& den

No.7 haruslah ditolak karens Tergugst Rekonvenst tidak Jasai diknl zgorikan sebagal

L

P No A t/PdN LM B Bar. bl 45 i 7 l
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telah melekukan perbuatan melawan Hukum hanya lantaran men-ajukan gupaten. karcng

hal tersebt raerupaican sustn hak spabila is mestsa haknya diganggy ;

Menimbang, batwa oleh Karena tidak ada penyitaan maka Petitum Penggngar

Rekonvensi pada pioin No.2 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Petitum Penagugal Rekouvensi . poin No.® oleh karena

kurang beralasan hokum haruslah ditolak :

DALAM KONVENS] DAN AEKONVENSI -
Menimbang, bshwa oleh karena Penggugat KonvensiTergupst Rekonvensi

beradn pada pihak yang kalzh beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan skan ketentuan hukum yang berhubungen “dengan yang

bermangkutan |

MENGADILTE:
DALAM KONYENS] -
DALAM PROVIS? -
Menolak Tunbuian Provisi renggugat ;
DALAM ERS#PSE ;
Menolak Lksepsi Teruupat 1
DALAM POKCX PERKARA, -

Menotak Gugatan Penggugat untuk seluruhnva |

DALAM REXKOQNVENS] - : o

Mengabutkan Gugatan Penpgugat Rekonvensi prtyk sebagtan |

Menyatakan ‘anah s'cngkcta'“adalah ali milik Pengpruval Rekonvensi |

Menolak gugatan Pengguyat Rekonvensi urtuh, seigin dan selebihnya ;
RALAM KONVENS] DAN REKONVENS]_:

Mengtinkum Penggugat Konvensi/Teryugat Rekonvensi untuk membayar biava
Perkura yang hingga kini berjumtah Rp.2.234.000,- (dua Juta Gaw ratas liga puduh empai

ribu rupiah} ;

LT Nﬂ.4IT;PdLE'r;'_‘.U-:Hr‘PN.Jl_ﬁ:Ea:. Dl o 45 l,
Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.




maa
gan yang dinyatakan terbuks urtuk umum

oleh Hakim K torgd iri
. oleb Hakim-Eakim Anggota yang sama,

dibantu gleh - A j
° : &% Pantters leguanil dan ditadiri oleh
. KUASA PARS - A
ENCERCAT M'fmm’r L campa’dihadiri olet
TERGUGAT - ﬂdln WMT
HAXIM - RATIM ANOGOW - HiFTH Towgi
e kA

PANITERL PENGGANTI

Administrasi : Rp 8000 -
Panggilan  Rp.900.000 -

Redaksi cRp. 3.000.-
M‘!.li':&i.____;_ﬁ_n_-,_ﬁzﬂ@_.:
Jhmiah : R1.959.000.-

i i
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PUTUSAN

NOMOR :1RQ/PDT/2006/PT.DKI

¢l
DEMI KEAD'LAN BERDASARKAN KE]HH#M-*F&NG 'P_@\Hh ESA

Pengadilan Tinggl Jakérta, yang nemerksa dan mengadil
perkara-nerkara perdatz  dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dafam perkara antars

1. NY_NELLI SURIJATY, berslamat di JI. Tanzh foang il
Mo. 87 A Jakarta Pusal:
2. NY. ASTRID SUGIR! (ASTRID WINARKCH bsralama:

di JI. Gunung Sahari 1l No. 8, Jakarta Fusat (keduanys
adalah ahli waris dari alm. Tony Sugiri yaitu istri dan

anak dari alm. Tony Sugiri sesuai dengan surat
keterangan waris tanggal 30 Jul 2004}

dalam hal ini kedua-duanya diwakili oleh Kuasanyz H.

o ?"f:'summu HASIBUAN, SH dan MAUREEN WALINGKAS,

3H: Muanya Pengacara pada Law Office Haszibuan

Iu’au:e%n dan Associales beralamat @i J1, Cikini Rava No,

‘ arta Pusat, berdasarkar Swral Fuaza Khusus
iéri'gl_r;ggal 16 September 2004 untak  selanjutnya disebut

fﬁ& PEMBANDING/PARA PENGGUGAT KONPENS]
dan PARA TERGUGAT REKONPEMSI ;

LAWAN

1. PERUM PERUMNAS KANTOR PUSAT, beralamai di

JIl. DI Panjaitan Kav, 11 Jakarla 13340 cq. PERUM
PERUMNAS CENGKARTDMNG, heslanior < JL Ravs
Kamal Cengkareng, Jakarta Barat da’sm hal in
diwakili oteh kuasanya BUNGARAN SITANGGANG,
SH.MH., ACHMAD MULIAD! SHAMH., SARALA
PANGARIBUAM, SH., SINDAR
keampatnya adalah Advokat dar kanior Advekat asn
Pengacara Bungzran Sitanggang £ Associates

baralamat- -cmaeeee-. E‘
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beralamat di Ji. Jatinegara Berat 54 £ Sukit Puri Plaza
A/12 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kusea Khusus
tanggai 10 Januar 2005, untuk selanjutnya disetut

TERBANDING | ¢ TERGUGAT | KONPENSI
PENGGUGAT REKONPENS::

2. P AH R. DEPARTEMEN ALA_r,!

NEGER]| R.l. Cqg. QUBERHUE DKl JAKARTA C. g
WALIKOTA MADYA JAKARTA BARAT Cg. KEPALA

RTANA Sl NA! B
JAKARTA BARAT, oeratamat di Ji. I(ernbangan Utara
{Komplek Permata Buana) Jakarta Barat dalam hal in:
diwakili cleh kuasanya SUNARDI berdasarkan Surat
Kuasa Mo. 2295/08 03-H4.F untuk selanjutnyz diser:u

., IERBANDING INTERGUGAY || ;

Ty
Y
L,

| é'"‘.':‘ Y. BERNAD INGGRID SUGIRI,  dahuly
a?}anampat finggal di JI. Tanah Abang I1/67-A, Jake1a

ekarang tidak diketahui lagi atamatnya di Wilayah
,4.’ Republik Indonesia, uptuk salanjutnya asebut TURUT

TERBANDING/TURUT TERGUGAT -

o A
4
:1
w

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan su-at-syrat yang
berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA -

Memperhatikan dan menguwtip hal-hal yang termuat daizm.
turunan putusan Pengadilan Neger Jakarta Barat tanggal N8
Juni 2005 Nomor :417/Fdt.G/2004/PN. Ikt Bar.,. dalam pemar.:-
antara para pihak tersebut di atas yang amarnya sebagai be kit

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVIS] -
- Menoiak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DAL AR -—mer ‘j’
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DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat | ;

DALAM POKOK PERKARA .
- Menolak Gugatan Penggugat untuk se1umﬁnya ;

DALAM REKONVENSI :

-~ Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ur.tuk sebagian ;
- Menyatakan tanah sengketa adalah sah memiiik Penggugat
P.akonvensi

Wenolak gugatan Panggugat Rekonvensi untuk: selain dan
se'ebihnya : :

DALAM KONVENS] DAN REKONVEMNS]

... = Menghukum Panggugat KenvensifTergugat Rekonvensi untux

membayar. biayg percara yang hingga kini berumiah Rn.
: G 2.234.000,- {dua’juta dua ratus tiga puluh empat -ibu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarksn Akta Permohonan
Banding tanggal 22 Juni 2005 Nomor :417/PdtGI2004/PN. Jkt.
Bar. yang dibvat oleh NY. HERAWAT] SIKKI, SH. MH.
Panitera!Sekretaris Pengadilan Negen Jakarta Barat yang
menaeangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2005 kuas: Para
Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi telah menyatakan
banding terhadap putusan P&n_gadilan Negeri Jakarta Barat
tanggal 09 Juni 2005 Nomor :417/Pdt.Gr2004/PN. Jkt. Bar, :

Menimbellng, bahwa pemohonan banding yang dizjukan
oleh kuasa Para Pembanding/Para Penggugat KonpensiPara
Tergugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding KT ergn.iga: | KonpensifPenggugat Rekonpensi dan
kepada Taméndlng ITergugat 1l Konpensi dan Tuns
Terbanding/Turut Tergugat paqa tanggal 23 Pebruari 2006 ; -

Menimbang, ———-—- ? :'
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Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat
Konpens/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memort
banding tertanggal 24 Nopember 2005 dan telrh diberitahukan
kepada Terbanding I/Tergugat | KnnpensiIPenggL}gaf Rekonpensi
Jan kepada Terbanding Il/Tergugat |l Konpens! dan Tuorut
Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2006

Menimbang, bahwa Terbanding UTergugat ¢ Konpensi/
Penggugat Rekonpensi dan kepada Terbanding Il/Tergugat Il
Kenpensi dan Turut Terbanding/Turut Tergugat sampat perkara ini

dipulus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra mer ori
banding ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat
pens¥Para- Tergugat - Rekonpensi  telah mengaitkan
ahan memori banding tertanggal 18 Mei 2006 '

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarts Barat pada
tanggal 20 Maret 2008 telah memberl kesempatan kepada Pars
Para Pembanding/Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat
Rekonpensi  untuk niembaca dan mempelajari (inzage) berkas

perkare dalam tenggang waktu 14 (empat beias) hari kefja
terhitung mulai tanggal 20 Maret 2008:

Menimbang, bahwa Pengacilan Negeri Jakana Barat pada
tanggal 04 April 2006 talah memberi kesempatan kepada
Terbanding /Tergugat | KonpensifPenggugat Rekonpensi dan
Terbanding NfTergugat # Konpensl untuk membaca dan
mempelajari {inzage) barkas perkara dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari kerjs terhitung muiai tanggal 04 April 20086 -

Menimbang, bahwa Pangadilan Negeri Jakerta Barat pada
tanggal 18 April 2006 telah memberi kesempatan kepada Turut
Terbanding/Tttrut Tergugat untuk membaca dan mempelajari
(inzage) berkas perkara dalam fenggang wakitu 14 (empat

YUY N—
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belas) hari kerja terhitung mulal tanggal 19 April 20086 :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan {Jandfng cleh Para
Pembanding/Para Penggugat Konpe :sifPara ~ Tergugat
Rekorpensi disjukan dalam tenggang waltu dan dengan cara
serta telah memenuhi syarat-syarat menurut undang undang,
maka permohenan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setolah memeriksa, mempelajari dan
mencermatl secara seksama  berkas perkara beserta safinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakaria Barat tangga! 09
Juni 2005 Nomor :417/Pat GI2004/PN. Jkt. Bar, membaca .dan
mempearhatkan memor banding dan tambahan memaori bandmg
d:;m Para Pembandmngara Penggugat KnnpansﬁPara Terguga:
'-._Rﬁkonpensl maka Msielie Hakim Tingkat Barding berpendapst
'bﬂﬂwa alasan alasan, pestimbangan hukum - dan kesimpuian
o Majelrs Hakim Tingkat Pertama dalam perkars tersebut telah tepat
::"r.ian benar; oleh karena ity dijadikan sebagai alasan dar
- ‘parhrnbangan hukum bagi Majetis Hakim Tingkat Banding sendiri
dalarm memutus perkara ini dalam tingkat banding :

Merimbang, bzhwa selain ity terhadap keberatan-keberatan
daiam memori  banding Para Pembanding/Para Penggugat
KonpensifPara Tergugat Rekonpensi teinyata tigak terdapst

alasan-alasan hukum yang kuat yang dapat melemahkan putusan
Majel's Hakim Tingkat Pertama tersebut :

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan
- perlimbangan tersebut diatas, maks Putusan PenJadilan MNegart
Jakarta Baret tanggal 09 Juni 2005 Nomor A417/PdL.G/2004/PN,

Jit.-Bar., yang dimohonkan barding tersebut dapat dlpedahankan
dan dikuatkan :

Menimbang, bahwa karenas Para Pen"mandin'g [ Para®

Penggugat- - ---._.
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Penggugat KonpensiFara Tergugat Rekonpensi berada pada
pihak yang kalah, maka ja dihukurs untuk membayar ongkos
perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomdr 20 Tahun 1547 jo
Undang-JUndang No. 4 tahun 2004 dan peraturan-paraturan lain
yarng berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADIL:

- Menerima permohonan bandirg dari Kuasa Parg Pembandu;rg
Para Penggugat Konpensi/Para Teryugat: Rekonpensi - s
1 .Manguatkan Putusan  Pengadilan Negen Jakarta Baral
tanggal 08 Juni 2005 Nomor :417/Pdt.GI2004/PN. Jkt. Bar.,
‘yang dimohenkan banding tersebut ;

R M'enghukurn Para Pembanding/Fara Pengguijat Konpensi/
' Para Tergiwat Rekonpensi untuk mernbayar ongkes perkara
pada kedua tingket peraditan, yang dalam tingkat banding
c'tetapkan sebesar Rp. 300, 000,- {tiga ratus ribu rupie hy ;

Demikiantah diputuskan dalam fapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadifan Tinggj Jakarta pada har - RASU
tanggal 20 September 2008 Bieh Komi - H. BEN SUHANLCA

~BYAH, $H., Ketua Pengadilan Tinggi DK Jakarta selaku Hak.m
Kel:a Majelis., H. RUSDY AS'AD, SH.MH. dan - H. MOHAMMAL
SALEH, SH. MH., masipg - masing selaku Hakim Anggota
Majeliz, vang berdasarkan. Penetapan Ketug Pengadilan Tinggt
DKl Jakarta Wo.1768/Pern/2008/180/Pdi20068/ FT Did! tangga! 2
Agustus 2008 ditunjuk selaku Majelis Hakim unfuk memeticas dan
mengadili perkara ini dalam peradilan tingaat bandmg._ rliugn s
tersebut pada har ity juga diucapkan datary persidangsn iy

terbuka- s

Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011.



T P S U - . S PR ot

ot AL oy W e M e A i
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi
" Sfen’ Pars Hakim Anggota Majelis tersebut, dihadiri oleh DAVID
*« DAPA Fh, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKl
, para pihak yang barperkara |
F

HAKIM KETUA MAJELIS,
*

agan Asiinys . ; n
s e PANITERA PENGGANTI,

GLIAKARTA
SM . -
HARAHAP, 54.MU.
Rp. 6.000-
2. Redaksi —eee-Rp,  3.000,-
3, Administrasi-cesssese--—e Rp. 75.000,-
4. Pemberkasan

Rp. 216.000.-
._ y

Jumiah-cesserer—Rp. 300.000 -
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PUTUS AN
No. 1930 KPdtr2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :

1. NY. NELLI SURIJATI, bertsmpat tinggal di JI. Tanah Abang
Mo, €7 A Jakarta Pusat yang merupakan kuasa dari NY.
ASTRID SUGIRI (ASTRID WINARKO!} anak/ahli waris dari
Alm.Tony Sugiri ;

2. NY.ASTRID SUGIRI (ASTRID WINARKO), bartempat tinggat
di J. Gunung Sabarl i No. 8 Jakarta Pusat {kéduanya adalah
ahli waris dari atm. Tony Sugini yaitu Isteri dan anak darf Aim.
Tony Sugiri sesuai dengan Surat Kederangan Waris tanggal
30 Juli 2004, dalam hal inl memberl kuasa kepada 1. H.
SUDJAAN HASIBUAN, 8H., 2. MAUREEN 5.
WALINGKAS, SH,, 3. BUDIMARTO HALIM, 4. HA, RAHIM
HASIBUAM, SH., Advokat, barkantor di JI. Cikini Raya No. 45
Lt. 2 Jakarta Pusat ;

Para - Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para

Pambanding ;

melawan:

1. PERUM PERUMNAS KANTOR PUSAT, beralamat di JI. D.I.
Panjaitan Kay. 11 Jakarta 13340 cq. PERUM PERUMNAS
CENGKARENG, barkantor di JI. Raya Kamal Cengkareng,
Jakarta Barat ;

2. PEMERINTAH R.l. cq. DEPARTEMEN DALAM NEGER! R.1,
cg. GUBERNUR DKl JAKARTA cgq. WALIKOTA MADYA
JAKARTA BARAT cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BF'N) JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jl.
Kemhaﬁgan itama (Komplek Permata Buana) Jakarta Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tesbanding ;

dan

NY. BERNADETTE INGGRID SUGIRI, dahulu bertempat tinggal

di J\. Tanah Abang H/E7-A Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Mo, 1830 KPdp2007

4
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Turut Temnohon Kasasi dahuly  Tunst Tergugat/Turut
Tesbanding ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-aurat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa darl surat-surat tersebut temyata bahwa sekarang
Para Psmohen Kasasi dahulu  sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Temohon Kasasl dan Turut Termohon Kasasi sebagal Tergugat dan
Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada
pokoknya atag dalil-dalil :

Bahwa sesuai dengan Akle Kematian No. 51/JP/1988 tanggal 23
Januari 1988 Alm, Tony Sugiri meninggat dunia pada tanggal 18 Januari 1988,
dan meninggalkan isteri (yaitu Ny. Neli Surjat) dan 2-{dua} orang anak
perempuan yaitu Ny. Astrid Sugii Winarko dan Ny. Bemadette Inggrid Sugiri
(bukf P 1) ;

Bahwa Ny. B. Inggrid Sugll pada tanggal 21 Januari 1988 sesuai
dengan Akte Penolakan Hak Mewaris No. 35 tanggal 21 Januari 1988 di
hadapan Notans F.J. Mawati, SH. telah menolak harta-harta warisan dari Alm
Tony Sugir (bukti P-1ty ; -

Bahwa sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal
15 Maret 1988 No. 02/198B/Penclakan, Ny. B. Inggrid Sugir (salah satu ahii
waris Alm Tony Sugiri) telah menyatakan menolak warisan dari Asm. Tany Sugiri
(bukti P-IM) ;

Bahwa berdasarkan Akis Keterangan tentang Hak Warisan No. 1/88
tanggal 24 Maret 1988 dari Notaris Hobropoerwanto, diterangkan bahwa dari
perkawinan Alm.Tony Sugiri dengan Ny. Nelli Surati telah tahir 2 anak
perempuan yaltu Ny. B. Inggrid Sugiri dan Ny. Astrid Sugiri (bukti P-IV) ;

Bahwa di dalam Akbe Notaris Hobropoerwanto No. 1/88 tanggal 24
Maret 1888 tersebut, dinyatakan dan dielaskan bahwa Ny. B.gorid Sugini
dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/1088/Penclakan
tanggal 15 maret 1986 telah menclak harta warisan Alm. Tony Sugiri ;

Bahwa cleh karena salah satu ahli waris Alm. Tony Sugiri yaitu Ny. B.
Ingrid Sugiri telah menyatakan menolak harta warisan Alm. Tony Sugiri, maka
untuk memenuhi dan melengkapi ketentuan hukum acama formil Ny. B. Inggrid
Sugiri ditempatkan statusnya sebagai turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli No, 10 tanggal tQ
Januari 1987 yang dibuat dihadapan F.J Mawati §H, Notaris di Jakarts,

Harl, 2 dari 22 hal. Put, No. 1930 K/Poy2007
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Penggugat telah membeli sebidang tanah dari subagia mulyadi {d/h. Lie Goan
Thiam ), yaitu tanah hak millk adat (Giik C.1033) persil 6.5.1 seluas 133.950 M2
(#13.395 Ha), vang terletak di kel, Cengkareng Tirnur, kec, Cengkareng, Jakarta
Barat (bukti P-V danP-\1} ;

Bahwa pada saat ditandatanganinya Akte Pangikatan Jual Beli No.10
tanggal 1C Januari 1987 tersebut, tefah dibuat dan ditandatangani Juga Akte
Kuasa No.17 tanggal 10 Januarl 1987, antara Jimmy Subagia Mulyadi (d/h Lie
Goan Thiam) sebagai pember kussa (penjual) dengan Tony Sugir sebagai
penerima kuasa (pembeli) {buktl P V1I) ;

Bahwa di dalam Akle Kuasa No.11 tanggal 10 Januari 1987 tersebut,
disebutkan penjual tetah memberikan kuasa kepada psmbeli untuk dan atas
namsa pemberi kuasa menjual kepada dirirrya sendiri stau kepada pihak lain,
sebagian atau seluruhnya dari tanah Miik Adat Gink C 1033 persil 8.5.1
terseburt ;

Bahwa secara hukum dengan ditandatanganinya Akte Penglkatan Jual
Beli No. 10 tanggal 40 Januari 1987 dan Akte Kuasa No, 11 tanggal 10 Januasi
1987 yang semurniys dibuat dl hadapan F.J. Mawati, SH, Notars di Jakarta,
serta tanah tersebut telah diadakan penyarahan atau (levering) oleh penjual
(Jimy Subagia Meulyadi al. Lie Goan Thiam) kepada permnbeli (Tony Sugir) maka
sah Tanah Girik C.1033 persil 6.8.] seluas 133.950 M2 menjadi milik Penggugat
(Tony Sugiri) ;

Bakwa sejak saat itw {1987) tanah tersabut diusahai oleh Penggugat
dengan tanaman-tanaman, dan pada waktu terjadi banjir basar, dan tidak bisa
diusahain lagi maka untuk sementara tanah tersabut diserahkan untuk dijaga
kepada 3 orang warga setempat :

Bahwa kewajiban kepada Pemsrintah (seperti IPEDA dan PEB) tetap
dibayar oleh Penggugat, dan beralan sampai tahun 1993 (bukti P-V1l A, VIII B,
VITC, VIID) ; |

Balwa pada tahun 1998 ade kebijakan Perr'tarintah yang
memerintahkan agar semua tanahAahan kosong dimanfaatkan untuk warga
yang tidak mampu di tempat tinggal, dan sejak saat itu, kahan mifik Penggugat
fersebut, didirikan bangunan tempat tinggal oleh penduduk ;

Bahwa pada saat tu Penggugat kaget sekali setelah menyetahui
bahwa tanah Penggugat Girk C, 1033 persil 8.5.] tersabut telah diterbitkan
Sertifikatnya cleh Tergugat Il (BPN Jakarta Barat) yaitu Sertifikat HPL No. 2
tanggal 24 Pebruari 1993 terdaftar atas nama Perum Perumnas (Tergugat I)
seluas 390.420 m2 ( + 99 Ha) (bukt P-1X) ;
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Bahwa Sertifikat HPL No. 2 seluas 890.420 m (+ 99 ha) tersabut, salain
tanah milik Penggugat (Girik C. 1033 persit 8.5.1 seluas 133.950 m2) termasuk
juga tahah warga dan penduduk lainnya, dan sangat mengherankan sskali
kenapa dan apa dasar hukumnnya Tergugat Il menerbitkan Sertiftkat HPL. No, 2
ataz nama Perum Perumnas, pada hal Penggugat sama sekali tidak pemah
menjual, melepaskan haknya atau membebaskan tanah tersebut kepada
Tergugat | (Perum Perumnas) atau kepada pihak lainnya ; .

Bahwa di dafam Sertifkat HPL No. 2 atas nama Perum Perurnnas,
Seluas 990.420 m2 tersaburt, jelas dinyatakan antara lain :

a.  Aaal persil "Pembearian Hak Pengelolaan® ;

b.  Surat Keputusan Kepala BPN No. 137/HPL/BPN/1992 tanggal 26 Oktober
18902 ;

¢.  Berlaku Hak selama dipergunakan untuk Proyek Perumahan Nasional ;

d.  Penunjuk Tanah Adat (antara lain tanzh adat sx C. 1033 persil 6.5.1) lihat
halaman 3 buku Sertifikat :

Bahwa di dalam Serfificat HPL No. 2 seluas 990.420 m2, tercatat ada
beberapa buah Girk Hak Milik Adat yang dimasuikan ke dalam Sertifikat
tersebut, tetapi tidak jefas apakah ada yang sudah dibebaskan oleh Tergugat I,
karera yang jelas tanah milik Penggugat ) yaitu Girik C 1033 persil 6. ( seiyas
133.950 m2 sama sekali belurm pemnah dibebaskan dan dilepaskan haknya oleh
Penggugat kepada Tergugat | ;

Bahwa tindakan Tergugat N (BPN) yang memasukkan tanah milik
Penggugat seluas 133,850 m2 (Glrik C. 1033 persil 6.5.0) ke dalam Sertifikst
HPL No. 2 atas nama Parum Perumnas (Tergugat 1) ssolah-olah tanah terssbut
telah dibebaskan, adalah suaty tindakan yang melawan hukum, yaitu suatu
perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman berupa penggelapan :

Bahwa dengan dimasikannya tanah milik Penggugat sefyas 133950
m2 ke dalam Sertifiket HPL No. 2, Penggugat sangat dlrugilkan sekali, baik mogil
maupun materil dan dengan adanya perbustan inf, seclah-olah Tergugat |
merasa dirinya sebagai pemilk dar tanah Girk . 1033 persil 8.5.1 seluras
133.950 m2 ; W

Bahwa pada pertengahan fahun 2003, Walikota Jakarta Barat telah
memerintahkan agar seluas tanah yang ditempati cleh para penggarap/
penduduk di Wilayah Cangkarsng Timur segera ditertibkan dan dibongkar untuk
dikembalikan dan diserahkan kepada pemiliknya, termasuklah fanah milik
Penggugat Girik C 1033 seluas 133.950 m2 :
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Bahwa setelah selesai pembongkaran bangunan-bangunan tanpa §in
tersebut tanah itu langsung dikuasal secara phisik oleh Tergugat | {(Perum
Perumnas) dan dipagar tembok sekilllingnya :

Bahwa Penggugat mefalui kuasanya pada waktu Itu Bapak Makmun
Sttanggang, telah beberapa kafi mengirimkan surat kepada Tergugat | {Perum
Perurmnas), agar tanah milik Penggugat tersebut (seluas 133.950 m2)
dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat | dengan #tikad yang tidak
balk tidak bersedia mengembaRkannya dengan alasan tanah terssbut telah
dibebaskan cleh Tergugat | kepada panggarap :

Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat I (Perum Parﬁhmas} tanggal 27
Pebruari 2003 No. Dint0B0/&2412003 {bukti P-X), Tergugat | mengatakan pada
butir No. 3 sebagai berikut : "Atas tanah C. 1033 persit 8.5.1 selyas 133,950 m2
telah diserahkan pengelolsannya olsh Lie Goan Thiam kepada Tony Sugin
{Penggugat) berdasarkan Akte Nctaris F.J. Mawati No. 10 tanggal 10 Januar
1987, adapun pmbayaranr[ya oleh Perum Pemmmnas diserahkan kepada
beberapa penggarap yang secara phisik menguassai tanah tersebut sesuai
ketetapan dari BPN dan pelaksammannya metalui Panitia Pembebasan Tanah™

Bahwa jelas menurut pengakuan Tergugat 1, tanah Girk C. 1033 persil
6. 5.1 seluas 133.950 m2 dibebaskan oleh Tergugat | dari penggarap-penggarap
dan bukan dari psmilk yang sebenarnya {Penggugat} dengan demikian jelas
Tergugat | telah melakukan kekeliruan yang fatal, yang akibatnya merugikan
dirinya sendiri ;

Bahwa Tergugat | mengakui adanya Girk C 1033 persil 6.5.1 setuas
133.850 m2, dan mengakui pulg Girk C. 1033 persil 8.5.] tersebut adalah hak
millk dari Tony Sugid (Penggugat), lhat butir No. 3 darl Surat Terguat | tanggal
27 Pebruari 2003 ; :

Bahwa dengan pengakuan dari Tergugat ) tersebut, jelasigh dan tidak
dapat dibantah, tanah sengketa Girik C.1033 persil 6.5.] sefuas 133.050 m2
adalah milik yang sah dari Panggugat ;

Bahwa oleh karena tanah terssbut masih dalam penguassan phisik
oleh Tergugat | maka untuk siénjamin gugatan Penggugat ini, Penggugat
mohon ke hadapan Bapak Kstra ' Pengadilan Negeri, berkenan kiranya
meletakkan sita jaminan {CB) khusus terhadap : sebidang tanah seluas 133.950
m3, terletak di Kel. Cengkareng Timur Rt. .../Rw... , Kec, Cengkareng, Jakarta
Barat seluas + 133.850 m2 yaitu tansh Girik C. 1033 persil 8.5.)
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Batwa tanah milik Penggugat tersabut sekarang ini dalam keadaan
dipagar seluruhnya/sekeflingnya oleh Tergugat | dengan tembok setinggi ......
m, dan Penggugat mohon agar tembok tersabut dibongkar dan dikembalikan
kepada keadaan semula ;

Bahwa secara juridis Penggugat telash sah memiliki tanah seluas
133.950 m2 tersebut sejak tahun 1987 sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli
No. 10 tanggal 10 Januari 1987 dan, Akte Kuasa No. 11 tanggal 10 Januari
1987 dan Tergugat |) dengan penmintaan Tergugat | telah menarbitkan Sertifkat
HPL No. 2 pada tahun 1592 seluas 880.420 m2, di mana tanah milik Fenggugat
seluas 133.950 m2 telah tunst dimasukkan di datam Sertifikat HPL No, 2
tersebut, sehingga Penggugat telah dirugikan karena tidak daﬁﬁt mengetola dan
mengerjakan tanah tersebut sebesar Rp. 8.000.000.- par hektar untuk setahun
berarti jika 133.950 m2 (13.5 ha) = 13.5 x Rp. B.000.000 x 11 tahun = Rp.
11.8806.000.000,- ; 4

Bahwa Tergugat ssbagai suats instansl pemerintah di bidang
Partanahan/Agraria, kurang teliti dan kurang berhati-hati menerbitkan suaty
settifikat {i.c. HPL No.2), karena tanah miiik Penggugat Girik C.1033 Persil 6.3
seluas 133.950 M2 oleh Tergugat |l diikut sertakan untuk dimasukkan ke dalam
sertifikat HPL No.2 atas nama Perum Perumnas, padahal tanah milik Penggugat
tersebut sama sekali belum dibebaskan dan betum ada pelepasan hakfjual beti
antara Penggugat dengan Tergugat-l ;

Bahwa Tergugat ! sendiri mengakui dalam suratnya tanggal 27 Pebruari
2003 belum ada pembebasan atas tanah tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat |, menurut pengakuan Tergugat |, Tergugat | hanya pamah membayar
ganti kerugian kepada penggarap-psnggarap {penggarap bukanlah pemilik),
oleh karenanya Tergugat [ salah pasaran (jika memang benar pemah
membayar ganti rugi kepada penggarap-penggarap)

Bahwa sebagai akibat tindakan dan perbuatan Tergugat | dan Tergugat
Il dalam masaiah ini, Pengguget mengatami kerugian yang sangat besar, baik
morel maupun materie), yang harus dibayar dan dibebankan kepada Tergugat |
dan Tergugat Il untuk membayar secara tanggung menanggung kepada
Penggugat ;

Bahwa darl data-data dan uraian di atas, jelastah penerbitan Sertifikat
HPL No. 2 atas nama Tergugat | sangat lemah dan cacat hukum, tidak melabui
prosedur serta tidak memenuhi syarat-syarat dan oleh karenanya harus
dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :
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Bahwa penerbitan Sertifikat HPL No. 2 atas nama Tergugat | tidak
memenuhi syarat-syarat formil. dan matsrial dan ditinjau dari segi juridis formif
adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karena berakibat batal demi hukum '

Bahwa oleh karena gugatan perkara Ini menyangkut dengan hak
kepemilikan Penggugat, sedang tanah sengketa dalam penguasaan Tergugat |,
serta Serfifikat HPL No. 2 tidak sah dan cacat hukum, mohon putusan ini dapat
dilaksanakan dengan serte merts, walaupun ada perlawanan banding atau
Kasasi ;

Bsrdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon berkenan
kiranya Pengadilan Negeri memutuskan :

DALAM PROVISI ; .

Pengaditan Negeri memerintahkan kepada Tergugat | untuk tidak
metakukan tindakan paksa menguasal phisik atas tanah Girik C. 1032 persil 6.8,1
seluas 133.950 M2, serta menghentikan semus pemagaran dan pembangunan
atas tanah tersebut dan dinyatakan dalam keadaan status que ;

DALAM POKOK PERKARA ; .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk ssiuruhnya -

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan dalam
perkara ini teshadap tanah Girk C.1033 Persil 6.5.1 seluas 133.050 M2
terletak di kel. Cengkareng Timur RT.... RW.... Jakarta Barat :

3. Menyatakan Sah dan berkekuatan putusan previsi yang dijatuhkan dafam
perkara ini ; :

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Pemilik yang sah atas
tanah Girik €.1033 persil-6:8.1 seluas 133.950 M2 sesyaj dengan Akte
Pengikatan Jual Beli No.10tanggal 10 Januari 1987 dan akte Kuasa No.11
tanggal 10 Januari 1887 yang diperhuat dihadapan F.J Mawati, SH Notaris
di Jakarta ;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat | yang melakukan tindakan paksa
Menguasai tanah Girk C.1033 Persil 8.5.] Sefuas 133.950 M2 terletak di
Cengkareng Témur dan telah mefakukan pemagaran yaitu perbuatan
melawan hukum yang sangat mesugikan Penggugat :

6. Menyatakan bahwa Sertifikat HPL No, 2 Tahun 1993 saluas 880.420 m2
atas nama 'fergugat | yang telah turut di dalarmnya tanah miik Penggugat,
seluas 133.950 m2 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat Il tidak sah,
cacat hukum dan harus dibatalkan .

7. Menghukum Tergugat |, Tergugat il dan Turut Tergugat untuk mematuhi
bunyi putusan dalam perkara ini, dan menghukum Tergugat H untuk segera

..
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10.

1.

12.

mengeluarkanﬁnamlaahkmhtamh Penggugat seluas 133.850 m2 dari
Sertifikat HPL No. 2 Tahun 1983 yang lerdaftar atas nama Tergugat |
{Perum Perumnas)

Menghukum Tergugat ! untuk segera dalam waktu 8 han sajak putusan
diucapkan untuk menyerahkan dan mengerballkan tanah tersabut dalam
keadaan baik dan kosong kepada Penggugat :

Menghukum Tergugat | dan I urtuk membayar gantl kerugian kepada
Penggugat sebesar Rp. 11.880.000.000,- karena selama 11 tahun
Penggugat tidak dapat menkkmati hasit keuntungan dar tanah tersebut :
Menghukum Tergugat I untuk - membayar uang ‘paksa scbesar Rp.
4.000.000,-iap hari sejak putusan diucapkan, apabila Tergugat ! lalai dan
tidak mengosongkan serta menyerahkan tanah tersebit pada Penggugat
dalam keadaan baik dan kosong ;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun
ada perlawanan, banding atau kasasj {Ultvoerbaar bij veorraad) :

Menghukum Tergugat | dan |l untuk membayar biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini . :

Atau : jika Pengadilan Negevi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-
adiinya rmenurut hukurm;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat | mengajukan

eksepsi dan gugatan bafik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalf-daf sobagai
berikut :
EKSEPSI ERROR IN PERSONA -

1.

Bahwa Penggugat yang diwakill oleh Ny. Nelly Surijati dan Ny. Inggrid
Sugirl ssbagaimana dalam gugatannya point 1 a/d & amat sangat diragukan
kapasitas dan ltkad baiknya bestindak Ltk dan atas nama serta mewakd
kepentingan ahli waris quna mengurus warlsan atm. Tony Sugiri. Oleh
karena dalam gugatan Penggugat menyerahkan bahtwa, Tony Sugir,
mempunyai isteri, Ny, Nefll Surjati dengan 2 (dua) orang anak pérempuan
yaitu, Ny. Astrid Sugiri dan Bemadetio Inggrid Sugiri oleh karena My. B.
Inggrid Sugiri telah menoclak warisan maka ditempatkan sebagai Turut
Tergugat -If ;

Bahwa penempatan Ny. 8. Inggrid Sugin sebagai Tanat Tergugat |l datam
perkara a quo adalah atas dasar penclakan yang bersangkutan terhadap
harta warisan alm Tony Stgir, sebagaimana dimaksud Akte No. 35 yang
dibuat di hadapan F.J. Mawati, SH Notaris di Jakarta pembuatan Akta
penclakan tersetut sangat diragukan kesbsahannya olah karena, Alm.

Hal. 8 der 22 hat. Put. No, 1930 KPR 2007

Perlindungan hukum..., Chatrine Pasu Panjaitan, FH Ul, 2011. .-



Tony Sugiri, meninggal tanggal 18 Januari 1988 sesuai Akta Kematian No.
51/JP/1088 tanggal 23 Januvari 1988, dan 3 (iga) har kemudian
ditandatanganl akte penclakan harta warisan tanggal 21 Januari 1988
Dengan kata lain Tunt Tergugat Il masih dalam suasana berkabung
mampu memikikan dan menandatangani Akta Penolakan Hak Waria?
Apakah telah dipersiapkan ssbelumnya ketika pembuatan Akta Pengikatan
Jugl Beli No. 11 tanggal 10 Januari 1887 :

3. Bahwa kejanggalan di atas ditambah Akia No. 1788 tanggal 24 Maret 1088,
yang dibuat oleh Hobropoerwanto, SH Notarls di Jakarta tentang
penjelasan penolakan hak mewansi itu 2emakin menimbulkan kecurigaan,
dan terkesan sengaja diciptakan untuk memisahkan Turut Tergugat Il dari
Penggugat karena Turut Tergugat Il tidak mau mangambil yang bukan
haknya. Oleh karena ttu maka Tergugat 1 memohon agar Majeliz
memerintahkan kepada Para Penggugat menghadirkan Turut Tergugat |
dengan Ny. Astrid, dalam sidang iri, dan atsy menyatakan bahwa gugatan
Penggugat kurang sempuma -karena kurang pihak oleh karenanya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

Eksopsi Obscuur Libel ;

- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas obscuur libel oleh karena
Penggugat tidak dapat menunjuk tanah sengketa secara jelas, balk
alamat maupun objek yeng pasti terietak di dan daengan barbatasan
dengan siapa. Oleh karena Penggugat tidak mampu menunjuk secara
jelas tanah yang digugatnya serta batas-batasnya yang merupakan
syarat mutiak dalam suatu gugatan maka mengakibatkan gugatan itu
menjad| gugur karena tidak memenuhi syarat (vide putusan Mahkarmah
Agung R! No. 81 K/Sip/1871/ tanggal B Jull 1873 jo, No. 565 K/Sip/1973
tanggal 21 Agustus 1973) dengan demikizn maka gugatan yang kurang
memenuhi syaral sebagaimana ditentukan di atas rmaka_gugatan itu
menjadi gugur dan karsnanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DA NVEN U I
Bahwa Tergugat | delam konvensi sekarang menjadi Penggugat

dengan ini mengajuken Gugatan Rekonvensi tethadap Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi asal, selanjutya disebut sebagal Penggugat

Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi asal, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Rekonvensi.
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Adapun alasan adalgh sebagai berikut :

1.

Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban dalam konvensi di atas
mohon juga dianggap telah masuk dalam Rekonvensi inl menjadi satu
kesatuan yang tidak terptsahkan dengan Gugatan Rekonvensi inj.

Bahwa Penggugat RekonvensiTergugat | Kovensi adalah satu-saunya
Pemilik yang sah atas tanah bekas hak milik Adat Girik C.1033 yang
terletak dan dikenal wmum di Cengkareng Timur dahwlu Keluran

Cengkareng Jakarta Barat Rt 03 Rw. 10 dengan batas-batas sebagai
berikut :

Utara :Jl Kamal

Timur . Perum Perumnas
Selatan . Perum Parumnas
Barat :  Perum Perumnas

Bahwa Pengugat Rekonvensi sebagai Perusahaan Umum Pembangunan
Ferumahan Nasimal [telah menerima hak secara dersvatif PTB
hen:lasarkan Penyerahan tanah dari Gubemur DKI Jakarts soluas
130,2652.65 Ha yang terietak di Daerah Kel. Cengkareng Timur Jakarta
Barat sesuai dengan Berita Acara tanggal Februari 1887 yang dllakukan
oleh Gubemur KDKI takarta kepada Direktur Utama Perum Perumnas
kefika Itu ir. Radinal Muchtar (Bukti P-Iy

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur DK/ Jakarta No. 202 Tahun 1879
(Bukti P2) Penggugat Rekonvensi tslah endapat ifin penguasaan atas
tanah seluag 180 Ha di Cengkareng Timur (yang sekarang dikuasai cleh
Panggugat Rekonvensi) tanah-tanah mana sejak Proyek Pembangunan
Perumnas atas bantuan Bank Dunia pada tahun 1978-1 880, sebelrmnya
tslah dibebeskan oleh PTB, yang kemudian Taergugat secara derevativ
mempercleh hak darl PTB .sahingga Penggugat Rekonvensi maelanjutkan
pembebasan atas sisa yang belum terbebaskan pada tahun 1887-1998,
melalui Panitia Pembebasan Tanah Jakarta Barat {Bukti,P-3).

Bahwa terhadap tanah yang dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi
adafah dilaksanakan sesual dengan ketentuan hukum sebagai mana
dimaksud dengan Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan
Pemerintah No.10 tahun 1961, oleh karena sesual dengan ketentuan
tersebut maka Penggugat Rekonvensi telah memohornkan peningkatan hak
atas milik tanah Penggugat Rekonvensl Kepada Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Jakarta Barat (Tergugat I} yang berhak penuh dalam
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Administrasi pertanahan, yang kemudian Sesual dengan Syrat-syarat yang
ditentukan perundang-undangan serta melalui proses panjang Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat menerbitkan hak Pengelolaan
No. 2 Cengkarsng untuk dan atas nama Perum Perumnas (Bukti P-4} Olsh
karena Kepsmilikan Penggugat Rekonvensi atas tanah perkara adatah
didasatkan pada bukti yang kuat dan benar maka selayaknyalah
dinyatakan kepemitikan atas tanah sengketa adalah sah milik Penggugat
Rekonvensi. o

Bahwa pelaksanaan pembebasan lanjutan yang dilakekan Penggugat
Rekonvensi pada tahun 1888 .dilakukan berdasarkan ketsttuan yang
berlaku, dimana pelaksanman pembebasan tanah tmiuk kepentingan
Negara (Umum) adalah difskukan oleh suatu Panitis yang dalam hal ini
Panitia Pembebasan Tanah Jakarta Barat. Oleh karena tanah tanah yang
dibebaskan tersebut adalah berstatss tanagh yang langsung dikuasai
Negara, dimana ketentuan itu memberikan kessmpatan bagl Penggarap
untuk mmpemlah suaty Girk garap melalui redistribusi maka Penggugat
Rekonvesi rnelalui Panitia melakukan pembebasan tanah sengketa dari
penggarap Fislk dan Pemitik Gifk garap, dan sepanjang pembebasan
tersebut, Penggugat tidak pemah diketahui sebagai pihak vang berhak dan
atau yang nyata-nyata menguasai fisik kecuali hanya bekas pemegang
Girik 1033 yang telah hapus bardasarkan Undang-Undang.

Bahwa Tergugat RekonvensiPaenggugat delam Konvensi asal, talah
terbukti malakukan tindakan. melanggar hukum {melawan hukum) terhadap
Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian materil dan immatsri
kerugian materil ialah besamya biaya yang dikeluarkan olsh Penggugat
Rekonvensi umuk mepertahankan hak antara lain, Biaya Operasional
Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus |uta rupiah) Biays Pengacara sabesar Rp
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.
B0O.000.000,- (Delapan ratus |uta rupiah) sedang kerugian Immaterial
ialah, hilangnya kepercayaan konscrsitsn Bank di Indonssia dan merasg
malu terhadap Bank 'Dunia. yang tidak temiai namun untuk mempermudah
parhitungan maka diperkirakan kerugtan sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh
milyar rupiah) !

Bahwa terdapat kekhawatiran yang sangat beralasan, bahwa Tergugat
Rekonvensi, Penggugat Konvensi asal akan menghindari dan tidak mau
merurut terhadap putesan ini oleh karena guna menjamin funtutan
Penggugat Rekonvensi tidek menjadi sia-sia, maka dengan ini Penggugat

H
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Rekonvensi memohon ke hadapan Malells Hakim baerkenan umtuk
meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan banguman
milk Penggugat, yang ditempati oleh Ny, Nelll Surijati, terietak dan dikena
umum di JI. Tanah Abang H-No. 67 A Rt 001/004 Kelurahan Petojo Selatan
Jakarta Pusat, tertulis atas nama TONY SUGIRI (suami dan ayah
Penggugat) ;

9, Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah
melakukan perbuatan melawan hukun yang menugikan psnggugat
Rekonvensi, maka sewsjarnyarlah Penggugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi asai, dihukem uruk membayar Dwangsom kepada Penggugat
sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan
melaksanakan putusan ini. :

10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti
yang kuat dan Otentik yang tidek dapat disangkal lagi kebenaranya maka,
Penggugat mohon putusan serta merta dan atau putusan yang dapat
dijalankan terlebih dahtdu, meski ada Verzet, Banding dan/atau Kasast {uit
voer baar bij Voorrad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terural di atas, Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi--asal, dengan inl Memohon Kepada Majelis
Hakim yang memariksa dan mengadill parkara ini berkenan untuk memutuskan
sebagai berikut :

DA R I

Mengabulkan Gugatan Panggugat Rekonvensi untuk sefuruhnya.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin yang telah diletakkan terssbut.

Menyatakan bahwa tanah temperkara adatah Millk Penggugat Rekonvensi.

Menyatakan batal demi hukum Akta Penglkatan Jual Beli No.10 tanggal 10

Januari 1887 dan Akta Kuasa No.11 tanggal 10 Januari 1987.

5. Menyatakan Targugat Rekonvensi telah melakukan perbustan melawan
hukum.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mebayar ganti rugi sebesar
Rp.7.800.000.000.- (Tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

7.  Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Dwangsom/Denda
sebesar Rp.1,000.000,- {Satu juta ruplah) setiap hari keterlambatan kepada
Penggugat Rekonvensi. -

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terleblh dahulu meskipun ada
Verzet, Banding danfatau Kasasi {ult voer baarbij voord).

e, O P2
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Bahwa terhadap gugatan. tersebut Pengadilan Negeri Jakarts Bamt
telah mengambil putusan, yaltu putusan No, 417/PDT.G/2004/PN. it Bar.,

tanggal 18 Juni 2005 yang amarnya sabagai berikut
DALAM KONVENS] :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat :

DALAM EXSEPESI

- Menoiak Eksepsi Tergugat | :

DALAM POKOK PERKARA, :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ; ;

- Mengabulkan Gugsatan Penggugat Rekonvensl untuk sebagian ;

- Menyatakan tanah sengketa adalah aah milik Panggugat Rekonvensi ;

- Menoclak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REXONVENS!

- Menghukum Penggugat KorvensirTergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini betjumiah Rp. 2.234.000.. (Dua juta dua
ratus tigapuluh empatribu rupiah)

Menimbang, I:;ahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para
Penggugat Putusan Pengadilan Neger tersabut telah dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Jakarta dengan putusan No. 180/Pdt/2006/PT.DKI., fanggal 20
September 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Para PenggugatPara Pembanding pada tanggal 5 Psbruari 2007 ketnudian
terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengen perantaraan
kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januar 2007 diajukan
permohonan kasasi secama tertulis pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebagaimana
temyats dari akte permohonan kasasl No. 417/PDT.G/2004/PN JKT BAR, yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut
dikuti olah memor kasesi yang memuat alasan-alasan vang diterima di
Kepaniteraan Pengaditan ﬁegaﬂ-htuhm pada tanggal 1 Maret 2007 -

Bahwa setelah itu olsh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada
tanggsl 30 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dan Para
Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang dierma dj
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 2007 :

Menimbang, bahwa pemnohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan
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dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa alagan-alasan yang disjukan oleh Pemochon

Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1.

Bahwa Putusan Pengsditan Tinggi Jakarta No. 180/Pdt/2008/PT. DKI
tanggal 20 September 2006, sdalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa
Keadilan dan Kepatuhan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 alinea ke-2,
Pengadilan Tinggi mengakul jalas bahwa Termohon Kasasi | pada peradilan
tingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding, atas memori
banding dan tambahan memorj banding yang dimajukan Pemohon Kasasi.
Bahwa dengan tidak disjukan kontra memor barding oleh Termohon Kasasi
| terhadap memeori banding darf Pemchon Kasasi (Pembanding), maka
berarti Termohon Kasasi telah mengakui secara tegas semus isi dan
memeori banding yang diajulcan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding).

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum
Pengaditan Tinggi pada halaman 5 alinea ke-2 yang menyatakan bahwa
alasan-alazan, pertimbangan hukum dan kesimpuian Pengadilan Neger
Jakarta Barai telah tepat dan benar, dan kemudian pertimbangan hukum
pengadilan negeri tersebut dlambit allk dan dijadikan dasar oleh pengadilan
tinggi dalam memutuskan perkara ini.

Bahwa tidaklah benar pertimbangan hukum pengadilan tinggi pada hataman
5 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang
dikemukakan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding tidak
terdapat alasan-alasan hukum yang dapat melemahkan putusan pengadilan
nagerifmaijelis hakim tingkat partama.

Bahwa adalah tidak tepat Pengediilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat
banding, dengan majefis hakim yang lebih senior dan berpengalaman
dibanding majelis hakwn tingkat pertama, tetapi majelis Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi tidak membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang
baru dar hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam memori
bandingnya terdahulu, pada hal banyak sekali hal-hal baru yang
dikemukakan dalam memerj banding tersebut,

« Bahwa jelas terfihat dari putesan pengadilan tinggi, dimana pengadilan

tinggi tidak mengkoreksi kesalshan-kesalahan dan kehilapan-kehilapan
yang diperbuat oleh pengadilan negeri ;
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» Pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan bukti-buki bary yang
dimajukan/dilampirkan Pemohon KasasiPembanding bersama-sama
‘memoti bandingnya ; :
7. Bahwa dalam Memosi Kasasi ini, Pemohon Kasasi akan menguraikan
kembail hal-hal/alasan-alasan yang dibuat dalam memori Banding terdahuly
yang jelas-jelas melemahkan den melumpubkan Putusan Pengadilan Negeri
yaitu :
a. Pengadilan negeri menyatakan bahwa Termohon Kasasi | (Perum-
Perumnas) adalah sah ssbagai pemilik tanah sendketa, pada hal tidak
pemah Gubemur DKI menyerahkan tanah tersebut terhadap Temnohon
Kasasi, tetapi gubernur berwenang mengelusrkan surat Keputusan,
dengan ketentuan yang manedma surat keputusan harus membebaskan
kepada pemilik tanah (Pemohon Kasasi) dengan pembayaran ganti rugi,
sesuai dengan Surst Keputusan Gubemur DKI No. 202/1979 tanggal 2
April 1879 halaman 3 butir No. IV, Bahws di dalam Surat Keputusan No.
202/1979 tersebut, pada halaman 1 {entang membaca kembali
disebutkan . “Keputusan Gubemur Kepsla Daemh Khusus |bukets
Jakarta No. O. M-a.11/4/211873 tengoal 15 Mei 1973 tentang
penunjukan peruntukan penggunaan tanah selwas + 290 Ha yang
termasuk peruntukan komplek pemumeahan dalam rangka kerja sama
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Bank Dunia {World
Bank) terlstak di wilayah.-Kecematan Cengkareng J: karta Barat dan
Kampung Malaka Jakarta Timur.
b. Temnohon Kasasi | hanys sebagai pemegang SHPL No. 2 bukan
pemegang SHM, tetapi oleh pengadian negeri dinyatakan sebagai
pemilik, hal ini sangat fatal kekeliruannya dan peru dipertimbangkan
bahwa :
= Girk C 1033 sampai saat ini masih tetap atas nama Lie Gean Thiam.
- Tidak pemah Tony Sugiti membebaskan tanah itu kepada Perumnas
dan berdasarkan Akte Pengikatan No, 10 tanggal 10 Januari 1987
Tony Sugiri (Pemohon Kasasl) tetap sah sebagai pemilik tanah
tersebut. -

- Penggarappenggarap tidak berhak atas tanah tersebut dan tidak
berhak menerima gantf rugi.

¢. Pertimbangan hukum pengadilan nageri halarman 39 alinea ke-5 tentang
pelepasan hak atas tanah sefuas 9278 m2 tanggal 23 September 1978 di
sini Pernohon Kasasi mehjelaakan ;

- i
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- Pamchon kasasi tidak pernah membebaskan tanah seluas 9278 m2
kepada Termohon Kasasi | (Perumnas), dan harus dibuktikan secara
authentic,

- Setelah Pemohon Kasasi mensiti leblh seksama dan teliti, temyats
tanah seluas 8276 m2 yang disebut-sebut penradilan negeri dalam
perimbangan hukumnya adalah berasal dari Persil 38.St (persil
orang lain) bukan berasal dari persil 8.5 yang diperkargkan ini, dan
tidak ada kaitannya dengan paerkara inl.

- Bahwa kesalahan yang fatal dar pengadilan negesi, kenapa tidak
dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi jelas-jelas tanah seluas 0278
m2 adalah dari persil laln {parsil 38.5.1) kenapa dimasukkan ke datam
perkara ini, dan kenapa pengadilan tinggi mengikut szja kepada
pertimbangan pengadilan negeri terssbut, hal ini sangat memalukan
peradilan kita, _

d. Pertimbangan Pengadilan Negeri halaman 41 tentang bukti P-14,
adalah tidak bu'rknitan dengan kkasi tanah, di sini jelas terbukti
Pengadilan Negeri kurang hati-hati dan #dsk teiii dalam
pemmhénganhukumnya.

e. Sangat keliru sekali pertimbangan hukum pengadilan neger yang
menyabutkan batas tanah sangketa arah ke Utara masih ada 9 m fagi
(19 langkah) rmalewati jalan, hal ini tidak benar, karena kelebihan 8 m
tersebut adalsh tanah milk orang laln yaitu Mardjan (terlampir
pamyataan dalam memori banding).

f. Pemuatan dan penulizan keterangan saksl Marjon dan Kamim pada
persidangan, sehingga Marjon dan Kamim membuat pemyataan yang
dilampirkan dalam memori banding dan hal-hal seperti ini adalah
termnasuk pemalsuan fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi-saksi.

g. Didalam Putusan Pengadiian Nageri tidak ada bukil bakwa Pemohon
Kagasi telah melepaskan haknya atas tanah sengketa kepada
Termohon Kasasi |, baik seluruhnya maupun sebagian.

8. Bahwa masalah belum jadi diurusnya Sertifikat stas Girik C. 1033 persil 6.
Sl seluas 133.950 m2 sepert tersebut di datam Akte Pengikatan No. 10, hal
ini disebabkan karena ; b
a. Pada tanggal 18 Juni 1888 Alm Tony Stgiri tefah meninggal dunia.

b. Kemudian sekitar tahun 1989/1990, Terbanding | (Perum Perumnas)
telah menguasai dan menyerobot tanah tersebut secara melawan hukum
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dan itulah sebabnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) beksm
mengizinkan Pemohon Kasasi untuk mengurus Sertifikat,

Pada tahun 1883 terbitlah Sertifikat HPL No. 2 atas nama Perum
Ferumnas atas tanah seluas + 990.420 m2 termasuk di dalamnya tanah

milk Pembanding (persil 8.5 seluas 133.950 m32) yang disengkstakan
sekarang ini.

9. Bahwa sangat disesalkan sekali, Pengaditan Tinggi tidak memperhatikan
dan fidak meneliti alasan-alasan hukum dan alasan-alasan yang
dikemukakan Pemohon KasasiPembanding dalam memorl banding
terdahuly,

10.Bahwa Permohon Kasasi dalam memori kasasi inl ingin menyatakan dan
membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalgh

Sebagai pengekola dan telah menggarap tanah Girik C.1033 persil 6.5
seluas 133.950 m2 sejak tahun 1880, berdasarkan Akte Kussa No, 45
tanggal 16 Juli 1980, ssita telah mengusai dan menduduki tanah
tarsebut, dan bahkan telah membayar Ipeda/PBB atas tanah terssbut
sejak taﬁun 1983 (liulctl—bukti terlampir datam barkas),

Berdagarkan Akte Pengikatan No. 10 dan Akte Kuasa No. 11 tanggal 10
Januarl 1987 darl Notaris F. J. Mawat], SH telah membeli tanah tersebut
dari Lel Goan Thiam, es (Jimmy Subagia mulyadi), dan oleh karena ity
Pemohon Kasasi telah sah sebagai pemilik dari tanah tersebut,
Pemohon Kasasi sampai sskarang ini Girk ©.1033 {terdiri dari + 22
persify, Giik C.1033 tersebut! masih terdaftar di Kelurzhan dan
Kecamatan atas nama Lie Goan Thiam (Jimmy Subagia Mulyadi), dan
belum pernah dirubah/dibatalkan oleh BPN dan jika di datam putusan ini
dinyatakan milik Perum Perunnas, apa dasar hukurnnya karena Perurn
Perumnas adalah "Pemegang HPL", dan bukan "Pemegang SHM".
Bahwa andaikata Temrnohon Kasasi | (Perum Péfhmnm) manyatakan
telah membebaskan tanah tersebut dari penggarap-penggarap + tahun
1880 hal ini tidakfah mungkin, karena sejak tahun 1980 (Akte Kuasa No.
45 tanggal 16 Juli 1980) tanah Girik C.1033 tersebut telah dikelofa dan
digarap oleh Pemohon Kasasi (Alm. Tony Sugimi).

Pemohon Kasasi tidek pemah menjualimembebaskan/melepaskan hak
atas tanah sengketa {Glrik C.1033 persil 6.51 seiugs 133.950 m2}, baik
kepada Perum Perumnas (Termohon Kasasi I) maupun kepada pihak-
pihak lain, baik seturyhnya atau sebagian.
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f.

Tidak ada dasar hukumnya, dan sangat berfentangan dengan Undang-
Undang pertanahan, tanah sengketa millk Pemohon Kasasi
dicaplok/dirampas oleh Termohon Kasas I, dan dimasukkan secara tidak

sah ke dalam SHPL No. 2 atas nama Perum Perumnas secara
mealanggar.

11.Bahwa bukti-bukti Termohon Kasasi | (Terbanding i) yaitu PR s/d PR-14
dapat diuraikan sebagai barikut :

PR-4. Berita Acara Pelepasan Hak tahun 1980 darl Bambang (PT.
Guenn Bee) kepada Perum Penmmnae,

PR-5. Surat Pemyataan No. 86/157VI/CT-OBG.1590 dari penerima
ganti rugi (idak bamama).

PR-6. Surat Pemnyataan No. 75, 76/B0.B1.83 atas nama Bambang
Supriadi.

PR-7. Bukti Pembayaran ganti rugi atas nama Ali Manasik SO0rang
pengusaha phisik di atas tanah sengketa,

PR-8. Bukti psmberjan ganti rugi atas nama Kassim bin Yasrip.

PR-8. Berita Acara Psmbayaran Ganti rugi  kepada para
penggarap/pengusaha phisik berdasarkan surat-surat yang sah sesuai
ketentuan yang beriaku {copy).

PR-10. Surat Pengoperan Hak Garap dari 'Maamunah kepada
H.Muhasyim yang diketahui Camat tanggal 27 Desember 1972 (copy).
PR-13. Surat 1zin Menggarap dari H. Muhasyim kepada H. Sabeni
diketahui Lurah setsmpat (copy).

FR-12. PBE tahun 1978- 1979 dan atas nama H. Muhasyim {copy).
PR-13. Pembarian ganti rugi kepada H. Muhasyim.

PR-14. Pelepasan Hak No. 86/811-11/CT-OBG/1989 tanggal 18 Oktober
1889 atas nama H. Nukman Muhasyim,

12.Bahwa dari bukti-bukti PR-4 s/d PR-14 gi atas, 4 macam bbkti hanya foto
copy, foto copy tidak bisa dijadikan alat buldi karena tidak sah, menurut
hukum acara (vaitu PR-9, PR-10, PR-11, PR-12) dan ke-4 bukti tersebut
harvs dikesampingkan dan tidak pady dipestimbangkan,

13.Bahwa dengan demikian bukti-bukti *Pelepasan Hak® dan pembayaran ganti
rugi yang dilakukan ofeh Terbanding 1 (Perum Perumnas), hanyalah
bersumber dari buktl-bukti PR-4, PR-5, PR-8, PR-7, PR-8, PR-13, PR-14.

14.Bahwa jika ditefti lagi dari 7 macam buki Pelepasan Hak dan ganti g
tersebut, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dan keraguan-keraguan,
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15.Bahwa terlalu Summir pertimbangan hukum Pengadlian Negerl yang
menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah millk Terbanding | (Parum
Perumnas) hanya berdasarkan SK Gubemur DK No. 202, dan Pefepasan
Hak oleh Penggarap-penggarsp, hal ini sama sekali tidak sah menurut
hukum,

16.Batwa di dalam amar Putusgn Pengadilan Negeri hal, 44 dalam rekonpensi
terdapat kekefiruan yang fatal, karena Terbanding WPensn Perumnas
hanyalah sebagel "Pengelola” deri suatu HPL No, 2, vang HPL tersebut cara
perclehannya Juga cacat hukum dan bukan sebagal pemegang SHM.
Sedangkan dalam kasus ini, Pensm Perumanas tidak sah menguasai tanah
sengketa, karena belum ada pembebasan secara hukum.

17.Bahwa sangat disesalkan sekal Pengadilan Megeri mengyatakan sah
"Pelepasan Hak® atas tanah sengkets kepada penggarap-penggarap
tersebut adalah Har dan tdak memilki surat-surat dan data-data
kepemilikan, sedangkan jual beli yang sah dengan Akte iio, 10 di hadapan
Notaris F.J. Mawati, SH gntara Lle Goan Thiam derigan Tony Sugiri ditolak
oleh pengadilan negeri.

18.8Bahwa proses, prosed(r tata cara penerbitan Sertifikat HPL No. 2 tersebut
tidak benar dan terdapat kesalahan-kesalahan, maks SHPL No. 2 tersebut
tidak sah dan cacat hukum,

19, Bahwa di dalam 8K Guberriyr DKI No. 202 tahun 1878 tanggal 2 April 1979
tentang penguasaan perancanaan dan peruntukan bidang tanah seluas +
334 Ha di Kel. Cengkareng, |elas disebutkan pada angka IV “Kepada pemilik
tanah yang ferkena pembebasan harus dibari ganti rugi®,

20.Bahwa Pemohon Kasasi sampai perkara ini beratan, belum pernah
menarima ganti rugi dari Perurn Perumnas (Tesmohon Kasasi J3

21.Bahwa semua bukti-buktl tertuiis yang diajukan oleh Termchon Kasasi
Terbanding dalam persidangan adalah hanya foto copy, dah foto copy
bukan bukti yang sempuma menurut hukum,

22.Bahwa pengaditan negerl salalv mencari-cari dalih yang tidak berdasarkan
hukum dan juridis, hanya bardasarkan dasar-dasar hal tersebut (misakya
tentang batas-batas tanah, soal PBB, soaf hubungan-hubungan Lie Goan
Thiam dengan Antonius Adi Sukadani, ¢8) tehnis hanya untuk mengalihkan
pandangan dan tidak dibenarkan dalam hukum acara,

23.Bahwa tentang dikelvarkannys/diterbitkannya Sertifikat HPL No. 2 tanggal
24 Pebruari 1983 atas nama Temnohon Kasasi | (Perum Perumnas)
berdasarkan SK BPN No.137/HPI/BPN/1 992 tanggal 26 Okiober 1992 yang
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secara melawan hak dan tidak sah, serta tldak memiliki ketentuan-ketentuan

tentang prosedur penerbitan suatu Sertifikat, Pemohon Kazasi menanggapi

dan membukiikan kelemahan-kelemahan SHPL No. 2 tersebut sebagai
barikut :

a. Dalam SK-BPN Jakarta Barat, luas tanah seluruhnya adalah 984.410 M2
tetapi kenyataannya di dalam Sertifikat HPL No. 2, luas tanah tertulis
990.420 MZ. :

b. Dalam SK-BPN No. 137/HPLBPNS2, keseluruhan tanah yang
dimasukkan ke dalam SHPL No. 2 tersebut adalah tanah millk adat yaitu
tanah milk dard Bambang Supradi dkk (299 orang), temasuk di
dalamnya tanah milk Pemohon Kasasi yaitu Girk Adat C. 1033 persil 8.
Sl seluas 133.950 M2.

c. Sebagian besar (ssbagian besar) dari pemilik-pemilik tanah Girik Adat
sehanyak 299 omang tersebut (luas 994 410 M2) belum dibsbaskan dan
belum dibayar ganti ruginys kepada pemillk-pemillk asli, termasuldah
kepada Pemohon Kasasi (Alm. Tony Sugit) belum psmah menjual dan
membebaskan tanah tersebut kepada Termnohon Kasasi |

d. Di dalam-SK-BPN No. 137/HPL/BPN/S2 ada dissbutkan : “HPL tersabut
diberikan untuk selema tanah dimaksud dipergunaken untuk proyek
Perumahan Nasional”, Di dalam SHPL Mo. 2, hal yang sama juga tertulis
dalam SHPL tersebiut.

o. Secara praktex di lapanganfiokasl, pembangunan-pembangunan yeng
ditaksanakan di tapanganfokasi bukan oleh Termohon Kasasi | {Perum
Perumnas), tetapi diduga telah dialihkan/dioverkan kepada Developer
pihak ketiga sshingga Termchon Kaszasi | tidak legi mempergunakan
tanah tersebut sebagehmana maksud pemberiannya dalam SK-BPN
No. 137,

f. Bahwa di dalam SK-BPN jelas dinyatakan :"Pererma hak HPL waljib
mengembalikan HPL tersebut seluruh atau sebagian bila tidak
dipergunakan lagi sebagaimana mestinya. ,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat : s
mengenai alasan ke 1 sampai dengan 10
Bahwa keberatankeberatan Ini tidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilan TinggiJudex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alazan ke 11 sampai dangan 23 :
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Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilan Tinggi\ludex facti tidak salah menerapkan hukumn, lagi pula
mengenai penilaian hasi psmbuktian yang bersifat penghargsan tentang suaty
kenyataan, hal mana fidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksasn pada
tingkat kasasi, karsna pemeriksaan dalam fingkat kssas! hanya berkenaan
dengan adanya kesalahan pensrapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang
beraky, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelataian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan stau bila pengadilan tidak berwsmang atau
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No, 5§ Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohenan kasasi yang diajukan oleh
Pernohon Kasast : 1. NY. NELLI SURIJAT], 2. NY. ASTRID SUGIRI (ASTRID
WINARKOQ) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena parmohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohan Kasasi dihukum membayar biayva perkara dalam
tingkat kasasi mi ;

Memperhatikan pasal-pasal darl Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI :

Menotak permohonan. kasasi dari Pernohon Kasasi @ 1. NY. NELLI
SURLIATI, 2. NY. ASTRID SUGIRI (ASTRID WINARKO) tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding
untuk mernbayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500,000 -
(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 oleh DR. HARIFIN A TUMPA,
SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketta Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan | MADE TARA, SH. Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan datam sidang ferbuka untuk
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umum pada han‘_ ftu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh BUDI SANTOSO, SH. Panitera Pengganti derigan
tidak dihadiri olsh para pihak ;

; *
Hakim-Hakim Anggntif/ Ketua,
Biaya-biaya : Panltera Pengganti,
1. Meterail........cooceeviviviveneee. Rp. 8.000,- -
2. Redaksi...............,eii0i0v-0 Bp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi................. Rp. 483.000 -

Jumlah . ...oeiiiiiiiinn e, Rp. 500.000 -

.l"-.-\-‘-‘
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